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ABSTRAK 
 
 

Nama  :  Agung Nugroho 
Program Studi :  Ilmu Hukum 
Judul : Analisis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Cakram Keras (Media 

Penyimpan Data) Bekas Menurut Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

 

 

Dalam penjualan cakram keras bekas yang sering dilakukan saat ini memiliki 

pengaruh yang luas terhadap permasalahan data yang terkandung didalamnya. 

Data yang dimaksudkan dapat berupa potret, arsip, dokumen perusahaan, lirik 

lagu, sinematografi atau bahkan yang merupakan pengalihwujudan dari bentuk 

tekstual menjadi informasi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian normatif. Demikian dalam melakukan jual beli cakram keras hanya 

sebatas cakram kerasnya  bukan atas  hak cipta yang terkandung didalamnya. 

 

Kata kunci: 
Cakram Keras, Hard disk drive  
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ABSTRACT  
 
 

Nama  :  Agung Nugroho 
Program Studi :  Law 
Judul  :  Analysis of Buy-Sell Agreement Used Harddisk Hardware (data 

storage media) According to the former Law Number 19 Year 
2002 About Copyrights 

 
 

 

 

In the sale of hard disk which is often used to do at this time have a broad effect 

on the problem of data. Data can be referred to the portrait, records, company 

documents, song lyrics, or even sinematografi which is a form of textual replaced 

into electronic information. Research using this method normative research. 

Likewise in the sale to buy a hard disk is a hard disk only not included on the 

copyright  

 

Keywords:  

Hard disk, Hard disk drive 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan kemajuan elektronik dari tahun ke tahun semakin maju, 

ini dapat dilihat dari perkembangan kapasitas cakram keras1 (harddisk) seba

media penyimpan data yang semakin meningkat. Namun seiring den

kebutuhan media penyimpan tersebut tidak dipungkiri bahwa para pengguna a

melakukan transaksi jual beli atas cakram keras bekas yang dimilikinya. 

Hal ini dapat kita jumpai di beberapa tempat baik perseorangan mau

dipertokoan elektronik dan komputer , bahkan jual beli ini dilakukan oleh ba

hukum yang memiliki kebijakan untuk meningkatkan kinerjanya yaitu den

menginvestasikan sebagian modalnya untuk membeli perangkat cakram ke

yang memiliki kapasitas penyimpanan data yang lebih besar. Tidak hanya

bahkan suatu perusahaan menyiapkan asset ini untuk kebutuhan penyimpa

data dalam jangka waktu tertentu sehingga ia tidak perlu untuk mengganti

sampai batas kapasitas tersebut tercapai, dimana nilai modal yang diinvestasi

ini jumlahnya sangat besar sebagai contoh sebuah harddisk dengan kapasita

Terabyte(1 Terabyte = 1000 Gigabytes) dihargai sebesar 150 dollar dan kapas

sebesar ini bagi perusahaan programmer ataupun desain grafis diperkira

mampu menampung data dalam jangka waktu 1 tahun. Analoginya adalah 

suatu perusahaan desain memiliki karyawan desain sejumlah 10 orang dan mas

masing dalam 1 bulan menghasilkan karya desainnya membutuhkan kapas

cakram keras sebesar 100 GB maka dapat diketahui untuk 10 orang terse

paling tidak akan membutuhkan minimal 1 TeraByte kemudian untuk ta

berikutnya erusahaan tersebut melakukan investasi lagi atau tidaknya tergant

kebijakan yang diambilnya. Akan tetapi untuk perusahaan besar lebih mem

investasi jangka panjang dibandingkan dengan jangka pendek, seperti perusah

desain yang memiliki 10 orang karyawan untuk berinvestasi dalam jangka wa

10 tahun maka di tahun pertama memulai usaha harus mengeluarkan biaya sebe

                                                 
 1 Indonesia, Penggunaan Komputer Dengan Aplikasi Kompu
Berbahasa Indonesia, Panduan Pembakuan Istilah Pelaksan
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001. 
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1500 dollar dengan asumsi (1 dollar =10.000 rupiah). Apabila perusahaan tersebut 

menambah tenaga kerjanya sejumlah 10 orang lagi maka kapasitas penyimpanan 

data akan berkurang yang semula mampu menampung data dalam 10 tahun 

menjadi hanya 5 tahun. Sudah pasti perusahaan tersebut akan mempersiapkan 

modal untuk investasinya pada 5 tahun yang akan datang. Fenomena ini dapat 

terjadi pada perusahaan- perusahaan besar lainnya seperti perusahaan percetakan 

dan penerbitan yang membutuhkan cakram keras dengan kapasitas penyimpanan 

yang sangat besar setiap bulannya. 

Fenomena kebutuhan atas cakram keras tersebut terus meningkat, sedangkan 

untuk cakram keras yang lama tidak terpakai sebagai akibat digunakannya cakram 

keras yang baru untuk sebagian pengguna dapat menyimpannya di gudang 

penyimpanan atau dapat menjualnya kembali. Pilihan untuk menyimpan cakram 

keras bekas dilakukan sebagai asset atas data yang masih tersimpan sehingga jika 

suatu saat dibutuhkan maka cakram keras tersebut digunakan kembali, sedangkan 

untuk sebagian pengguna memilih menjualnya dikarenakan aspek ekonomi akibat 

biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan tempat khusus sebagai gudang 

penyimpanan  dan nilai atas barang bekas yang dianggap dapat menambah 

pemasukan apabila cakram keras tersebut dapat dijual kepada pihak lain. 

Khususnya bagi pengguna perseorangan yang menganggap dengan dijualnya 

cakram keras bekasnya dapat menghasilkan uang dan  untuk menambah membeli 

cakram keras yang baru. 

Akan tetapi akibat transaksi penjualan atas cakram keras bekas tersebut 

tanpa disadari telah sekaligus memiliki resiko atas data yang terkandung 

didalamnya dimana memiliki aspek hukum yang harus dilindungi terhadap data 

yang masih tersimpan dalam cakram keras tersebut. Hal ini disebabkan karena 

pengertian dari kebanyakan orang proses format ulang atas suatu cakram keras 

maka data yang tersimpan telah terhapus dan tidak dapat dilihat kembali.  

 Data tersebut dapat berupa arsip, dokumen ataupun informasi elektronik 

yang telah diatur dalam undang-undang. Namun pada kenyataannya ada cara 

untuk membangkitkan kembali data yang telah dihapus tersebut dengan cara data 

recovery, yaitu dengan software tertentu yang dapat membangkitkan data tersebut 

Universitas Indonesia Analisis terhadap..., Agung Nogroho, FHUI, 2009
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baik dalam bentuk teks ataupun gambar bahkan dalam bentuk audio dan video 

sekalipun.. 

Atas dasar peristiwa tersebut maka penelitian ini diperlukan sebagai inovasi 

hukum dan hal-hal yang perlu dilakukan. Dalam hubungan kepemilikan terhadap 

hak cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan 

menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan 

negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan 

hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta secara individu maupun 

kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, 

hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan 

ini tercermin dalam sistem HaKI yang berkembang dengan menyeimbangkan 

antara dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat 

umum.2

Dalam hal adanya perlindungan hukum terhadap data yang tersimpan dalam 

cakram keras tersebut dapatkah diterapkan perjanjian dengan persetujuan tertentu 

terhadap jual beli cakram keras bekas? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat 

disajikan dalam uraian penelitian dibawah ini. 

 

1.2.   POKOK PERMASALAHAN 

Berkenaan dengan persetujuan-persetujuan istimewa dalam perjanjian jual-

beli cakram keras sebagai media penyimpan data tersebut, penelitian ini memiliki 

pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai jual-beli cakram keras bekas? 

2. Bagaimana jika terjadi wanprestasi terhadap para pihak yang terkait 

dengan faktor resiko yang tercantum dalam pasal perjanjian? 

3. Bagaimana aspek hukum cakram keras menurut Undang-undang 

Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta? 

 

1.3.     TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan diadakannya penelitian ini secara umum dan khusus  adalah sebagai 

berikut: 

                                                 
 2 Ibid.hlm.90.  
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        1.   Tujuan Umum 

 Sesuai dengan judul penelitian, peneliti bertujuan melakukan 

penelitian untuk menemukan pengaturan hukum yang dapat digunakan 

untuk mengatasi permasalahan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual 

beli cakram keras. 

         2.   Tujuan Khusus 

•    Memperoleh informasi mengenai pengaturan jual-beli cakram keras. 

• Menguraikan tata cara jika terjadi wanprestasi yang terjadi terhadap 

para pihak yang terkait dengan faktor resiko yang tercantum dalam 

pasal perjanjian. 

• Menjelaskan aspek hukum cakram keras sebagai media penyimpan 

data yang diatur Undang-undang No.19 tahun 2002. 

 

1.4.   KERANGKA KONSEPSIONAL 

Dengan terjadinya dalam perjanjian jual-beli cakram keras maka perlu 

diupayakan kesamaan dalam beberapa hal dan uraian dari istilah yang digunakan 

oleh kedua belah pihak yaitu: 

1. Cakram keras adalah media yang di gunakan untuk menyimpan data 

dalam komputer.3 

2. Data Recovery adalah proses mengembalikan data dari media 

penyimpanan yng rusak, gagal, hilang atau tidak bisa diakses secara 

normal.4 

3. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk 
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin 
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.5 

4. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama 
yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan 
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian 
yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.6 

                                                 
 3 Wahana Komputer, Student Guide Series: Merawat dan 
Meningkatkan Kinerja Harddisk (Jakarta: PT. Elex Media 
Komputindo), hal.2. 
 4 Ibid, hal.104.  
 5 Indonesia, op. cit., psl.1. 
 6 Ibid. 
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5. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan 
keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.7 

6. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau 
pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang 
menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.8 

7. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, 
pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat 
apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun 
sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.9 

8. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara 
keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan 
menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk 
mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.10 

9. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak 
Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang 
timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.11 

10. Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan 
Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau 
melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan 
tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial12 

11. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun 
sebagian karena; 
a. Pewarisan; 
b. Hibah; 
c. Wasiat; 
d. Perjanjian tertulis; atau 
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan.13 
 

Secara keseluruhan dalam persyaratan perjanjian jual-beli cakram keras 

sebagai media penyimpan data sehingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah 

pihak dan akibat hukumnya dapat dilindungi. 

 

1.5.  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, artinya 

mengkaji ketentuan dalam KUH perdata berkenaan dengan perjanjian jual-beli 

                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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dan Undang- Undang Hak Cipta yang berkenaan dengan hak cipta yang dilindungi 

didalam cakram keras sebagai media penyimpan data terhadap kedua belah pihak 

yang terkait dalam perjanjian jual-beli. Dapat dikatakan penelitian ini merupakan 

problem finding yang memiliki tujuan untuk menemukan permasalahan sebagai 

akibat dari suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan, dikarenakan 

dengan adanya perjanjian jual-beli media penyimpan data tersebut dapat 

mengakibatkan dampak lain berupa hak kekayaan intelektual yang terkandung 

didalamnya.  

Adapun tahap penelitian dilakukan dengan melalui penelitian kepustakaan 

dengan menghimpun bahan-bahan hukum primer dari KUH perdata dan Undang-

undang Hak Cipta maupun bahan hukum sekunder (uraian ilmiah para ahli) yang 

bersangkutan. 

Atas dasar itulah penelitian ini memiliki pendekatan yuridis–normatif 

dengan mengkaji maupun menghimpun bahan-bahan primer maupun sekunder 

sebagai pedoman dalam melakukan penelitian kepustakaan. Peneliti menggunakan 

alat pengumpulan data berupa studi dokumen sebagai sarana untuk mencari data 

sekunder seperti yang telah diutarakan diatas. Analisis atas permasalahan diatas 

peneliti dapat memiliki perbandingan dan persamaan yang terdapat dalam aneka 

sistem hukum, dan sinkronisasi yang dengan jelas dapat lihat dari perundang-

undangan. Dengan berpegang pada asas-asas14; 

a. Undang-undang tidak berlaku surut; 
b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi, mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi; 
c. Undang-undang yang bersifat khusus  mengenyampingkan undang-

undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama; 
d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-

undang yang berlaku terdahulu; 
e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; 
f. Undang-undang merupakan sarana untuk agar masyarakat dapat 

mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil semaksimal mungkin. 
 

Oleh karenanya peneliti mempergunakan sumber primer berupa Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-undang No.19 

                                                 
 14 Sri Mamudji, et al.,Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 
(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
2005), hlm.70. 
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tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini, 

bahwasanya asas-asas yang telah disebutkan diatas dapat dijadikan acuan dalam 

memahami kedua undang-undang, sehingga didapatkan sinkronisasi dan dapat 

menjadi landasan dalam perjanjian jual-beli yang berhubungan dengan hak cipta 

tersebut.  

 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 
   

BAB 1 PENDAHULUAN 

 1.1.     LATAR BELAKANG 

 1.2.     POKOK PERMASALAH 

 1.3.     TUJUAN PENELITIAN 

 1.4.     KERANGKA KONSEPSIONAL 

 1.5.      METODE PENELITIAN 

 1.6.      SISTEMATIKA PENELITIAN 

BAB 2 CAKRAM KERAS (MEDIA PENYIMPAN DATA ) 

 2.1  GAMBARAN UMUM CAKRAM KERAS 

  2.1.1. Sejarah Perkembangan Cakram Keras 

  2.1.2. Jenis-jenis Cakram Keras 

  2.1.3. Komponen Terpenting Cakram Keras 

 2.2 CAKRAM KERAS SEBAGAI MEDIA PENYIMPAN 

DATA 

  2.2.1. Proses Cara Kerja Cakram Keras 

  2.2.2. Fungsi Cakram Keras 

       2.2.2.1. Fungsi Penyimpan Data 

       2.2.2.2. Sebagai Fungsi Ekonomi 

  2.2.3. Penyelamatan data (Data Recovery) 

  2.2.4.Tinjauan Yuridis Mengenai Keberadaan Data di  

Cakram Keras 

BAB 3 TINJAUAN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 

2002 TENTANG HAK CIPTA 

Universitas Indonesia Analisis terhadap..., Agung Nogroho, FHUI, 2009



 8

 3.1 HAK CIPTA 

  3.1.1. Pengertian Hak Cipta 

       3.1.1.1. Hak Eksklusif 

       3.1.1.2. Hak Ekonomi 

       3.1.1.3. Hak Moral 

  3.1.2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta 

  3.1.3. Pemegang Hak Cipta 

  3.1.4. Ciptaan yang Dilindungi dan Pembatasannya 

  3.1.5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 

 3.2 HAK TERKAIT 

BAB 4 TINJAUAN TEORITIS HUKUM PERJANJIAN 

 4.1 PENGERTIAN PERIKATAN 

 4.2 MACAM-MACAM PERJANJIAN 

 4.3 SISTEM TERBUKA DAN ASAS KONSENSUALISME

 4.4 SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN 

 4.5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

 4.6 WANPRESTASI 

BAB 5 ANALISA PERJANJIAN JUAL-BELI CAKRAM KERAS 

(MEDIA PENYIMPAN DATA) BEKAS MENURUT 

UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG 

HAK CIPTA 

 5.1 ISI DAN BENTUK PERJANJIAN 

 5.2 HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN 

 5.3 PENERAPAN HAK CIPTA DALAM PERJANJIAN  

BAB 6 PENUTUP 
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BAB 2 

CAKRAM KERAS (MEDIA PENYIMPAN DATA) 

 

2.1. GAMBARAN UMUM CAKRAM KERAS 

2.1.1. Sejarah Perkembangan Cakram Keras 

Cakram keras pertama kali dibuat dan diproduksi oleh IBM company p

tahun 1956 berlabel RAMAC 305 ini mempunyai kapasitas 5 Mega Bits (M

atau 5.000.000 bits. Artinya RAMAC 305 hanya bisa menyimpan 5 

informasi.15

 Ditahun-tahun berikutnya muncul perusahaan-perusahaan lain antara 

Seagate, Quantum, Conner sampai dengan Hewlet Packard’s di tahun 1992. P

awalnya teknologi yang digunakan untuk baca/tulis, antara head baca/tulisnya 

piringan metal penyimpannya saling menyentuh. Tetapi pada saat ini hal 

dihindari, dikarenakan kecepatan putar cakram keras saat ini yang tinggi, sentu

pada piringan besi penyimpan justru akan merusak fisik dari piringan terseb

Prinsip utama sebuah cakram keras mirip dengan yang digunakan pada seb

perekam tape atau video.  

Sebuah cakram keras menyimpan digital sebagai titik magnetik p

permukaan sebuah cakram yang disebut bit. Sebuah bit (dimana data a

dikomposisikan sebagai bit) menyatakan nilai 0 saat cakram dimagnetisasi p

satu arah, dan bernilai 1 bila arahnya berlawanan. Jadi perubahan arah magn

pada setiap bit akan diterjemahkan sebagai kombinasi 0 dan 1. Satu bit a

menyimpan satu informasi dalam bentuk angka biner kombinasi 1 dan

Informasi (kombinasi angka biner 0 atau 1) berasal dari orientasi arah magn

pada setiap bit. Perubahan (fluktuasi) arah magnetik pada bit akan menimbu

perubahan informasi. Agar informasi yang tersimpan tetap terjaga sec

permanen dan hanya bisa berubah kalau dibaca atau dihapus, maka tidak bo

ada fluktuasi arah magnetik (magnetic orientation) pada bit dengan sendirin

Untuk itu, secara fisika 1 bit harus terdiri dari puluhan bulir magnetik (magn

                                                 
15 Edi Suharyadi, “Mungkinkah Hard Disk Berkapasitas T

Bits?,” <http://www.beritaiptek.com/zberita-beritaiptek-2006-
25-Mungkinkah-Hard-Disk-BerkapasitasTera-Bits.shtml>, Sabtu, 
Februari 2006. 

9
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grain), dimana dari beberapa magnetic grain tersebut akan muncul resultant 

magnetic orientation pada satu arah tertentu. Jadi untuk memperkecil ukuran bit 

dengan tetap menjaga jumlah magnetic grain dalam satu bit, kapasitas cakram 

keras besar hanya bisa didapat dengan memperkecil ukuran magnetic grain pada 

material cakram keras. 
 

2.1.2.Jenis-Jenis Cakram Keras 

 Jenis cakram keras bermacam-macam , yaitu IDE, SATA dan SCSI (Small 

Computer System Interface). Cakram keras yang banyak digunakan pada personal 

komputer adalah jenis SATA. 

 

2.1.3.Komponen Terpenting Cakram Keras. 

Secara umum, komponen-komponen pokok yang menyusun sebuah cakram keras 

terdiri dari:  

• Platter: Piringan, biasanya dibuat dari alumunium yang dilapisi dengan 

bahan magenetik. Pada permukaan platter inilah data pada hard disk 

disimpan. Sebuah cakram keras bisa memiliki beberapa buah platter 

yang bekerja simultan. 

• Lengan pembaca: Komponen ini menyangga head yang berfungsi untuk 

membaca/menulis pada permukaan platter. Lengan ini dikontrol melalui 

sebuah mekanisme yang digerakkan oleh sebuah motor-linear. 

Mekanisme ini bergerak dengan kecepatan dan presisi yang sangat 

tinggi. Lengan pembaca pada kebanyakan cakram keras saat ini mampu 

bergerak dari pusat hingga pinggir platter, dan  kemudian kembali ke 

pusat sebanyak 50 kali sedetik. 

 

2.2. CAKRAM KERAS SEBAGAI MEDIA PENYIMPAN DATA 

2.2.1.Proses Cara Kerja Cakram Keras 

Cakram keras menyimpan data dalam piringan dengan pola tertentu yang di 

sebut jalur dan sektor. Jalur adalah lingkaran konsentris, sedangkan sektor adalah 

salah satu bagian dalam track tersebut.  
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Sebuah sektor terdiri atas byte tertentu misalnya 256 atau 512. Kumpulan 

beberapa sektor desebut dengan istilah cluster. Jalur dan sektor dibuat ketika 

cakram keras tersebut di format. 

Proses baca tulis dilakukan oleh lengan head dengan media fisik magnetic 

head cakram keras melakukan konversi bits ke pulse magnetik dan 

menyimpannya ke dalam platters, dan mengembalikan data jika proses 

pembacaan dilakukan  cakram keras memiliki platter yang berfungsi untuk 

menyimpan medan magnet. Pada dasarnya cara kerja cakram keras adalah dengan 

menggunakan teknik perekaman medan magnet. Cara kerja teknik magnet 

tersebut memanfaatkan Iron oxide (FeO) atau karat dari besi, Ferric oxide 

(Fe2O3) atau oxida lain dari besi. 2 oxida tersebut adalah zat yang bersifat 

ferromagnetic , yaitu jika didekatkan ke medan magnet maka akan ditarik secara 

permanen oleh zat tersebut.  

Saat sebuah sistem operasi mengirimkan data kepada hard drive untuk 

direkam, drive tersebut memproses data tersebut menggunakan sebuah formula 

matematikal yang kompleks yang menambahkan sebuah bit ekstra pada data 

tersebut. Bit tersebut tidak memakan tempat: Di kemudian hari, saat data diambil, 

bit ekstra tersebut memungkinkan drive untuk mendeteksi dan mengkoreksi 

kesalahan acak yang disebabkan oleh variasi dari medan magnet di dalam drive 

tersebut. Kemudian, drive tersebut menggerakkan head melalui track yang sesuai 

dari platter tersebut. Waktu untuk menggerakkan head tersebut dinamakan “seek 

time”. Saat berada di atas track yang benar, drive menunggu sampai platter 

berputar hingga sector yang diinginkan berada di bawah head. Jumlah waktu 

tersebut dinamakan “drive latency”. Semakin pendek waktu `seek` dan `latency`, 

semakin cepat drive tersebut menyelesaikan pekerjaannya. Saat komponen 

elektronik drive menentukan bahwa sebuah head berada di atas sector yang tepat 

untuk menulis data, drive mengirimkan pulsa elektrik pada head tersebut. Pulsa 

tersebut menghasilkan sebuah medan magnetik yang mengubah permukaan 

magnetik pada platter. Variasi yang terekam tersebut sekarang mewakili sebuah 

data.  Membaca data memerlukan beberapa proses perekaman. Drive 

memposisikan bagian pembaca dari head di atas track yang sesuai, dan kemudian 

menunggu sector yang tepat untuk berputar di atasnya. Saat spektrum magnetik 
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tertentu yang mewakili data pada sector dan track yang tepat berada tepat di atas 

head pembaca, komponen elektronik drive mendeteksi perubahan kecil pada 

medan magnetik dan mengubahnya menjadi bit. Saat drive tersebut selesai 

mengecek error pada bit dan membetulkannya jika perlu, ia kemudian 

mengirimkan data tersebut pada sistem operasi. 

 

2.2.2.Fungsi Cakram Keras 

2.2.2.1. Fungsi Penyimpan Data 

 Cakram keras berfungsi sebagai penyimpan data (storage devices) dalam 

suatu komputer, dimana input data dimasukkan dari perangkat masukan (Input 

devices) seperti keyboard atau mouse, kemudian perangkat pemrosesan (Central 

Processing Unit/CPU) melakukan pengolahan data yang kemudian setelah data 

diolah maka data akan disimpan didalam cakam keras, apabila input 

memerintahkan CPU untuk memproses data kemudian data tersebut hendak 

digunakan maka tahap berikutnya adalah berada pada perangkat keluaran (output 

Devices). 

 

2.2.2.2. Sebagai Fungsi Ekonomi 

Peranan cakram keras sebagai fungsi ekonomi dapat dilihat dari efisiensi dan 

keuntungan yang diperoleh bagi penggunanya sebagai sarana penyimpanan data, 

sebagai contoh seorang penulis yang menggunakan sarana media tulis kertas 

sebagai media tulisannya maka ia akan membutuhkan banyak kertas, biaya dan 

juga waktu.Hal tersebut dikarenakan fungsi cakram keras  yang dapat menyimpan 

data sesuai kapasitas yang dimilikinya bersifat efisien dan memerlukan waktu 

yang singkat apabila akan dilakukan perubahan isi atas tulisannya. 

 

2.2.3. Data Recovery 

Data recovery adalah mengembalikan data-data yang telah hilang atau 

terhapus didalam cakram keras  sebagai media penyimpan data. Cakram keras 

dapat dilakukan proses data recovery dimana apabila pengguna cakram keras 

tersebut melakukan penghapusan data secara di sengaja maupun tidak disengaja. 
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Cara ini merupakan cara yang digunakan untuk mengamankan data yang 

tersimpan didalam cakram keras meskipun data telah terhapus baik dengan 

sengaja maupun tidak sengaja. Berikut beberapa aplikasi yang dapat digunakan: 

Recover Files adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengembalikan  

data-data penting dari kerusakan, terhapus, baik secara sengaja ataupun tidak 

sengaja. Berikut langkah untuk mendapatkan aplikasi tersebut16;  

- Download  http://www.undeleteunerase.com/download.html 

- Saat masuk kedalam situs tersebut, terdapat dua pilihan untuk 

mendownload aplikasi Recover Files. Pertama dengan instalasi yang besar 

filenya sekitar 116 Mb, dan kedua adalah portable Version, yang dapat 

dijalankan tanpa melakukan instalasi sehingga dapat dijalankan dari USB 

flashdisk. 

- Untuk mendownload versi yang membutthkan instalasi, lakukan proses 

instalasi dengan file setup hasil download. Dengan cara klik dua kali, 

setelah itu ikuti panduan yang diberikan untuk instalasi aplikasi. 

- Recover Files telah terinstalasi, jika ingin mencoba menemukan kembali 

file yang terhapus dari cakram keras lakukan langkah berikut 

1. Jalankan aplikasi, klik dua kali aikon Recover files yang ada didesktop; 

2. Pilih lokasi drive file yang ingin dikembalikan, lalu klik Analyze; 

3. Setelah proses analyze selesai, lalu cari file yang ingin dikembalikan 

kemudian klik Undelete; 

4. Tentukan direktori untuk menyimpan berkas hasil proses recovery, lalu 

klik ok; 

5. Tunggu beberapa saat, akan tampil informasi apakah recovery  berhasil 

atau tidak. 

Mengenai aplikasi tersebut diatas menyatakan Recover Files  is a 

completly FREE Software dengan demikian untuk penggunaannya tidak 

perlu registrasi maupun membayar dan penggunaannya dapat dengan 

bebas yaitu dengan mendownload kemudian menginstalasi sesuai petunjuk 

                                                 
16 Bardy Joko Setiawan  dan Sartono Agus, Cara Ampuh 

Mengamankan Data Komputer dari Kerusakan, Virus, atau Hilang Tanpa 
Sengaja (Jakarta: Mediakita, 2008).hal.6-10. 
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maka aplikasi ini dapat digunakan. Masih ada pula aplikasi yang bebas 

yaitu: 

- http://pcinspector.de/default.htm?Language=1 

- http://www.download.com/Art-Plus-Digital-Photo-Recovery/3000-125 

11_4-10513647.html?tag=mncol 

Data yang telah dibangkitkan tersebut merupakan data original saat 

disimpan dalam cakram keras, dimana metadata (data atas data) tidak 

berubah selama data tersebut tidak dipindahkan ke media penyimpan 

lainnya ataupun data tersebut tidak dilakukan perubahan-perubahan 

dengan contoh sebuah foto digital akan tetap memiliki metadata yang 

sama seperti saat di simpan dalam cakram keras selama tidak ada proses 

edit terhadap foto digital tersebut. Metadata foto tersebut dapat dilihat 

dengan menggunakan aplikasi Opanda DigitalFilm yang dapat di 

download di http://opanda.com/en/df/download.htm dengan lisensi masa 

coba gratis akan tetapi beberapa fungsi tidak aktif. 

 

2.2.4.Tinjauan Yuridis Mengenai Keberadaan Data di Cakram Keras. 

 Data yang tersimpan dalam cakram keras memiliki keragaman bentuk yaitu: 

- Program komputer; 

- Koleksi lagu; 

- Surat elektronik; 

- Dokumen pribadi; 

- Sinematografi 

 Menurut pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta No.19 tahun 2002 data yang 

disebutkan diatas  dapat dikategorikan ciptaan yang dapat dilindungi, selama hasil 

setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra. Dapat dijelaskan bahwa ciptaan atau karya cipta 

yang mendapatkan perlindungan hak cipta itu: 

1. ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, 
gagasan atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, 
imajinasi, kecekatan, ketrapilan atau keahlian pencipta, 

2. dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan 
menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang 
bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas artinya, karya tersebut 
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harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat atau didegar 
atau dibaca, temasuk pembacaan huruf braile, perlindungan hak cipta 
tidak diberikan pada sekedar ide.17 

 
 Untuk data yang dilindungi hak cipta yang mana dapat dikaji tentang 

keberadaan hak cipta sebagai hak kebendaan. Suatu kebendaan memberikan 

kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap 

siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak itu. 

 Hak kebendaan mempunyai ciri-cri tertentu yang membedakannya dengan 

hak perseorangan, sebagai berikut: 

1. bersifat mutlak, bahwa hak kebendaan dapat dikuasai oleh siapapun juga 
dadn dapat dipertahankan terhadap siapapun yang bermaksud 
mengganggu pelaksanaan hak kebendaan itu; 

2. hak kebendaan terjadi karena adanya hubungan seseorang terhadap suatu 
benda. Oleh karena itu, pemenuhannya tidak secepat jika dibandingkan 
dengan hak perseorangan; 

3. selalu mengikuti bea (droit de suit), bahwa hak kebendaan itu mengikuti 
bendanya, didalam tangan siapapun benda itu berada; 

4. mengenal tingkatan, bahwa hak kebendaan yang lebih tua menduduki 
peringkat yang lebih tinggi daripada hak kebendaan yang timbul 
sesudahnya; 

5. lebih diutamakan (droit de preference), bahwa hak kebendaan itu 
memberikan kedudukan yang diutamakan. 

6. Setiap pemegang hak kebendaan dapat mengajukan gugat kebendaan 
terhadap siapapun yang mengganggu atau berlawanan dengan hak 
kebendaannya; 

7. dapat dipindah tangankan, bahwa hak kebendaan itu dapat dipindahkan 
secara penuh kepada siapapun juga jika dibandingkan dengan hak 
perseorangan yang terbatas.18 

 
 Jika dihubungkan dengan hak cipta dapat digolongkan sebagai hak 

kebendaan. Dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) UUHC 2002, yang menyatakan 

bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun pemegang hak cipta 

untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang berarti hak yang 

semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, tidak diizinkan pihak lain yang 

boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya dengan kata lain jika 

data yang dikategorikan sebagai ciptaan maka ia akan dilindungi hak ciptanya 

                                                 
 17 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: 
Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indoensia (Bandung: PT. 
Aluumni), 2003, hal.121. 

18 Ibid. hal.78. 
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sehingga penggunaan data tersebut diberikan khusus bagi pencipta atau pemegang 

hak cipta, demikian orang lain tidak boleh menggunakannya atau melakukan hak 

untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan milik orang lain, 

terkecuali dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sebagai contoh data 

tersebut berupa foto digital yang dibuat oleh pencipta dan disimpan didalam 

cakram keras dan ternyata memiliki nilai ekonomis dan karya cipta, maka orang 

lain dilarang untuk menggunakan, mengumumkan atau memperbanyaknya dengan 

tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta tersebut. 

 Hak cipta sebagai hak kekayaan  immateril, yang dimaksud adalah  suatu 

kekayaan  yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak 

bertubuh). Untuk dapat memastikan kedudukan hak cipta tersebut sebagai hak 

kekayaan immateril merujuk pada pasal 499 KUHPerdata dimana memberikan 

batasan tentang rumusan benda menurut pasal tersebut bahwa: Menurut paham 

undang-undang yang dinamakan banda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak 

yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan atau hak milik. Hak cipta menurut 

pasal ini dapat dijadikan objek hak milik. Maka pemegang hak cipta dapat 

menguasai hak cipta sebagai hak milik. 

 

 Keberadaan data didalam cakram keras dapat dikategorikan sebagai arsip, 

dokumen perusahaan ataupun sebagai informasi elektronik sebagaimana yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Menurut undang-undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kearsipan 

 Undang-undang ini pada dasarnya mengatur aspek publik, yaitu 

penyelenggaraan sistem kearsipan oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan administrasi negara. Dalam sistem kearsipan ini tecakup 

juga data dan/atau informasi pribadi seseorang. 

 Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan Arsip ialah : 

a) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga 
Negara dan Badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun 
baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan; 
b) naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan swasta 
dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan 
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tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan 
kebangsaan. 
 
Dengan adanya ketentuan bahwa arsip dapat dirupakan dalam”…. 

bentuk corak apapun…”, maka naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh 

lembaga negara dan badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun dan 

digunakan dalam kegiatan pemerintahan maka data yang tersimpan dalam 

cakram keras tersebut dikategorikan sebagai arsip. 

b. Menurut undang-undang No.8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 

berbeda dengan ketentuan tentang kearsipan yang lebih lebih banyak 

mengatur mengenai aspek publik, maka  dalam perusahaanpun diatur 

dalam Undang-Undang No.8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. 

 Dalam Pasal 1 Undang-undang ini menyatakan sebagai berikut: 

1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan 
secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh 
keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-
perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau 
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia. 

2. Dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan 
yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka 
pelaksanaan kegiatannya baik tertulis diatas kertas atau sarana lain 
maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, 
dibaca atau didengar. 

 
Dalam pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan dalam corak apapun, hal ini 

jga merupakan perwujudan atas data yang disimpan secara elektronik oleh 

karenanya data dicakram keras yang dikategorikan sebagai dokumen 

perusahaan dapat dilindungi dengan undang-undang ini  

 

c. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Dengan disahkannya undang-undang perlindungan konsumen pada 

tanggal 20 pril 1999, masalah perlindungan konsumen telah dijadikan 

sebagai hal terpenting, artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak 

saja memberikan posisi tawar yang kuat kepada konsumen untuk 
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menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar tercipta aturan main yang 

lebih fair bagi semua pihak19. 

 Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan 

informasi dimana barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada 

konsumen. Pengartian konsumen menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang 

Perlindungan Konsumen yang menyebutkan : 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Sedangkan  pelaku usaha dalam pasal 1 ayat (3)menyebutkan: 

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalamberbagai 
bidang ekonomi. 

 
Terkait dengan jual-beli yang dilakukan seorang pelaku usaha menjual 

harddisknya kepada konsumen dan keduanya memiliki hak dan tanggung 

jawab yang seimbang 

Pemahaman mengenai tanggung jawab pelaku usaha dengan konsumen 

dimulai dari adanya hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah 

pihak dalam suatu perikatan. Asumsi yang mendasari suatu perikatan dan 

sekalgus memberikan dasar pemikiran mengenai perlindungan konsumen 

adalah kebebasan individu untuk membuat perjanjian apapun yang 

diinginkan, mengenai kebebasan dalam perjanjian ini didasarkan pada 

sistem hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata, yaitu sistem 

terbuka. Hal ini diakomodasi dalam ketentuan pasal 1388 KUHPerdata yang 

menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tentunya kebebasan ini 

harus didasarkan kepada syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 

KUHPerdata, yaitu meliputi sepakat para pihak, kecakapan dalam membuat 

                                                 
 19 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi 
Kajian ( Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005), hal.346. 
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perikatan, suatu hal tertentu, dan perikatan didasarkan pada sebab yang 

halal.  

 Hal ini berhubungan dengan harddisk yang diperjualbelikan maupun atas 

data yang terkandung didalamnya dan merupakan kesepakatan bersama dari 

kedua belah pihak. 

 

d. Undang- undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

Kaitannya dengan data yang tersimpan dalam cakram keras dapat dilihat 

pengaturannya menurut undang-undang ini yaitu: 

Pasal 1 ayat (1) 
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat 
elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, 
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah 
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 
 

 Dalam hal ini data elektronik yang terkandung dalam cakram keras 

sangatlah beragam seperti yang telah disebutkan dalam pasal tersebut diatas, 

seperti foto digital, maupun tulisan yang semuanya adalah pengalihwujudan 

dari analog menjadi digital. 

Pasal 1 ayat (4) 
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 
ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem 
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, 
simbol atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat 
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
 

 Sedangkan mengenai informasi teknologi yang terkandung dalam 

cakram keras dapat dilindungi hak-haknya yaitu hak kekayaan intelektual 

sebagimana yang dinyatakan dalam: 

Pasal 25 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun 
menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada 
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di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

 Suatu perlindungan hukum bagi pemilik data tersebut atas suatu karya 

yang telah dibuatnya dan telah dialihwujudkan dalam bentuk digital, dan 

karya tersebut merupakan karya intelektual. Sehingga pemilik data 

sesungguhnya telah dilindungi dan dapat memanfaatkan datanya semaksimal 

mungkin agar memiliki nilai ekonomis. 
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BAB 3 

TINJAUAN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA 

 

3.1..  HAK CIPTA 

3.1.1. Pengertian Hak Cipta 

 Hak cipta diIndonesia diberlakukan setelah Indonesia ikut serta da

konvensi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelaktual dalam ran

mendukung pelaksanaan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rig

(TRIPs) konvessi yang berkaitan dengan hak cipta telah diratifikasi oleh Indone

yaitu World Intellectial Property Organitation (WIPO) Copyright Tre

diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.19 tahun 1997. 

 Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, S

pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah 

pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah 

pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda  Au

Rechts.20

  Hak cipta adalah salah satu lingkup hak kekayaan Intelektual. Perkat

hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata: hak dan cipta. Kata ’hak’ yang ser

dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan kepada pihak tertentu y

sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak.21 Sementara itu, kata ’cipta’ tert

pada hasil kreasi manusia yang lahir berdasarkan kemampuan pikiran, imajin

kecekatan keterampilan, atau keahlian.22

Suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak c

tidak diberikan pada sekedar ide. Sebab ide belum memungkinkan untuk dili

didengar atau dibaca.23  

                                                 
20 Ajip Rosidi, Undang - Undang Hak Cipta 1982, Pandan

Seorang awam (Jakarta: Djambatan, 1984), hal.3. 
21 Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta (Bandung: PT Citra Adi

Bakti), 1998, hal.1. 
22 Harsono Adisumarto, Hak Milik  Intelektual : Khususnya 

Cipta (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1990), hal. 8. 
23 Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intelect

Property Rights : Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekay
Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten (Bogor: Gha
Indonesia, 2005),hal.4.   
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Oleh karenanya ciptaan yang masih berupa ide ataupun gagasan, meskipun 

sudah diungkapkan kepada orang lain, masih belum dapat dilindungi oleh 

pengaturan hak cipta karena masih bersifat abstrak. 

Sementara itu, menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung 

dalam pengertian Hak Cipta yang termuat dalam UUHC, yaitu:24

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan, kepada pihak lain. 
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan 

apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan 
karyanya, menetapkan judulnya, menentukan nama sebenarnya atau 
nama samarannya, dan mempertahankan keutuhan atau integritas 
ceritanya). 

 
Hak yang dapat di pindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti 

nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan.25

Pasal 2 UUHC disebutkan bahwa hak cipta mempunyai batasan-batasan 

tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, 

cara penggunaannya atau cara pemindahannya harus sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku, tidak mengurangi hak-hak orang lain, dan tidak 

menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.26

Hak Eksklusif 

Dalam pasal 2 ayat (1) UUHC disebutkan bahwa: 

Hak cipta merupakan hak Eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul 

secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.27

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa hak cipta diberikan secara 

eksklusif kepada Pencipta. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UUHC 

tersebut, yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata 

diperuntukkan bagi pemegannga shingga tidak ada pihak lain yang boleh 

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.28

                                                 
24 M.Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional (Jakarta: PT. 

Erlangga , 1982), hal.11. 
25 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal.60. 
26 Ibid. hal.61 
27 Indonesia, op cit., pasal 2 ayat (1). 
28 Ibid. 
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Perkataan ‘tidak ada pihak lain’ yang digaris bawahi menunjukkan 

hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang 

disebut dengan hak yang bersifat eksklusif yang menunjukkan suatu hak 

tunggal dimana hanya pencipta atau pemegang hak cipta saja yang boleh 

mendapatkan hak semacam itu, sehingga memberikan kekuasaan kepadanya 

untuk memonopoli dan menguasai ciptaannya tersebut secara istimewa. 

Akan tetapi hak eksklusif tersebut dibatasi oleh UUHC khususnya pada 

pasal 14-18. 

Hak eksklusi sangat jelas menyatakan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat hak 

khusus seperti itu , oleh karenanya hak eksklusif   dapat dipilah menjadi: 

1. Hak Ekonomi 

Dalam melahirkan suatu ciptaan, pencipta memerlukan pengorbanan yang 

tidak sedikit, baik tenaga, waktu, pikiran, serta biaya. Dengan demikian, dalam 

penciptaan tersebut pasti juga memperhitungkan pengembalian pengorbanan-

pengorbanan tersebut dalam bentuk keuntungan. Hal inilah yang menjadi awal 

pemikiran perlunya perlindungan terhadap aspek ekonomis suatu ciptaan, atau 

yang disebut hak ekonomis. 

Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta pada dasarnya bersifat economic 

right  dan moral right yang didalamnya tercermin kepentingan pribadi dan 

kepentingan sosial29

1. Hak Reproduksi atau Penggandaan (Reproduction Rights). 

Hak Reproduksi adalah hak untuk menggandakan atau memperbanyak 

jumlah ciptaan, baik dengan peralatan tradisional maupun modern. 

Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke 

ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga 

pembuatan duplikat dalam rekaman musik, pertunjukan drama, juga 

pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film. 

2. Hak Distribusi (Distribution Rights) 

Hak ini dimaksudkan adalah bahwa pencipta berhak menyebarluaskan 

hasil ciptaannya kepada masyarakat dalam bentuk penjualan, penyewaan 

ataupun bentuk lain agar ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat. 

                                                 
29 Endang, op.cit., hal.4. 
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Jika dalam UUHC istilah hak distribusi sama dengan istilah 

pengumuman, yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, 

atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun sehingga 

suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.30

3. Hak Adaptasi (Adaptation Rights) 

Hak adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi, baik melalui 

penerjemahan atau alih bahasa, aransemen musik, menggubah karangan dari 

nonfiksi ke fiksi serta sebaliknya.31 Hak ini diatur dalam Konvensi Berne 

Art. 2. (3), yakni “Translations, adaptations, arrengements of music and 

other alterations of literary or artistic work shall be protected asoriginal 

works tikhout prejudice to the copyright in the original work“.32

Dalam pengaturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak adaptasi 

merupakan mengalihwujudkan suatu ciptaan, tetapi tidak dianggap suatu 

pelanggaran hak cipta karena ciptaan turunan (derivative) tersebut 

merupakan ciptaan yang terpisah dari ciptaan aslinya. 

Cakupan hak adaptasi menjadi peluang potensial perluasan hak cipta, 

seperti halnya adaptasi serial yang difilmkan. 

4. Hak Pertunjukan (Performing  Rights) 

Hak pertunjukan diatur khusus pada Konvensi Roma, juga pada 

Universal Copyright Convention (UCC) dan Konvensi Berne. Pertunjukan 

dimaksudkan juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, presentasi serta 

penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio, artinya mempublikasikan 

ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.33

5. Hak Penyiaran (Broadcasting Rights) 

Hak penyiaran dilakukan dengan mentransmisikan suatu ciptaan oleh 

peralatan tanpa kabel (nirkabel), Hak ini diatur telah diatur tersendiri dalam 

Konvensi Roma tahun 1961 dan Konvensi Brussel 1974, yang meliputi hak 

untuk menyiarkan ulang atau mentransmisikan ulang.34

6. Hak Program Kabel (Cable Casting Rights) 

                                                 
30 Indonesia, op. cit., pasal 1 angka 5. 
31 Endang, op.cit., hal.4. 
32 Berne Convention, Art. 2 (3). 
33 Endang, op.cit., hal.5. 
34 Ibid. 
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Hak ini merupakan hak penyiaran yang dilakukan dengan 

mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan melalui kabel. Misalnya , 

suatu TV menayangkan program acara komersialnya yang disiarkan kepada 

pelanggan melalui kabel atau sering disebt dengan TV kabel. 

7. Droit de suite 

Droit de suite merupakan salah satu cirri hak kebendaan, artinya 

mengikuti bendanya. Dalam hak cipta, hal ini berhubungan dengan 

pengalihan hak cipta, artinya walaupun suatu ciptaan dialihkan kepada pihak 

lain, maka hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta tersebut tetap 

melekat. 

8. Hak Menyewakan (Rental Rights) 

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, 

artinya ia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya 

yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan itu. 

Apabila hak ini diakui atau ditegaskan pengaturannya, maka perpustakaan 

dan pusat informasi atau pemerintah harus membayar sejumlah uang kepada 

penulis buku yang bukunya dipinjamkan kepada masyarakat pemakai. 

 

3.1.2. Hak Moral 

Hak moral adalah hak- hak yang melindungi kepentingan pencipta. 

Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada orang lain, akan tetapi hak 

moralnya tetap melekat pada pencipta.  

Sistem hak cipta di Indonesia telah mengatur konsep hak moral sebagaimana 

diatur dalam pasal 24 UUHC, yaitu:35

(1)  Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta 
supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. 

(2)  Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah 
diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau 
dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal 
dunia. 

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap 
perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan 
nama atau nama samaran Pencipta. 

                                                 
35 Indonesia, op. cit., pasal 24. 
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(4)  Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai 
dengan kepatutan dalam masyarakat. 

 
Komen dan Verkade menyimpulkan bahwa hak moral yang dimiliki 

seorang pencipta meliputi:36

1. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan; 

2. Larangan mengubah judul; 

3. Larangan mengubah penentuan pencipta; dan 

4. Hak untuk mengadakan perubahan. 

 

3.1.2.Fungsi dan Sifat Hak Cipta 

 Pasal 2 ayat (1) UUHC secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud 

sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak 

cipta harus sesuai dengan tujuannya.37 Hak individu dihormati sepanjang tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum.38

 Selain mempunyai fungsi tertentu, hak cipta juga memiliki sifat yang 

khusus.  

1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (pasal 3 ayat (1) UUHC); 

2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian 

karena: pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian yang 

harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya 

mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut (pasal 3 ayat (2) 

UUHC; dan 

3. Hak yang dimiliki oleh pencipta adalah tidak dapat disita, demikian pula hak 

cipta yang tidak diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia 

menajdi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita (pasal 4 

UUHC). 

 

                                                 
36 C. J. T. Simorangkir, Hak Cipta Lanjutan II (Jakarta: PT 

Djambatan), 1979, hal. 39. 
37 Saidin, op. cit., hal.62. 
38 Ibid., hal. 63. 
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3.1.3. Pemegang Hak Cipta 

 Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak 

yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih 

lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.39

 Sedangkan Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan 

kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang 

dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.40

 Selanjutnya, siapa saja yang sebut sebagai pencipta itu, dalam hal ini pasal 

5 UUHC sampai dengan pasal 9 UUHC 2002 telah memberikan jawaban sebagai 

berikut: 

Sebagai subjek hak cipta, dapat manusia dan badan hukum, hal inilah yang 

disebut sebagai pencipta menurut pasal 1 ayat 2 UUHC 2002 menyebutkan: 

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas 

inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, 

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang 

khas dan bersifat pribadi. 

UUHC 2002 membedakan penggolongan pencipta Hak Cipta dalam beberapa 

kualifikasi, sebagai berikut: 

1. Seseorang, berdasar pada pasal 5 dan 8 UUHC 2002 yakni:  

a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada 
Direktorat Jenderal; atau; 

b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai 
Pencipta pada suatu Ciptaan; 

c. Seseorang yang berceramah  yang tidak menggunakan bahan tertulis 
dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya; 

d. Seseorang yang membuat ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak 
lain dalam lingkungan pekerjaannya atau hubungan dinas berdasarkan 
pesanan atau hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. 

 

   Pasal 5 UUHC 2002 Menyatakan: 

(1)  Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah: 

a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada 
Direktorat Jenderal; atau 

                                                 
39 Indonesia, op. cit., pasal 1 angka 4. 
40 Ibid., pasal 1 angka 2. 
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b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai 
Pencipta pada suatu Ciptaan. 

(2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan   
tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang 
berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut. 

 

Pasal 8 UUHC 2002 menyatakan: 

(1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain 
dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang 
untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian 
lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila 
penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi 
Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan 
dalam hubungan dinas. 

(3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan 
pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta 
dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua 
pihak. 

 

2. Dua orang atau lebih, berdasar pada pasal 6 dan 7 UUHC 2002 yakni:  

 Jika suatu ciptaan oleh beberapa orang, maka yang dianggap sebagai 

penciptanya:  

a. orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan 

yang bersangkutan atau penghimpunnya; 

b. perancang ciptaan yang bersangkutan 

 

Pasal 6 UUHC 2002 menyatakan: 

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan 
oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang 
memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal 
tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang 
menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas 
bagian Ciptaannya itu. 

 

Pasal 7 UUHC 2002 menyatakan: 

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh 

orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, 

Penciptanya adalah orang yang merancang  Ciptaan itu. 
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3. Lembaga atau instansi pemerintah: 

Dapat dilihat dari pasal 8 UUHC 2002 yang menyatakan: 

Pasal 8 UUHC 2002 menyatakan: 

(1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain 
dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang 
untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian 
lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila 
penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi 
Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan 
dalam hubungan dinas. 

(3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan 
pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta 
dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua 
pihak. 

 

3.1.4. badan hukum yang tercantum dalam pasal 9 UUHC 2002 : 

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya 
dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum 
tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

 

Sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan negara ikut serta menjadi pemilik atas 

ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya, sehingga akan menyulitkan dalam 

menentukan kepada siapa perlindungan hak cipta tersebut harus diberikan 

Pasal 10 UUHC 2002 menyatakan: 

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, 
dan benda budaya nasional lainnya. 

(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat 
yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, 
babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya 
seni lainnya. 

(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat 
(2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu 
mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 

Selanjutnya dalam pasal 11 UUHC 2002 dinyatakan: 

(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum 
diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk 
kepentingan Penciptanya. 
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(2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya 
atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, 
Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan 
Penciptanya. 

(3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya 
dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan 
tersebut untuk kepentingan Penciptanya. 

 

 Folklor yang dimaksud dalam pasal 10 adalah sekumpulan ciptaan tradisional, 

baik yang oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang 

menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar ilai-nilai yang 

diucapkan secara turun temurun, termasuk: 

a. cerita rakyat, puisi rakyat; 

b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional 

c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional 

d. hasil seni antara lain lukisan, seni pahat, ukiran-ukiran , kerajinan tangan, 

pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional. 

 

4. Ciptaan yang Dilindungi dan Batasannya 

 Menurut L.J. Taylor dalam bukunya Copyright For librarians menyatakan 

bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan 

melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah 

dalam bentuk nyata sebagai ciptaan, bukan masih merupakan gagasan (Muhamad 

Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997:57).41

Pasal 12 UUHC mengatur mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, yaitu:42

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan 
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: 
a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis 

yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim; 
                                                 

41 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: 
Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indoensia (Bandung: PT. 
Aluumni), 2003, hal.121. 

42 Indonesia, op. cit., pasal 12. 
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f. seni rupa dalam segala bentuk seperti senilukis, gambar, seni ukir, 
seni kaligradi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 

g. arsitektur; 
h. peta; 
i. seni batik; 
j. fotografi; 
k. sinematografi; 
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain 

dari hasil pengalihwujudan. 
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai 

Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli. 
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi, 
sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang 
memungkinkan perbanyakan hasil karya itu. 

 

Secara garis besarnya, bidang yang dilindungi hak cipta dapat digolongkan 

menjadi tiga, yaitu:43

a. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam konvensi Berne, yaitu bidang 
kesusasteraan (literary), pekerjaan artistik (artistic work), termasuk pula 
drama, musik, dan drama musikal. 

b. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi, yaitu 
seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara, penyiaran 
(broadcasting), baik radio maupun televisi. 

c. Kelompok yang berhubungan dengan komputer, yaitu mengenai 
program komputer. 

 

Pembatasan hak cipta juga diatur dalam UUHC. Pembatasan ini dipandang 

perlu karena adanya kepentingan umum atau hak masyarakat yang berkaitan 

dengan obyek hak cipta tersebut. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum hak cipta, 

yakni mencapai keseimbangan antara dua kepentingan yang bertolak belakang 

tersebut. 

Dalam UUHC pembatasan hak cipta diatur dalam pasal 14, yakni: 

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: 
a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu 

kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 
b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang 

diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama 
Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan 
dilindungi, bai dengan peraturan perundang-undangan maupun 

                                                 
43 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik 

Intelektual, sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti), 2003, hal.62. 
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dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan 
itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau 

c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian 
dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau 
sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus 
disebutkan secara lengkap.44 

 

3.1.5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 

 Konvensi Berne revisi berlin (1908) pada pasal 7 ayat (1) menentkan bahwa 

secara umum perlindungan hak cipta adalah selama hidup si pencipta ditambah 50 

(lima puluh) tahun setelah meninggal dunia, dalam pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan 

ayat (4) konveinsi ini menentukan perlindungan yang khusus yaitu karya 

sinematografi diberikan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun setelah 

diumumkan, karya cipta yang tidak dikenal penciptanya mendapat perlindungan 

selama 50 (lima puluh) tahun setelah masyarakat mengetahuinya sedangkan 

fotografi diberi perlindungan selama 25(dua puluh lima) tahun  setelah karya foto 

tersebut dibuat. 

Di Indonesia jangka waktu perlindungan UUHC diatur dalam pasal 29 dan pasal 

30 UUHC, yaitu sebagai berikut: 

a. Hak Cipta atas Ciptaan45 
Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama 
musical, tari, koreografi, segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni 
pahat, dan seni patung; seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa 
teks; arsitektur; ceramah; kuliah; pidato dan Ciptaan sejenis lain; alat 
peraga; peta; terjemahan; tafsir; saduran; dan bunga rampai, berlaku 
selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) 
tahun setelah Pencipta meninggal dunia. 

 
Jika dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak cipta berlaku selama hidup 

Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung 50 (lima puluh) 

tahun sesudahnya. 

b. Hak Cipta atas Ciptaan:46

- Program Komputer; sinematografi; fotografi; database; dan karya 
hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak 
pertama kali diumumkan. 

- Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku 
selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. 

                                                 
44 Indonesia, op. cit., pasal 14. 
45 Ibid., pasal 29 
46 Ibid., pasal 30 
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Jika hak cipta di atas dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, hak 

cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. 

 c. Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh 

negara berdasarkan:47

  - Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu; 

- Pasal 11 ayat (1) da ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) 

tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum. 

 

3.1. HAK TERKAIT 

 Selain hak cipta yang bersifat orisinal, juga dilindungi hak turunannya yaitu 

neighgbouring Right. Yang dimaksudkan dengan Hak Terkait atau neighgbouring 

Right menurut UUHC adalah: 

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif 
bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi 
Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya 
rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk 
membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.48

 
 Hak terkait dalam UUHC telah diatur 49 UUHC serta untuk jangka waktu 

perlindungannya diatur dalam pasal 50 UUHC, yakni sebagai berikut:49

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang 
pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau 
menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Hak 
terkait untuk pelaku berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya 
tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media 
audio atau media audiovisual. 

(2) Produser Rekaman Suara memiliki hak ekslusif untuk memberikan 
izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya 
memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau 
rekaman bunyi. Hak ini berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak 
karya tersebut selesai direkam. 

(3) Lembaga Penyiaran memiliki hak ekslusif untuk memberikan izin atau 
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, 
memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui 
transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem 
elektromagnetik lain. Hak ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun 
sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. 

                                                 
47 Ibid., pasal 31. 
48 Ibid., pasal 1 angka 9. 
49 Ibid., pasal 49 dan 50. 
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Data yang tersimpan dalam cakram keras memiliki keragaman bentuk seperti: 

- Program komputer; 

- Koleksi lagu; 

- Surat elektronik; 

- Dokumen pribadi; 

- Sinematografi. 

 Kaitannya dengan hak cipta adalah apabila data tersebut merupakan hasil 

ciptaan si pencipta maka telah diuraikan diatas memiliki perlindungan khusus atas 

hak yang terkandung dialamnya baik hak eksklusif, hak moral maupun hak 

ekonomi. Diamana si pencipta yang telah mewujudkan ide atau gagasannya dalam 

bentuk elektronik kemudian disimpan dalam cakram keras dan kemudian 

mengubah atau menghapusnya adalah merupakan haknya tersendiri tanpa perlu 

izin dari pihak manapun. Akan tetapi jika suatu saat karya ciptanya yang telah 

dihapus dari cakram keras dan kemudian oleh pihak lain yang tidak berwenang 

membangkitkan kembali tanpa seizin si pencipta sudah barang tentu kegiatan 

penggunaan karya cipta itu dilarang. 

 Dalam hal jual beli cakram keras yang terjadi, kebanyakan para penjual 

mempunyai persepsi apabila cakram kerasnya telah dihapus datanya maka data 

tersebut tidak dapat dipergunakan kembali atau dengan kata lain data tersebut 

telah hilang. Dengan diketahuinya cara membangkitkan data seperti yang 

diuraikan pada Bab II dapat berakibat data yang semula telah dihapus ternyata 

dapat kembali seperti awalnya. Atas tindakan yang  dilakukan dengan cara data 

recovery dan data tersebut dapat diumumkan ataupun diperbanyak dapat diancam 

pidana sesuai dengan ketentuan pidana pasal 72 UUHC 2002 dan untuk ciptaan 

yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang 

digunakan untuk melakukan tndak pidana tersebut dapat dirampas oleh negara hai 

ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 UUHC 2002. 
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BAB 4 

TINJAUAN TEORITIS HUKUM PERJANJIAN 

 

4.1. PENGERTIAN PERIKATAN  

 Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, 

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang 

lain, dan pihak yang laun berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.50 Pada 

setiap perikatan sekurang-kurangnya harus ada dua pihak, yakni pihak yang 

berjanji menerima sesuatu hal. Dengan demikian, selain dua belah pihak, unsur 

dari perjanjian adalah adanya sesuatu hal yang diperjanjikan. 

 Sementara itu, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa 

dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.51 Dapat dikatakan, bahwa perjanjian 

melahirkan perikatan. Perjanjian merupakan bentuk yang lebih konkrit 

dibandingkan dengan perikatan yang lebih bersifat abstrak. Perikatan hanya dapat 

dibayangkan dalam alam pikiran, sementara perjanjian dapat dilihat ataupun 

dibaca ataupun didengarkan perkataan-perkataannya.52

   

4.2. MACAM-MACAM PERIKATAN 

 Bentuk perjanjian atau perikatan yang paling sederhana adalah perikatan 

bersahaja atau perikatan murni, yaitu perikatan yang apabila di masing-masing 

pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa 

satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika.53

 Menurut Mariam Darus, Undang-undang membedakan jenis perikatan 

sebagai berikut:54

1. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak 
berbuat sesuatu; 

2. Perikatan bersyarat; 

                                                 
50 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 16 (Jakarta: Intermasa, 

1996), hal. 1. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Subekti, op. cit., hal. 4. 
54 Mariam Darus, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan 

Penjelasan (Bandung : Alumni, 1996), hal. 13. 
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3. Perikatan dengan ketepatan waktu; 
4. perikatan manasuka (alternatif); 
5. Perikatan tanggung menanggung; 
6. Perikatan yag dapat dibagi dan tidak dapat dibagi; dan 
7. Perikatan dengan ancaman hukuman. 

 
Dalam skripsi ini, macam perikatan yang sesuai dengan kesepakatan yang 

akan dianalisa dalam bab ini adalah perikatan untuk memberikan sesuatu yaitu  

cakram keras dan pelepasan hak eksklusif dari pihak pertama kepada pihak kedua. 

  

4.3.   SISTEM TERBUKA DAN ASAS KONSENSUALISME 

 Dalam hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya hukum 

perjanjian membarikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengadakan 

perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan 

kesusilaan. 55 Dan dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yaitu asas 

konsensualisme, arti dari asas konsensualisme ialah perjanjian da perikatan yang 

timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.56  

 

4.4. SYARAT SAH PERJANJIAN 

 Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni terdiri 

dari: 

1) Adanya kesepakatan dari pihak yang mengadaan perjanjian, artinya 
terdapat persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih 
dengan pihak lainnya; 

2) Para pihak tersebut cakap dalam melakukan perjanjian. Artinya, orang-
orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan 
mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana 
yang ditentukan oleh undang-undang; 

3) Ada hal tertentu yang diperjanjikan (objek perjajian jelas). Artinya, ada 
objek yang diperjanjikan, yang mana objek tersebut harus dapat 
ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang57; 
dan 

4) Perjanjian dibuat dengan sebab yang halal. Artinya, perjanjian tersebut 
tidak timbul karena adanya sebab yang bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

 

                                                 
55 Subekti, op.cit., hal.13. 
56 Ibid.hal.15. 
57 Sali, op. cit., hal.34. 
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Dua syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif, karena mengenai 

orang-orangnya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan 

keempat dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri 

atau objek dari perbuatan hukum. 

 

4.5.   HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 

 Dalam melaksanakan suatu perjanjian, terebih dahulu harus ditetapkan 

secara tegas dan cermat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing 

pihak dalam perjanjian. Hal ini harus ditetapkan seteltiti mungkin agar para pihak 

tersebut merasa terlindungi hak-haknya, sehingga dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya mereka akan sesuai pula dengan apa yang diperjanjikan. 

 Hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian mengikat para pihak yang 

membuatnya. Sebuah perjanjian pada umumnya merupakan suatu perjanjian yang 

timbal balik atau bilateral, yang berarti pihak yang memikul kewajiban-kewajiban 

sesuai perjanjian memperoleh hak-hak yang seimbang dan sebaliknya pihak yang 

memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban 

yang seimbang pula. 

 Apabila dalam sebuah perjanjian tidak terjadi demikian, yaitu bila pihak 

yangmemperoleh hak-hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-

kewajiban sebagai kebalikannya dari hak-hak itu, atau apabila pihak yang 

menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya, 

maka perjanjian itu dinamakan perjanjian unilateral atau perjanjian sepihak.58

 Hak dan kewajiban yang terdapat dalam sebuah kontrak harus bersifat 

seimbang, dalam arti tidak memberatkan salah satu pihak saja. Dengan demikian, 

akan tercapai keseimbangan dan keadilan di antara para pihak dan upaya 

pemenuhan janji akan dilakukan dengan itikad baik satu sama lain pihak. 

  

1.6. WANPRESTASI 

 Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah 

memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada 

pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana 

                                                 
58 Ibid. hal.30. 
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dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau 

debitur. 

Menurut Subekti  bentuk wanprestasi dapat berupa empat macam: 

a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan; 

c) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;  

d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya.   

 Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan 

suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si 

berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, 

pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus 

diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi 

dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang 

sudah di tangan penjual, maka prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan barang 

tersebut) tentunya dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat 

dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam 

jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali 

uang pinjaman, dan lain sebagainya. 

 Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak 

berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan 

wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak 

diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa 

berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan 

dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap 

melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak 

ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur 

melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang 

diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. 
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 Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur 

yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika 

atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. 

 Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyakan bahwa:  

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah 
akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika 
ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya 
waktu yang ditentukan.59

 
Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan 

wanprestasi apabila sudah ada somasi (in gebreke stelling). Adapun bentuk-

bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah: 

 1. Surat perintah 

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk 

penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara 

lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal 

ini biasa disebut “exploit juru Sita” 

2.Akta sejenis 

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris. 

3.Tersimpul dalam perikatan itu sendiri 

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat 

adanya wanprestasi. 

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang 

melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk 

mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut 

ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. 

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa 

seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam 

perjanjian (fatal termijn), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, 

debitur mengakui dirinya wanprestasi. 

 Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur 

sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau 

                                                 
59 Subekti, op.cit., hal.322. 
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hukumaan, hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai 

ada empat macam, yaitu: 

1) Membayar kerugian yang diderita kreditur; 

2) Pembatalan perjanjian; 

3) Peralihan resiko; 

4) Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim. 

 Ganti rugi dalam wanprestasi (injury damage) yang dapat dituntut haruslah 

terinci dan jelas. Ganti rugi sering di perinci dalam tiga unsur : biaya, rugi dan 

bunga . Yang dimaksudkan dengan biaya adalah  segala pengeluaran atau 

perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Yang 

dimaksud dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang 

kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Yang dimaksud 

dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa 

Belanda : winstderving),  yang sudah dibayangkan atau di hitung oleh kreditur.  

 Cide civil (dalam bahasa Prancis) memperinci ganti rugi itu dalam dua 

unsur, yaitu dommages et interests. Dommages  meliputi biaya dan rugi, 

sedangkan interests adalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan 

keuntungan. Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan 

ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tesebut. 

ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut 

sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih 

juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. 

Seperti juga ia sudah pernah dilindungi oleh undang-undang (pasal 1338 ayat 3) 

dalam soal pelaksanaan perjanjian. Sekarang ia dilindungi pula dalam soal ganti 

rugi ini dengan adanya ketentuan-ketentuan tentang pembatasan ganti rugi itu. 

 Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan :  
 

si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata 
telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, 
kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu 
tipu daya yang dilakukan olehnya.60

 
  Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan : 

 
                                                 
 60 Ibid. hal.325. 
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bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu sisebabkan karena tipu 
daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai 
kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang 
bagunya, hanyalah yang terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung 
dari tak dipenuhinya perjanjian.61

 
 Persyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi memang 

sangat rapat hubungannya satu sama lain. Lazimnya, apa yang tak dapat diduga 

juga bukan suatu akibat langsung dari kelalaian si debitur. Menurut teori tentang 

sebab akibat, yang sekarang lazim dianut (teori adaequat), suatu peristiwa 

dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa lain, apabila peristiwa yang pertama 

secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman 

dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi. Si penjual dapat menduga bahwa 

pembeli akan menderita rugi kalau barang yang dibelinya tidak datang.  

 Kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga, tidak 

boleh ditimpakan kapada debitur untuk membayarnya, kecuali jika ia nyata-nyata 

telah berbuat secara licik, melakukan tipu daya yang dimaksudkan oleh pasal 

1247 tersebut. Tetapi, juga masih dalam batas-batas yag terletak dalam 

persyaratan akibat langsung yang ditentukan oleh pasal 1248 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. 

 Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan 

mengenai bunga moratior. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, 

maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat, adalah 

berupa interest, rente atau bunga. Perkataan “moratoir” berasal dari kata latin 

“mora” yang berarti kealpaan atau kelalaian. Bunga moratoir berarti bunga yang 

harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar 

utangnya. Oleh suatu undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 

1848 No. 22 bunga tersebut ditetapkan 6 persen pertahun. Dan menurut pasal 

1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bunga yang dapat dituntut itu tidak 

bolah melebihi persenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Juga 

ditentukan bahwa bunga tersebut baru dihitung sejak dituntutnya ke pengadilan. 

Jadi sejak dimasukkannya surat gugatan. Satu dan lain tentunya, kalau oleh para 

pihak tidak mengadakan perjanjian tersendiri mengenai bunga tersebut. Oleh 

                                                 
 61 Ibid. 
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karenanya pasal 1247, 1248 dan 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang kita bicarakan diatas itu dapat kita pandang sebagai serangkaian pasal-pasal 

yang bertujuan membatasi ganti rugi yang dapat dituntut terhadap seorang debitur 

yang lalai. 

 Mengenai pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, 

sebagai sanksi kedua atas kelalaian seorang debitur, mungkin ada orang yang 

tidak dapat melihat sifat pembatalannya atau pemecahan tersebut sebagai suatu 

hukuman. Dikiranya, debitur malahan merasa lega dengan dibatalkannya 

perjanjian karena ia dibebaskan dari kewajiban melakukan prestasi. 

 Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada 

keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu 

dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

 Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi pihak 

debitur ini, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pengaturannya 

pada pasal 1266, yaitu suatu pasal yang terdapat dalam bagian kelima Bab I, Buku 

III, yang mengatur perikatan bersyarat. 

 Undang-undang memandang kelalaian debitur itu sebagai suatu syarat batal 

yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian”. Dengan kata lain, dalam 

tiap perjanjian dianggap ada suatu janji (clausula) yang berbunyi demikian 

“apabila kamu, debitur, lalai, maka perjanjian ini akan dibatalkan”. Kelalaian atau 

wanprestasi tidak secara otomatis membuat batal atau membatalkan suatu 

perjanjian seperti halnya dengan suatu syarat batal, menurut  pasal 1266 yang 

berbunyi:  

syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang 
timbal-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.62

 
 Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan 

harus dimintakan kepada hakim.Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun 

syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam 

perjanjian. 

 Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut 

keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna 

                                                 
 62 Ibid. hal.328. 
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kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari 

satu bulan. 

 Dengan adanya ketentuan, bahwa pembatalan perjanjian itu harus diminta 

kepada hakim, tak mungkinlah perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada 

waktu si debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Kalau itu mungkin, 

permintaan pembatalan kepada hakim tidak ada artinya. Dan disebutkan juga 

secara jelas, bahwa perjanjian itu tidak batal demi hukum. 

 Dapat dikatakan, sekarang tidak ada keragu-raguan lagi bahwa tentang 

anggapan undang-undang bahwa kelalaian si debitur adalah suatu syarat batal 

berdasarkan suatu kekeliruan. Bukan kelalaian atau wanprestasi debitur yang 

membatalkan perjanjian, tetapi putusan hakim. Putusan hakim itu tidak bersifat 

declaratoir tetapi constitutif, secara aktif membatalkan perjanjian itu. Amar 

(dictum) putusan hakim itu tidak berbunyi. “menyatakan batalnya perjanjian 

antara penggugat dan tergugat” melainkan,  “membatalkanperjanjian”.  menurut 

ajaran yang sekarang dianut, hakim itu mempunyai kekuasan discretionair, 

artinya: kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan 

dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur 

itu. Kalau hakim menimbang kelalaian debitur itu terlalu “sepele” (terlalu kecil, 

atau terlalu tak berarti), sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa 

kerugian yang terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan 

perjanjian akan ditolak oleh hakim. 

 Dapat juga dikatakan, bahwa menuntut pembatalan hanya berdasarkan suatu 

kasalahan kecil saja, adalah suatu sikap yang bertentangan dengan norma yang 

mengharuskan pelaksanaan suatu perjanjian dengan itikad baik., batalnya 

perjanjian secara otomatis tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat terakhir pasal 

1266, bahwa hakim dapat memberikan jangka waktu kepada debitur untuk masih 

memenuhi kewajibannya. Jangka waktu ini terkenal dengan nama “terme de 

grace” (bahasa perancis yang berarti jangka waktu pengampunan). 

 Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam 

keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut 

sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Segala hal yang sudah telanjur 

diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak yang lainnya. 
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 Dalam hal suatu perjanjian jual beli atau tukar-menukar, barang hak milik 

dapat dengan mudah dikembalikan kepada pemilik asli. Tetapi dalam hal sewa-

menyewa, bagaimanakah si penyewa dapat mengembalikan kenikmatan yang 

sudah diperolehnya dari barang yang disewa itu. Dan karena kenikmatan itu tidak 

mungkin dikembalikan, tentunya pemilik barang dapat tetap memiliki uang sewa 

yang sudah diterimanya. Begitu pula halnya dalam suatu perjanjian perburuhan. 

Bagaimanakah tenaga yang sudah diberikan oleh pihak buruh dapat dikembalikan 

oleh majikan. 

 Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur 

disebutkan dalam pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang 

dimaksud dengan “risiko”, adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi 

suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang 

menjadi obyek perjanjian. 

 Menurut pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka risiko 

dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barangnya 

belum diserahkan. Jika si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka 

kelalaian ini diancam dengan mengalihkan risiko dari si pembeli kepada si 

penjual. Jadi dengan lalainya si penjual, risiko itu beralih kepada dia. 

 Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi 

seorang debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, 

bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (pasal 181 ayat 

1 H.I.R.). seorang debitur yang lalai tentu akan dikalahkan kalau sampai terjadi 

suatu perkara didepan hakim. 

 Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan :  

pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu 
masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi 
perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai 
penggantian biaya, rugi dan bunga.63

 
 Menurut pasal 1267 tersebut, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang 

lalai itu: pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi 

dan bunga (disingkat ganti rugi). Dengan demikian ia dapat menentukan 

pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, misalnya penggantian kerugaian karena 
                                                 
 63 Ibid. 
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pemenuhan itu terlambat, atau kwalitet barangnya kurang dan lain sebagainya. 

Mungkin juga menuntut ganti rugi saja, dalam hal mana ia dianggap telah 

melepaskan haknya untuk minta pemenuhan maupun pambatalan.  
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BAB 5  

ANALISIS PERJANJIAN JUAL- BELI CAKRAM KERAS BEKAS 

MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK 

CIPTA  

 

 Kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta atas database yang 

tersimpan dalam media penyimpan data cakram keras harus menjadi 

permasalahan utama dalam perjanjian jual-beli. Kenyataan yang terjadi dalam 

transaksi jual-beli cakram keras bekas biasanya tidak memperhatikan 

perlindungan hak cipta yang terkandung didalamnya baik atas data yang telah 

dihapus dengan sengaja ataupun data yang tidak dihapus. 

 Teknologi yang berkembang saat ini telah menciptakan terobosan-terobosan 

dalam menyelamatkan data didalam cakram keras. Proses tersebut adalah data 

recovery yang mana dengan menggunakan fasilitas tersebut dapat dengan mudah 

membangkitkan data-data yang telah dihapus dari cakram keras. Tanpa disadari 

saat seseorang telah menjual cakram kerasnya kepada pihak lain dan baru disadari 

didalam cakram keras tersebut masih tersimpan database yang mengandung hak 

cipta seperti lirik lagu, gambar atau foto maupun karya sinematografi yang telah 

dibuatnya, kemudian hari terjadi perselisihan ketika pihak pembeli telah 

melakukan recovery terhadap cakram keras tersebut dan mendapatkan informasi 

elektronik yang berharga tersebut. Oleh karenanya dengan memahami betapa 

pentingnya perlindungan hak cipta tersebut dibuatlah perjanjian jual beli yang 

tertulis dan telah disepakati oleh kedua pihak baik penjual maupu pembeli atas 

segala hak maupun kewajibannya masing-masing. 

 Dalam skripsi ini akan dianalisa lebih lanjut mengenai perjanjian jual-beli 

cakram keras bekas antara pihak kesatu dengan pihak kedua, dengan dikaitkan 

pada pasal yang mengatur mengenai hak cipta. 

 

1.1. ISI DAN BENTUK PERJANJIAN  

 Dalam pembahasan ini, perjanjian jual-beli cakram keras bekas dilakukan 

oleh antara para pihak. Isi dan bentuk perjanjian akan diulas lebih lanjut dibawah 

ini. Sebuah perjanjian terdapat beberapa unsur terpenting didalamnya, yaitu 
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adanya janji antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan sesuatu hal dan 

pihak-pihak tersebut saling mengikatkan diri terhadap satu sama lain. 

 Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka perjanjian tersebut adalah perjanjian 

jual-beli,  dari isinya pihak pertama berjanji untuk memberikan sesuatu. Sesuatu 

tersebut berupa barang cakram keras yang telah diuraikan merk, model maupun 

kapasitasnya, kemudian pihak keduapun sepakat untuk membelinya dengan 

membayar sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

 

1.2. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN 

 Sebuah perjanjian adalah baik apabila perjanjian tersebut bersifat timbal-

balik dan memenuhi asas keseimbangan, dalam arti pihak yang memikul 

kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang seimbang dan sebaliknya 

pihak yang menerima hak-hak juga menerima kewajiban-kewajiban secara 

seimbang. 

 Dalam pasal kewajiban para pihak sudah dikatakan seimbang karena 

sifatnya jual-beli, meskipun akan ada penafsiran yang berbeda mengenai 

penyerahan barang yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua  yaitu 

menyerahkan harddisk yang digunakannya kepada pihak kedua setelah menerima 

pembayaran, kemudian tidak ditentukan batasan waktu maupun sistem 

pembayaran yang dilakukan dalam serah terima cakram keras tersebut. Dan 

mengenai tanggung jawab keberadaan cakram keras tersebut tidak diuraikan 

apabila terjadi kerusakan atau kehilangan setelah melakukan pembayaran. 

 

1.3. PENERAPAN HAK CIPTA DALAM PERJANJIAN 

 Dalam perjanjian diatur masalah hak cipta sebagai berikut: 

 

COPYRIGHT 

1. Bahwa PIHAK PERTAMA melepaskan hak eksklusifnya atas data yang 
ada didalam Harddisk tersebut kepada PIHAK KEDUA. 

2. Bahwa PIHAK KEDUA berhak atas seluruh data yang terkandung 
didalam Harddisk, mengembalikan data dari Harddisk yang rusak, atau 
tidak dapat diakses secara normal dan memiliki Hak Eksklusif atas seluruh 
data yang ada di dalamnya. 

 

Universitas Indonesia Analisis terhadap..., Agung Nogroho, FHUI, 2009



 48

 Dari pengaturan pasal tersebut dapat dilihat bahwa pemegang hak cipta yaitu 

pihak kedua. Berdasarkan UUHC 2002 pemegang hak cipta adalah pencipta 

sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta 

atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak 

tersebut. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai hak cipta dapat beralih 

atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian, dapat diketahui bahwa pihak 

pertama telah melepaskan hak eksklusifnya kepada pihak kedua untuk dapat 

memanfaatkan hak cipta yang mungkin terdapat didalam cakram keras tersebut 

tanpa ada gugatan dari pihak manapun.  
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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.1.   KESIMPULAN 

   Kebutuhan akan media penyimpan data semakin bertambah seiring dengan 

kemajuan teknologi yang terus mewujudkannya dengan kapasitas yang besar 

dengan bentuk yang kecil. Berdasarkan analisis yang telah Penulis lakukan 

terhadap perjanjian jual-beli cakram keras berikut beberapa kesimpulan yang 

dapat diambil: 

1. Perjanjian jual-beli cakram keras sebagaimana yang telah ditentukan 

dalam pasal 1457 KUHPerdata:  

 Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 

 Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau 

memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang 

dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang disetujuinya. 

Kemudian yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak 

milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang yang 

tersebut. Yang harus dilakukan adalah penyerahan atau levering secara 

yuridis sesuai dengan jenis penyerahan secara yuridis yaitu penyerahan 

barang bergerak. 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa terjadinya jual beli atas cakram 

bekas dapat dilakukan sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 1457 

KUHPerdata dimana adanya kesepakatan untuk saling mengikatkan diri 

antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk menyerahkan barang berupa 

cakram keras dan demikian juga sebaliknya melakukan pembayaran sesuai 

dengan harga yang telah dijanjikan. Dalam kontrak jual beli para pelaku 

yang terkait didalamnya yaitu penjual atau pelaku usaha dan pembeli yang 

berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-

beda. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai kewajiban-kewajiban 
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pelaku usaha, dalam hal ini penjual yang menawarkan dan menjual suatu 

produk, yaitu : 

a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;  

c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan 

tidak diskriminatif;  

d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 

e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan 

atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  

f) memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan;memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian. 

Sementara itu, berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen diatur pula mengenai beberapa perbuatan yang 

dilarang dilakukan oleh pelaku usaha/penjual, antara lain pelaku 

usaha/penjual dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang :  

a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan 

oleh peraturan perundang-undangan;  

b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket 

barang tersebut; 

c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;  
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d) tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut;  

e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;  

f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut;  

g) tidak mencantumkan tanggal daluwarasa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;  

h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana 

pernyataan halan yang dicantumkan dalam label;  

i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan 

pakai, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku 

usaha serta  keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 

ketentuan harus dipasang atau dibuat;  

j) tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Oleh karena penjualan cakram keras bekas perlu juga memperhatikan 

itikad baik dari usahanya untuk menjual barang tersebut yang telah 

terkandung dalam undang-undang perlindungan konsumen dan itikad baik 

tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan agar terjamin 

perlindungan bagi konsumen selaku pembeli cakram tersebut. 

2. Dalam hal wanprestasi terhadap para pihak yang terkait dengan faktor 

resiko yang tercantum dalam pasal perjanjian dapat diambil kesimpulan 

yaitu wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 

empat macam: 

a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 
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b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan; 

c) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;  

d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukannya. 

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk 

melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas 

waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu 

yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada 

debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan 

perjanjian. Jika prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli 

suatu barang tertentu yang sudah di tangan penjual, maka prestasi tadi 

(dalam hal ini menyerahkan barang tersebut) tentunya dapat dituntut 

seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang 

perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang 

belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan 

lain sebagainya. 

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak 

berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan 

wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak 

diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang 

berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya 

ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur 

dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. 

Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk 

menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat 

peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat 

peringatan tersebut disebut dengan somasi. 

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada 

debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan 

prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam 

pemberitahuan itu. 
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Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyakan bahwa:  

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan 
sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan 
sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai 
dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 
 
Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan 

wanprestasi apabila sudah ada somasi (in gebreke stelling). Adapun bentuk-

bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah: 

1. Surat perintah 

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk 

penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan 

kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini 

biasa disebut “exploit juru Sita” 

2.Akta sejenis 

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris. 

3.Tersimpul dalam perikatan itu sendiri 

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat 

adanya wanprestasi, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang 

melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk 

mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut 

berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. 

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa 

seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu 

dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi dalam perjanjian berupa tidak 

berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi. 

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur 

sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi 

atau hukuman. 

Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai ada empat macam, 

yaitu: 

1) Membayar kerugian yang diderita kreditur; 

2) Pembatalan perjanjian; 

3) Peralihan resiko; 
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4) Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim. 

Sedangkan wanprestasi  berdasarkan pengaturan dalam UUHC pasal 3 

ayat (2), hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun 

sebagian karena  

a. Pewarisan; 

b. Hibah; 

c. Wasiat; 

d. Perjanjian tertulis; 

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan 

Demikian halnya yang dilakukan pihak pertama dalam mengalihkan hak 

ciptanya terhadap pihak kedua  yang tertuang dalam surat perjanjian jual 

beli. Dan hal ini mendapat perlindungan hukum atas perbuatan tersebut. 

3. Mengenai data yang terdapat dalam media penyimpan data (cakram 

keras) dilindungi oleh UUHC khususnya pada pasal 30. Oleh karenanya 

penggunaan data yang tersimpan dalam cakram keras harus jelas 

perjanjiannya apabila pada kenyataannya cakram keras tersebut hendak 

diperjualbelikan karena pada umumnya tidak termasuk data yang 

terkandung didalamnya. 

 

6.2.   SARAN 

Saat ini transaksi jual-beli media penyimpan data belum menyadari akan hak 

cipta yang terkandung didalamnya. Dan masyarakat belum banyak mengetahui 

teknologi data recovery yang dilakukan untuk membangkitkan data yang telah 

dihapus sebelumnya. 

Dengan demikian penulis menyarankan  agar masyarakat umum dapat 

mengerti bahwasanya jual-beli terhadap cakram keras ini tidak hanya sebatas pada 

cakram keras dalam bentuk fisiknya akan tetapi hak cipta yang terkandung 

didalamnya Penjualan cakram keras harus lebih tegas pengaturannya agar data 

yang terkandung didalamnya yang tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain. 

Mengenai data recovery sebaiknya dapat digunakan untuk tujuan /itikad yang 
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baik. Apabila terjadi jual-beli cakram keras harusnya diyakini bahwasanya data 

yang terkandung didalamnya tidak mengandung nilai karya cipta. 

Akhir kata dalam melakukan perjanjian harus dibuat secermat mungkin 

tanpa mengesampingkan asas keseimbangan sehingga tercipta sebuah perjanjian 

yang melindungi , seimbang, adil, jelas, tegas tidak hanya bagi salah satu pihak 

namun kepada para pihak yang melakukan perjanjian. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa  pembangunan  nasional  adalah  suatu  proses  yang  berkelanjutan  yang  harus 
senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; 

b. bahwa  globalisasi  informasi  telah  menempatkan  Indonesia  sebagai  bagian  dari 
masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai 
pengelolaan  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di  tingkat  nasional  sehingga 
pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar 
ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa  perkembangan  dan  kemajuan  Teknologi  Informasi  yang  demikian  pesat  telah 
menyebabkan  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  bidang  yang 
secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;

d. bahwa  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  harus  terus  dikembangkan 
untuk  menjaga,  memelihara,  dan  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  nasional 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;

e. bahwa  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berperan  penting  dalam  perdagangan  dan 
pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

f. bahwa  pemerintah  perlu  mendukung  pengembangan  Teknologi  Informasi  melalui 
infrastruktur  hukum  dan  pengaturannya  sehingga  pemanfaatan  Teknologi  Informasi 
dilakukan  secara  aman  untuk  mencegah  penyalahgunaannya  dengan  memperhatikan 
nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 
huruf d, huruf e, dan huruf  f,  perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,  electronic data interchange 
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,  telecopy atau sejenisnya, huruf, 
tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau 
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan 
Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 
diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau 
sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui  Komputer  atau 
Sistem  Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, 
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi 
yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu 
memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan, 
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. 
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6. Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  adalah  pemanfaatan  Sistem  Elektronik  oleh 
penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. 

7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang 
bersifat tertutup ataupun terbuka.

8. Agen  Elektronik  adalah  perangkat  dari  suatu  Sistem  Elektronik  yang  dibuat  untuk 
melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis 
yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan 
Elektronik  dan  identitas  yang  menunjukkan  status  subjek  hukum  para  pihak  dalam 
Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 

10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak 
yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

11. Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  adalah  lembaga  independen  yang  dibentuk  oleh 
profesional  yang  diakui,  disahkan,  dan  diawasi  oleh  Pemerintah  dengan  kewenangan 
mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik  yang 
dilekatkan, terasosiasi atau terkait  dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan 
sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait  dengan Tanda 
Tangan Elektronik.

14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang 
melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. 

15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri 
atau dalam jaringan.

16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol,  karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, 
yang  merupakan  kunci  untuk  dapat  mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik 
lainnya.

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik.

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik dari Pengirim.

20. Nama  Domain  adalah  alamat  internet  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha, 
dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang 
berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu 
dalam internet.

21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, 
maupun badan hukum.

22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang  ini  berlaku  untuk  setiap  Orang  yang  melakukan  perbuatan  hukum 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia 
maupun  di  luar  wilayah  hukum Indonesia,  yang  memiliki  akibat  hukum di  wilayah  hukum 
Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dilaksanakan berdasarkan asas 
kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau 
netral teknologi. 

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat;

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;  

d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran 
dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal 
mungkin dan bertanggung jawab; dan

e. memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan 
penyelenggara Teknologi Informasi.
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BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan 
alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti  yang sah 
sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dinyatakan  sah  apabila 
menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b. surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat  dalam 
bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. 

Pasal 6

Dalam  hal  terdapat  ketentuan  lain  selain  yang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  yang 
mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya 
dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga 
menerangkan suatu keadaan. 

Pasal 7

Setiap  Orang yang menyatakan  hak,  memperkuat  hak  yang telah  ada,  atau  menolak  hak 
Orang  lain  berdasarkan  adanya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  harus 
memastikan  bahwa  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  ada  padanya 
berasal  dari  Sistem  Elektronik  yang  memenuhi  syarat  berdasarkan  Peraturan  Perundang-
undangan.

Pasal 8

(1) Kecuali  diperjanjikan  lain,  waktu  pengiriman  suatu  Informasi  Elektronik  dan/atau 
Dokumen  Elektronik  ditentukan  pada  saat  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen 
Elektronik  telah  dikirim  dengan  alamat  yang  benar  oleh  Pengirim  ke  suatu  Sistem 
Elektronik  yang  ditunjuk  atau  dipergunakan  Penerima  dan  telah  memasuki  Sistem 
Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.

(2) Kecuali  diperjanjikan  lain,  waktu  penerimaan  suatu  Informasi  Elektronik  dan/atau 
Dokumen  Elektronik  ditentukan  pada  saat  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen 
Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.

(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima 
Informasi  Elektronik,  penerimaan  terjadi  pada  saat  Informasi  Elektronik  dan/atau 
Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.

(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman 
atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;

b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku  usaha  yang  menawarkan  produk  melalui  Sistem  Elektronik  harus  menyediakan 
informasi  yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat  kontrak,  produsen, dan produk 
yang ditawarkan.

Pasal 10

(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi  Elektronik dapat disertifikasi 
oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

(2) Ketentuan  mengenai  pembentukan  Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. data  pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  terkait  hanya  kepada  Penanda 
Tangan;
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b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan 
elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu 
penandatanganan dapat diketahui;

d. segala  perubahan  terhadap  Informasi  Elektronik  yang  terkait  dengan  Tanda 
Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat  cara  tertentu  yang  dipakai  untuk  mengidentifikasi  siapa 
Penandatangannya; dan

f. terdapat  cara  tertentu  untuk  menunjukkan  bahwa  Penanda  Tangan  telah 
memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan 
pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi:

a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;

b. Penanda  Tangan  harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  untuk  menghindari 
penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait  pembuatan Tanda Tangan 
Elektronik;

c. Penanda  Tangan  harus  tanpa  menunda-nunda,  menggunakan  cara  yang 
dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang 
layak  dan sepatutnya  harus  segera  memberitahukan kepada seseorang yang 
oleh  Penanda  Tangan  dianggap  memercayai  Tanda  Tangan  Elektronik  atau 
kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:

1. Penanda  Tangan  mengetahui  bahwa  data  pembuatan  Tanda  Tangan 
Elektronik telah dibobol; atau

2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko 
yang  berarti,  kemungkinan  akibat  bobolnya  data  pembuatan  Tanda 
Tangan Elektronik; dan

d. dalam  hal  Sertifikat  Elektronik  digunakan  untuk  mendukung  Tanda  Tangan 
Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua 
informasi  yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut. 

(3) Setiap  Orang yang melakukan pelanggaran  ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

(1) Setiap  Orang  berhak  menggunakan  jasa  Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  untuk 
pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan 
Elektronik dengan pemiliknya. 

(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan

b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.

(4) Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  Indonesia  berbadan  hukum  Indonesia  dan 
berdomisili di Indonesia.

(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar 
di Indonesia. 

(6)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai 
dengan ayat  (5)  harus menyediakan informasi  yang akurat,  jelas,  dan pasti  kepada setiap 
pengguna jasa, yang meliputi:

a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;

b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan 
Elektronik; dan
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c. hal  yang  dapat  digunakan  untuk  menunjukkan  keberlakuan  dan  keamanan  Tanda 
Tangan Elektronik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus  menyelenggarakan Sistem Elektronik 
secara  andal  dan  aman  serta  bertanggung  jawab  terhadap  beroperasinya  Sistem 
Elektronik sebagaimana mestinya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem 
Elektroniknya. 

(3) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  berlaku  dalam  hal  dapat 
dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna 
Sistem Elektronik.

Pasal 16

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara 
Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan 
minimum sebagai berikut:
a. dapat menampilkan kembali  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

secara  utuh  sesuai  dengan  masa  retensi  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan 
Perundang-undangan;

b. dapat  melindungi  ketersediaan,  keutuhan,  keotentikan,  kerahasiaan,  dan 
keteraksesan  Informasi  Elektronik  dalam  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik 
tersebut;

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan 
Sistem Elektronik tersebut;

d. dilengkapi  dengan  prosedur  atau  petunjuk  yang  diumumkan  dengan  bahasa, 
informasi,  atau  simbol  yang  dapat  dipahami  oleh  pihak  yang  bersangkutan 
dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan 
kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

(2) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun 
privat.

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib  beriktikad  baik  dalam  melakukan  interaksi  dan/atau  pertukaran  Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

(3) Ketentuan lebih lanjut  mengenai  penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
(2) Para pihak memiliki  kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi  Transaksi 

Elektronik internasional yang dibuatnya.
(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, 

hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau 

lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa 
yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
penetapan kewenangan pengadilan,  arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa 
alternatif  lainnya  yang  berwenang  menangani  sengketa  yang  mungkin  timbul  dari 
transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang 
disepakati.
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Pasal 20

(1) Kecuali  ditentukan  lain  oleh  para  pihak,  Transaksi  Elektronik  terjadi  pada  saat 
penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi  Elektronik sendiri,  melalui pihak 
yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi 
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. jika  dilakukan  sendiri,  segala  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan  Transaksi 
Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;

b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan 
Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan 
Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(3) Jika  kerugian  Transaksi  Elektronik  disebabkan gagal  beroperasinya  Agen  Elektronik 
akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat 
hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(4) Jika  kerugian  Transaksi  Elektronik  disebabkan gagal  beroperasinya  Agen  Elektronik 
akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung 
jawab pengguna jasa layanan.

(5) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  berlaku  dalam  hal  dapat 
dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna 
Sistem Elektronik.

Pasal 22

(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik 
yang  dioperasikannya  yang  memungkinkan  penggunanya  melakukan  perubahan 
informasi yang masih dalam proses transaksi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,

 DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

(1) Setiap  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau  masyarakat  berhak 
memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, 
dan tidak melanggar hak Orang lain.

(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan 
karena  penggunaan  Nama  Domain  secara  tanpa  hak  oleh  Orang  lain,  berhak 
mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah 

berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan. 
(3) Pengelola Nama Domain yang berada di  luar  wilayah Indonesia dan Nama Domain 

yang  diregistrasinya  diakui  keberadaannya  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan 
Peraturan Perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 

Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  disusun menjadi  karya  intelektual, 
situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan 
Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 26 

(1)  Kecuali  ditentukan  lain  oleh  Peraturan  Perundang-undangan,  penggunaan  setiap 
informasi  melalui  media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus 
dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap  Orang  yang  dilanggar  haknya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat 
mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27 

(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau 
mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau 
mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau 
mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau 
Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama 
baik.

(4) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau 
mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi  yang ditujukan 
untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok 
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau 
Dokumen  Elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang  ditujukan 
secara pribadi.

Pasal 30 

(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses 
Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses 
Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  tujuan  untuk 
memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses 
Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  melanggar, 
menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan 
intersepsi  atau  penyadapan  atas  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik 
dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan 
intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak 
bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu 
milik  Orang  lain,  baik  yang  tidak  menyebabkan  perubahan  apa  pun  maupun  yang 
menyebabkan  adanya  perubahan,  penghilangan,  dan/atau  penghentian  Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali  intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang 
dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan  kepolisian,  kejaksaan, 
dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa 
pun  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak, 
menghilangkan,  memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi  Elektronik  dan/atau 
Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa 
pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  mengakibatkan 
terbukanya  suatu  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  bersifat 
rahasia  menjadi  dapat  diakses  oleh  publik  dengan  keutuhan  data  yang  tidak 
sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa 
pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik 
menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34 

(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memproduksi, 
menjual,  mengadakan untuk digunakan,  mengimpor,  mendistribusikan,  menyediakan, 
atau memiliki:
a. perangkat  keras  atau  perangkat  lunak  Komputer  yang  dirancang  atau  secara 

khusus  dikembangkan  untuk  memfasilitasi  perbuatan  sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan 
agar  Sistem  Elektronik  menjadi  dapat  diakses  dengan  tujuan  memfasilitasi 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk 
melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem 
Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, 
penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut 
dianggap seolah-olah data yang otentik. 

Pasal 36

Setiap  Orang dengan sengaja  dan tanpa hak  atau  melawan hukum melakukan perbuatan 
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  34  yang  mengakibatkan 
kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik 
yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

(1) Setiap  Orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan 
Sistem  Elektronik  dan/atau  menggunakan  Teknologi  Informasi  yang  menimbulkan 
kerugian.

(2) Masyarakat  dapat  mengajukan  gugatan  secara  perwakilan  terhadap  pihak  yang 
menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang 
berakibat  merugikan  masyarakat,  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-
undangan.

Pasal 39

(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak 

dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa 
alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

(1) Pemerintah memfasilitasi  pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat 
penyalahgunaan  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik  yang  mengganggu 
ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki  data elektronik strategis 
yang wajib dilindungi.

(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen 
Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta  menghubungkannya ke pusat  data 
tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan 
rekam  cadang  elektroniknya  sesuai  dengan  keperluan  perlindungan  data  yang 
dimilikinya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

(1) Masyarakat  dapat  berperan  meningkatkan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  melalui 
penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki  fungsi konsultasi dan 
mediasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan  terhadap  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini, 
dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-
Undang ini. 

Pasal 43

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara  Pidana untuk 
melakukan  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi 
Elektronik.

(2) Penyidikan  di  bidang  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan  memperhatikan  perlindungan  terhadap 
privasi,  kerahasiaan,  kelancaran  layanan publik,  integritas  data,  atau  keutuhan  data 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Penggeledahan  dan/atau  penyitaan  terhadap  sistem  elektronik  yang  terkait  dengan 
dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

(4)  Dalam melakukan  penggeledahan  dan/atau  penyitaan  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

b. memanggil  setiap  Orang  atau  pihak  lainnya  untuk  didengar  dan/atau  diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di 
bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;

c. melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan  atau  keterangan  berkenaan 
dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga 
melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

e. melakukan  pemeriksaan  terhadap  alat  dan/atau  sarana  yang  berkaitan  dengan 
kegiatan  Teknologi  Informasi  yang  diduga  digunakan  untuk  melakukan  tindak 
pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
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f. melakukan  penggeledahan  terhadap  tempat  tertentu  yang  diduga  digunakan 
sebagai  tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-
Undang ini;

g. melakukan  penyegelan  dan  penyitaan  terhadap  alat  dan  atau  sarana  kegiatan 
Teknologi  Informasi  yang diduga digunakan secara  menyimpang dari  ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan;

h. meminta bantuan ahli  yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana 
berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau

i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang 
ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum 
wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua 
puluh empat jam.

(7) Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berkoordinasi 
dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.

(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, 
penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan 
alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan 
Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 
atau ayat (2)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara paling  lama 7 (tujuh)  tahun dan/atau  denda paling 
banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat 
(2) dipidana dengan pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
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(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan 
pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana 
dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

(1)  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2)  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut 
kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari 
pidana pokok.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 
ditujukan  terhadap  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  serta  Informasi  Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan 
publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 
ditujukan  terhadap  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  serta  Informasi  Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan 
tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga 
internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana 
pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga. 

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 
37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. 

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada  saat  berlakunya  Undang-Undang  ini,  semua  Peraturan  Perundang-undangan  dan 
kelembagaan  yang  berhubungan  dengan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  yang  tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

(2) Peraturan  Pemerintah  harus  sudah  ditetapkan  paling  lama  2  (dua)  tahun  setelah 
diundangkannya Undang-Undang ini.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 21 April 2008 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                         ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                REPUBLIK INDONESIA,

                               ttd 

                   ANDI MATTALATA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun 
peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan 
hubungan dunia menjadi tanpa batas  (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya 
secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena 
selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus 
menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum 
siber  atau  cyber  law,  secara  internasional  digunakan untuk istilah hukum yang terkait  dengan pemanfaatan 
teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Demikian  pula,  hukum  telematika  yang  merupakan  perwujudan  dari 
konvergensi  hukum telekomunikasi,  hukum media,  dan  hukum informatika.  Istilah  lain  yang juga  digunakan 
adalah hukum teknologi informasi  (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan 
hukum  mayantara.  Istilah-istilah  tersebut  lahir  mengingat  kegiatan  yang  dilakukan  melalui  jaringan  sistem 
komputer  dan  sistem komunikasi  baik  dalam lingkup  lokal  maupun  global  (Internet)  dengan  memanfaatkan 
teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. 
Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, 
dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan 
hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup 
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem 
komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan 
dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat 
dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk 
mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan 
teknologi  informasi  yang berbasis  jaringan telekomunikasi  dan media elektronik,  yang berfungsi  merancang, 
memproses,  menganalisis,  menampilkan,  dan  mengirimkan  atau  menyebarkan  informasi  elektronik.  Sistem 
informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi 
ke  dalam suatu  bentuk  organisasi  dan  manajemen  sesuai  dengan  karakteristik  kebutuhan  pada  organisasi 
tersebut  dan sesuai  dengan tujuan peruntukannya.  Pada sisi  yang lain,  sistem informasi  secara teknis  dan 
fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, 
perangkat  lunak,  prosedur,  sumber  daya  manusia,  dan  substansi  informasi  yang  dalam  pemanfaatannya 
mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication.

Sehubungan  dengan  itu,  dunia  hukum  sebenarnya  sudah  sejak  lama  memperluas  penafsiran  asas  dan 
normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik 
sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi 
dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi 
baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian 
dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat 
penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia 
secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke 
berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa 
demikian kompleks dan rumit. 

Permasalahan  yang  lebih  luas  terjadi  pada  bidang  keperdataan  karena  transaksi  elektronik  untuk  kegiatan 
perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan 
internasional.  Kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa  konvergensi  di  bidang  teknologi  informasi,  media,  dan 
informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan 
baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. 

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual 
dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang 
siber  tidak dapat  didekati  dengan ukuran dan kualifikasi  hukum konvensional  saja  sebab jika  cara ini  yang 
ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang 
siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. 

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan 
hukum  secara  nyata.  Dalam  kegiatan  e-commerce  antara  lain  dikenal  adanya  dokumen  elektronik  yang 
kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi 
informasi,  media,  dan  komunikasi  agar  dapat  berkembang  secara  optimal.  Oleh  karena  itu,  terdapat  tiga 
pendekatan untuk menjaga keamanan di  cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek 
sosial,  budaya,  dan  etika.  Untuk  mengatasi  gangguan  keamanan  dalam  penyelenggaraan  sistem  secara 
elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi 
informasi menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
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Pasal 2
Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku 
di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum 
yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun 
warga  negara asing  atau  badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki  akibat 
hukum  di  Indonesia,  mengingat  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  untuk  Informasi  Elektronik  dan 
Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. 
Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi  tetapi  tidak terbatas pada 
merugikan  kepentingan  ekonomi  nasional,  perlindungan  data  strategis,  harkat  dan  martabat  bangsa, 
pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. 

Pasal 3
“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan 
hukum di dalam dan di luar pengadilan.
“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan 
untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek 
yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak 
bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak 
lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi  tertentu sehingga dapat mengikuti 
perkembangan pada masa yang akan datang. 

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat 1 

Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3 
Cukup jelas.

Ayat 4 
Huruf a

Surat  yang menurut  undang-undang harus  dibuat  tertulis  meliputi  tetapi  tidak terbatas 
pada  surat  berharga,  surat  yang  berharga,  dan  surat  yang  digunakan  dalam  proses 
penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 6
Selama  ini  bentuk  tertulis  identik  dengan  informasi  dan/atau  dokumen  yang  tertuang  di  atas  kertas 
semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa 
saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya 
tidak  relevan  lagi  untuk  dibedakan  sebab  Sistem  Elektronik  pada  dasarnya  beroperasi  dengan  cara 
penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7
Ketentuan  ini  dimaksudkan  bahwa  suatu  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dapat 
digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. 

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:
a. informasi  yang  memuat  identitas  serta  status  subjek  hukum  dan  kompetensinya,  baik  sebagai 

produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
b. informasi  lain  yang  menjelaskan  hal  tertentu  yang  menjadi  syarat  sahnya  perjanjian  serta 

menjelaskan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan,  seperti  nama,  alamat,  dan  deskripsi 
barang/jasa.

Pasal 10
Ayat (1) 

Sertifikasi  Keandalan  dimaksudkan  sebagai  bukti  bahwa  pelaku  usaha  yang  melakukan 
perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang 
berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi 
berupa trust mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

14
Analisis terhadap..., Agung Nogroho, FHUI, 2009



Undang-Undang  ini  memberikan  pengakuan  secara  tegas  bahwa  meskipun  hanya  merupakan 
suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual 
pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus 
dipenuhi  dalam setiap  Tanda  Tangan  Elektronik.  Ketentuan  ini  membuka  kesempatan  seluas-
luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda 
Tangan Elektronik.

Ayat (2)
Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses 
pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh 
setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15
Ayat (1)

“Andal”  artinya  Sistem  Elektronik  memiliki  kemampuan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan 
penggunaannya.
“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.
“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan 
spesifikasinya.

Ayat (2)
“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Undang-Undang  ini  memberikan  peluang  terhadap  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  oleh 
penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  harus  dilakukan  secara  baik,  bijaksana,  bertanggung  jawab, 
efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1) 

Cukup jelas.

Ayat (2) 
Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan 
secara elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku 
bagi kontrak tersebut.
Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat 
unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas 
hukum perdata  internasional  yang akan ditetapkan  sebagai  hukum yang berlaku  pada kontrak 
tersebut.

Ayat (4)
Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara 
elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, 
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)
Dalam hal  para  pihak  tidak  melakukan pilihan  forum,  kewenangan forum berlaku  berdasarkan 
prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal 
tergugat (the  basis  of  presence) dan  efektivitas  yang  menekankan  pada  tempat  harta  benda 
tergugat berada (principle of effectiveness).

Pasal 19
Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat 
dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

15
Analisis terhadap..., Agung Nogroho, FHUI, 2009



Pasal 20
Ayat (1) 

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara 
lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau 
sandi lewat (password).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna 
Agen  Elektronik  untuk  melakukan  perubahan  atas  informasi  yang  disampaikannya,  misalnya 
fasilitas pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1) 

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau 
masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).
Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak 
kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam 
pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama 
badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan 
Orang lain.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan 
penggunaan Nama Domain  yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi  atau menghambat 
Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama 
produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk 
menyesatkan konsumen.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, 
hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-
Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26
Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian 
dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: 
a. Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  menikmati  kehidupan  pribadi  dan  bebas  dari  segala 

macam gangguan. 
b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan 

memata-matai.
c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi  akses informasi  tentang kehidupan pribadi 

dan data seseorang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Secara  teknis  perbuatan  yang dilarang  sebagaimana dimaksud pada ayat  ini  dapat  dilakukan, 
antara lain dengan: 
a. melakukan komunikasi,  mengirimkan,  memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan 

hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau 
b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang 

berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)
Sistem pengamanan adalah  sistem yang membatasi  akses  Komputer  atau melarang akses ke 
dalam Komputer  dengan  berdasarkan  kategorisasi  atau  klasifikasi  pengguna beserta  tingkatan 
kewenangan yang ditentukan. 

Pasal 31
Ayat (1) 

Yang  dimaksud  dengan  “intersepsi  atau  penyadapan”  adalah  kegiatan  untuk  mendengarkan, 
merekam,  membelokkan,  mengubah,  menghambat,  dan/atau  mencatat  transmisi  Informasi 
Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  yang tidak bersifat  publik,  baik  menggunakan jaringan 
kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)
Cukup jelas. 

Ayat (3)
Cukup jelas. 

Ayat (4)
Cukup jelas. 

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1) 

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga 
penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang  dimaksud  dengan  “lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat”  merupakan  lembaga  yang 
bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang 
Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis 
mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi 
unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  37  yang  dilakukan  oleh 
korporasi (corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:
a. mewakili korporasi;
b. mengambil keputusan dalam korporasi;
c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843
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UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 1997 

TENTANG 
DOKUMEN PERUSAHAAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : 
a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat yang bersendikan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan bagian integral cita-cita kemerdekaan dalam 
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945; 

b. bahwa usaha untuk menjamin penyelenggaraan perusahaan secara efektif dan efisien merupakan salah 
satu dasar kebijaksanaan Pembangunan Nasional di bidang ekonomi, yang sangat berpengaruh 
terhadap kemampuan dunia usaha untuk mempergunakan peluang dan berkiprah secara sehat dalam 
dunia internasional yang penuh persaingan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan rakyat; 

c. bahwa salah satu faktor yang mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan adalah ketentuan yang 
mewajibkan penyimpanan buku, catatan, dan neraca selama 30 (tiga puluh) tahun dan penyimpanan 
surat, surat kawat beserta tembusannya selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur antara lain dalam 
Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 
1847 : 23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya 
di bidang ekonomi dan perdagangan; 

d. bahwa ketentuan yang mewajibkan penyimpanan dokumen sebagaimana tersebut dalam huruf c dan 
ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara 
penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip yang selama ini berlaku, menimbulkan 
beban ekonomis dan administratif yang memberatkan perusahaan; 

e. bahwa pembuatan dan penyimpanan dokumen, tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan 
melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum, karena itu kewajiban membuat dan 
menyimpan dokumen harus tetap dijalankan dengan mengupayakan tidak menimbulkan beban ekonomis 
dan administratif yang memberatkan, untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai media yang 
memuat dokumen dan pengurangan jangka waktu penyimpanannya; 

f. bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas 
dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f dipandang 
perlu membentuk Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. 

 
Mengingat : 
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
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1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus 
dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-
perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang 
didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

2. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh 
perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun 
terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. 

3. Jadwal retensi adalah jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang disusun dalam suatu 
daftar sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman pemusnahan dokumen 
perusahaan. 

 
Pasal 2 

Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. 
 

Pasal 3 
Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang 
merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. 
 

Pasal 4 
Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi 
perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. 
 

Pasal 5 
Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau 
setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha suatu perusahaan. 
 

Pasal 6 
Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi 
perubahan kekayaan, utang, dan modal. 
 

Pasal 7 
(1) Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan 

untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan. 
(2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : 

a. data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan; dan 
b. data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan. 

 
BAB II 

PEMBUATAN CATATAN DAN PENYIMPANAN 
DOKUMEN PERUSAHAAN 

 
Pasal 8 

(1) Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. 

(2) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat dengan menggunakan huruf Latin, angka 
Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. 

(3) Dalam hal ada izin dari Menteri Keuangan, catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disusun 
dalam bahasa asing. 

 
Pasal 9 

(1) Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang 
menggambarkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat 
yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan. 

Analisis terhadap..., Agung Nogroho, FHUI, 2009



(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan di 
bidang tertentu tidak menentukan lain, maka catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat 
paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. 

 
Pasal 10 

(1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib dibuat di atas kertas. 
(2) Catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan 

mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuat di atas kertas atau dalam sarana lainnya. 

 
Pasal 11 

(1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
dan data pendukung admi-nistrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, 
wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang 
bersangkutan. 

(2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, jangka 
waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. 

(3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jangka waktu penyimpanannya ditetapkan 
berdasarkan nilai guna dokumen tersebut. 

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), disusun oleh perusahaan yang 
bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan. 

(5) Kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak 
menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan 
sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya. 

 
BAB III 

PENGALIHAN BENTUK DOKUMEN PERUSAHAAN 
DAN LEGALISASI 

 
Pasal 12 

(1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. 
(2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang 
bersangkutan. 

(3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan 
wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena 
mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional. 

(4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli 
yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, 
pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut. 

 
Pasal 13 

Setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib dilegalisasi. 
 

Pasal 14 
(1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat 

yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara. 
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : 

a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan-nya legalisasi;  
b. keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam mikrofilm 

atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan 
c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan. 
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Pasal 15 
(1) Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. 
(2) Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi 

terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya. 
 

Pasal 16 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media 
lainnya dan legalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

BAB IV 
PEMINDAHAN, PENYERAHAN, DAN PEMUSNAHAN 

DOKUMEN PERUSAHAAN 
 

Pasal 17 
Pemindahan dokumen perusahaan dari unit pengolahan ke unit kearsipan di lingkungan perusahaan tersebut 
dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan 
kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. 
 

Pasal 18 
(1) Dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional wajib diserahkan 

kepada Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. 
(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang 

sekurang-kurangnya memuat : 
a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan-nya penyerahan; 
b. keterangan tentang pelaksanaan penyerahan; dan 
c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menyerahkan dan pejabat yang menerima penyerahan. 

(3) Pada berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampirkan daftar pertelaan 
dokumen yang akan diserahkan. 

 
Pasal 19 

(1) Pemusnahan catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. 

(2) Pemusnahan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan 
dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan jadwal 
retensi. 

(3) Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen perusahaan atau pejabat 
lain yang ditunjuk, bertanggung jawab atas segala kerugian perusahaan dan atau pihak ketiga dalam hal 
: 
a. pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis jangka waktu wajib simpan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau 
b. pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan, sedangkan diketahui atau patut diketahui bahwa 

dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan, karena mempunyai nilai guna baik yang 
berkaitan dengan kekayaan, hak, dan kewajiban perusahaan maupun kepentingan lainnya. 

 
Pasal 20 

Pemusnahan dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, dapat segera 
dilakukan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan perusahaan, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan 
ayat (4). 
 

Pasal 21 
(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilaksanakan dengan pembuatan 

berita acara yang sekurang-kurangnya memuat : 
a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan-nya pemusnahan; 
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b. keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan; dan 
c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan. 

(2) Pada berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan daftar pertelaan 
dokumen yang akan dimusnahkan. 

 
Pasal 22 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 

 
BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 23 
Buku, surat, catatan, dan neraca yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang 
(Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23) wajib disimpan selama 30 (tiga puluh) 
tahun, dan pada saat berlakunya Undang-undang ini telah disimpan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, 
pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. 
 

Pasal 24 
Salinan surat dan telegram yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang 
(Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, 
dan pada saat berlakunya Undang-undang ini masa simpannya belum mencapai 10 (sepuluh) tahun, 
pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. 

 
Pasal 25 

Dokumen perusahaan yang pemusnahannya telah dimintakan pertimbangan kepada Ketua Badan Pemeriksa 
Keuangan, dan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini 
pertimbangan tersebut belum diberikan, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-
undang ini. 

 
Pasal 26 

Dokumen perusahaan yang pemusnahannya telah dimintakan per-setujuan kepada Kepala Arsip Nasional 
Republik Indonesia, dan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Undang-
undang ini persetujuan tersebut belum diberikan, pemusnah-annya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam 
Undang-undang ini. 

 
Pasal 27 

Dokumen perusahaan yang jadwal retensinya sedang dimintakan persetujuan kepada Kepala Arsip Nasional 
Republik Indonesia, dan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Undang-
undang ini persetujuan tersebut belum diberikan, jadwal retensi dan pemusnahannya ditetapkan 
berdasarkan ketentuan dalam Undang- undang ini. 
 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 28 

Ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku juga terhadap : 
1. kantor perwakilan, kantor cabang, agen perusahaan Indonesia atau yang disamakan dengan itu, yang 

mempunyai kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan tetap memperhatikan 
ketentuan yang berlaku di negara setempat; 

2. kantor perwakilan, kantor cabang, agen perusahaan asing atau yang disamakan dengan itu, yang 
mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia; dan 
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3. badan atau lembaga yang tidak termasuk dalam pengertian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 1, yang dalam kegiatan dan atau tugasnya memiliki dan menghasilkan dokumen 
sebagaimana layaknya perusahaan. 

 
 
 
 

Pasal 29 
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 6 Kitab 
Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23) tetap 
berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. 
 

Pasal 30 
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku : 
1. Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 

1847 : 23); dan 
2. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen perusahaan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pemindahan, penyerahan, dan 
pemusnahan arsip yang bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 
Pasal 31 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Maret 1997 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

ttd 
SOEHARTO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Maret 1997 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
 

ttd 
MOERDIONO 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 18 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 8 TAHUN 1997 

TENTANG 
DOKUMEN PERUSAHAAN 

 
UMUM 
 
Garis -garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan hukum sebagai upaya untuk 
menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, 
pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan 
nasional. 
Pengaruh globalisasi ekonomi dan informasi yang demikian luas karena perkembangan perekonomian dan 
perdagangan baik nasional maupun internasional yang bergerak cepat mengakibatkan meningkatnya 
penggunaan dokumen, sehingga mengharuskan dunia usaha memanfaatkan kemajuan teknologi untuk 
meningkatkan kemampuannya secara efektif dan efisien khususnya dalam pengelolaan dokumen 
perusahaan. 
Guna mencapai tujuan tersebut, pembentukan peraturan mengenai dokumen perusahaan yang merupakan 
bagian dari pembangunan hukum di bidang ekonomi perlu segera disusun, dalam upaya memacu laju 
pertumbuhan perusahaan melalui pengelolaan dokumen perusahaan yang efektif dan efisien. 
Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van 
Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23) yang mewajibkan setiap orang yang menjalankan 
perusahaan menyelenggarakan pencatatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan 
menyimpan dokumen tersebut antara 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, sudah tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan 
perdagangan dewasa ini. 
Selain ketentuan wajib menyimpan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang 
Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23), juga ketentuan Undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan, 
pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip menimbulkan beban yang berat bagi perusahaan karena 
pelaksanaannya memerlukan ruangan yang luas, tenaga, waktu, perawatan, dan biaya yang besar. 
Catatan yang berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, dan 
bukti pembukuan serta data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti 
pembukuan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, 
dan jurnal transaksi harian dikurangi masa penyimpanannya dari 30 (tiga puluh) tahun menjadi 10 (sepuluh) 
tahun. Sedangkan data pendukung administrasi keuangan yang tidak merupakan bagian dari bukti 
pembukuan, dan dokumen lainnya, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan nilai guna dokumen 
yang disusun dalam jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan. 
Sejalan dengan upaya mengurangi jangka waktu penyimpanan, penerapan teknologi maju di bidang 
informatika telah memungkinkan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas atau sarana lainnya dapat 
dialihkan untuk disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya. Pemakaian mikrofilm atau media lain tersebut 
dapat dipastikan semakin banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan karena lebih 
ekonomis. Untuk menjamin kepastian hukum, maka dokumen perusahaan yang disimpan dalam mikrofilm dan 
media lain, merupakan salah satu alat bukti yang sah. 
Untuk menyederhanakan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan dokumen 
perusahaan, yang penting artinya bagi efisiensi kegiatan perusahaan seperti diuraikan di atas, Undang-
undang ini memberikan wewenang kepada perusahaan untuk melaksanakan penyimpanan, pemindahan, 
pemusnahan, dan penyerahan dokumen tersebut berdasarkan jadwal retensi baik menurut Undang-undang 
ini maupun yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. 
Dengan diberlakukannya ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan, maka pembuatan, penyimpanan, 
pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan dokumen perusahaan dapat dilakukan dengan sederhana, 

Analisis terhadap..., Agung Nogroho, FHUI, 2009



efektif, dan efisien dengan tidak mengurangi kepastian hukum dan tetap melindungi kepentingan para pihak 
dalam suatu hubungan hukum. 
Ketentuan mengenai pelaksanaan penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan dokumen yang 
diatur dengan Undang-undang ini tidak dimaksudkan menghilangkan fungsi dokumen bersangkutan sebagai 
alat bukti atau kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Undang-undang dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum 
Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 23), misalnya Pasal 396, Pasal 397, 
Pasal 398, dan Pasal 399 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetap berlaku sepanjang belum diganti atau 
tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. 
 
PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
Cukup jelas 
Pasal 2 
Cukup jelas 
Pasal 3 
Cukup jelas 
Pasal 4 
Yang termasuk "dokumen lainnya" misalnya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Pendirian 
Perusahaan, akta otentik lainnya yang masih mengandung kepentingan hukum tertentu, Nomor Pokok Wajib 
Pajak. 
Pasal 5 
Yang dimaksud dengan : 
- "neraca tahunan" adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan posisi kekayaan, utang, dan 

modal pada akhir tahun buku yang merupakan pertanggungjawaban keuangan. 
- "rekening" adalah salah satu bentuk catatan yang dibuat perusahaan untuk menampung transaksi yang 

sejenis yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, dan dapat juga disebut buku 
besar atau perkiraan. 

- "jurnal transaksi harian" adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan adanya transaksi yang 
dapat berupa buku harian atau catatan harian atau tulisan lainnya. 

- "tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha suatu perusahaan" adalah tulisan yang menggambarkan neraca tahunan, perhitungan 
laba rugi tahunan, rekening, dan jurnal transaksi harian. 

Pasal 6 
Yang dimaksud dengan : 
- "warkat" adalah dokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan menurut aturan tertentu 

dan merupakan bukti transaksi, misalnya cek, bilyet giro, surat perintah membayar, wesel, nota debet, 
dan nota kredit. 

- "perubahan kekayaan, utang, dan modal" adalah bertambah dan atau berkurangnya jumlah dan 
susunan kekayaan, utang, dan modal. 

Pasal 7 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Yang termasuk : 
a. "data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan", misalnya surat perintah kerja, surat 

kontrak atau surat perjanjian. 
b. "data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan", misalnya rekening antar kantor, 

rekening harian, atau rekening mingguan. 
Pasal 8 
Ayat (1) 
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban 
perusahaan membuat catatan, agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, utang, modal, hak dan 
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kewajiban perusahaan, untuk melindungi baik kepentingan perusahaan, kepentingan Pemerintah maupun 
kepentingan pihak ketiga. 
Kewajiban tersebut bersifat keperdataan, sehingga risiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya 
kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. 
Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan perusahaan" adalah bahwa walaupun setiap perusahaan 
diwajibkan membuat catatan, tetapi mengenai bentuk dan kedalaman isi catatan yang dibuat, dilakukan 
sesuai dengan sifat perusahaan. 
Ayat (2) 
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa catatan tersebut 
dibuat sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini, misalnya harus menggunakan huruf Latin dan disusun dalam 
bahasa Indonesia. Dengan demikian apabila catatan tidak dibuat dengan menggunakan huruf Latin dan tidak 
disusun dalam bahasa Indonesia, maka secara hukum, perusahaan tersebut dianggap belum membuat 
catatan, dan kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. 
Ayat (3) 
Pada dasarnya catatan harus disusun dalam bahasa Indonesia, kecuali baik karena sifat perusahaan maupun 
untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, 
dengan izin Menteri Keuangan catatan dapat disusun dalam bahasa asing. 
Pasal 9 
Ayat (1) 
- Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila 

neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan belum belum ditandatangani oleh pimpinan 
perusahaan atau pejabat yang ditunjuk, secara hukum perusahaan dianggap belum membuat neraca 
tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan. 

- Yang dimaksud dengan "pimpinan perusahaan" adalah seseorang yang berdasarkan Anggaran Dasar 
memimpin perusahaan yang bersangkutan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar 
pengadilan. 

- Yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah seseorang yang diberi kewenangan oleh 
pimpinan perusahaan untuk mengelola dokumen perusahaan. 

Ayat (2) 
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pembuatan 
catatan tidak boleh melebihi waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang 
bersangkutan. Kelalaian melakukan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang 
bersangkutan. 
Pasal 10 
Ayat (1) 
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila catatan 
yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan 
neraca laba rugi, tidak dibuat di atas kertas, perusahaan dianggap belum membuat catatan. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "sarana lainnya" adalah alat bantu untuk memproses pembuatan dokumen 
perusahaan yang sejak semula tidak dibuat di atas kertas, misalnya menggunakan pita magnetik atau disket. 
Pasal 11 
Ayat (1) 
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengenai hal yang 
harus dilakukan perusahaan, yakni menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat ini selama 10 
(sepuluh) tahun. Dengan demikian apabila sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dokumen yang 
bersangkutan dimusnahkan, maka risiko karena pemusnahan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan 
yang bersangkutan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "nilai guna dokumen" adalah nilai dokumen perusahaan yang didasarkan pada 
kegunaan dokumen dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. 
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Berdasarkan nilai guna dokumen yang bersangkutan, maka jangka waktu penyimpanannya dapat ditetapkan 
kurang dari 10 (sepuluh) tahun atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Ayat (5) 
Sekalipun suatu dokumen telah melewati masa wajib simpan, tetapi dokumen tersebut tetap dapat 
dipergunakan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan. 
Pasal 12 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan : 
- "mikrofilm" adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang 

sangat kecil. 
- "media lainnya" adalah alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat 

pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya 
Compact Disk-Read Only Memory (CD-ROM), dan Write-Once-Read-Many (WORM). 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Suatu dokumen perusahaan mempunyai makna "kepentingan nasional" apabila dokumen perusahaan 
tersebut memiliki nilai historis yang digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta 
kehidupan kebangsaan, misalnya rekening atau bukti iuran untuk pembangunan Monumen Nasional, Mesjid 
Istiqlal. 
Selanjutnya yang menentukan suatu dokumen mempunyai makna kepentingan nasional adalah pimpinan 
perusahaan. 
Ayat (4) 
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pimpinan 
perusahaan tetap harus menyimpan naskah asli, apabila dokumen tersebut masih mempunyai kekuatan 
pembuktian otentik dan atau mengandung kepentingan hukum tertentu. Kelalaian dalam melaksanakan 
kewajiban tersebut, pimpinan perusahaan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Yang dimaksud dengan "masih mengandung kepentingan hukum tertentu" adalah apabila naskah asli 
tersebut masih mengandung hak dan atau kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh pihak yang 
berkepentingan. 
Pasal 13 
Penggunaan kata "wajib" dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa setiap 
pengalihan dokumen perusahaan harus dilegalisasi. Apabila pengalihan dokumen perusahaan tidak 
dilegalisasi, maka dokumen perusahaan hasil pengalihan tersebut secara hukum tidak dapat dijadikan 
sebagai alat bukti yang sah. 
Yang dimaksud dengan "legalisasi" adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan yang dialihkan 
atau ditransformasikan ke dalam mikrofilm atau media lain yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi 
dokumen perusahaan yang terkandung di dalam mikrofilm atau media lain tersebut sesuai dengan naskah 
aslinya. 
Pasal 14 
Ayat (1) 
Berita acara dibuat pada saat terjadi pengalihan dokumen ke dalam mikrofilm atau media lainnya. 
Ayat (2) 
Pada berita acara pengalihan dilampirkan daftar pertelaan atas dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam 
mikrofilm atau media lainnya. 
Pasal 15 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "dianggap perlu", "dalam hal tertentu" dan "untuk keperluan tertentu" misalnya 
untuk keperluan memenuhi permintaan polisi, jaksa, atau hakim dalam pemeriksaan perkara. 
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Legalisasi dilakukan dengan cara pembubuhan tanda tangan pada hasil cetak dokumen tersebut dan 
pernyataan bahwa hasil cetak sesuai dengan aslinya. 
Pasal 16 
Cukup jelas 
 
Pasal 17 
Penentuan tata cara pemindahan dokumen perusahaan diserahkan kepada pimpinan perusahaan, karena 
yang mengetahui kebutuhan perusahaan adalah pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Dalam tata cara 
tersebut dapat pula ditentukan bahwa pemindahan dokumen disertai dengan daftar pertelaan dan 
pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat : 
a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemindahan; 
b. keterangan tentang pelaksanaan pemindahan; dan 
c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang memindahkan dan pejabat yang menerima pemindahan. 
Yang dimaksud dengan : 
- "unit pengolahan" adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua 

dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. 
- "unit kearsipan" adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola dokumen 

perusahaan yang sudah diselesaikan oleh unit pengolahan untuk disimpan dan dipelihara. 
Pasal 18 
Ayat (1) 
Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban 
untuk menyerahkan dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional 
kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka terkena 
ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "daftar pertelaan" adalah daftar yang memuat keterangan antara lain mengenai jenis, 
jumlah, dan jangka waktu penyimpanan dokumen yang bersangkutan. 
Pasal 19 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Dalam penyusunan jadwal retensi dokumen yang akan dimusnahkan, perlu dipertimbangkan dokumen yang 
karena sifatnya tetap disimpan dan dipelihara. 
Ayat (3) 
Cukup jelas 
Pasal 20 
Pimpinan perusahaan dapat menetapkan suatu dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas tetap 
disimpan walaupun telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. 
Pasal 21 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 22 
Cukup jelas 
Pasal 23 
Cukup jelas 
Pasal 24 
Cukup jelas 
Pasal 25 
Cukup jelas 
Pasal 26 
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Cukup jelas 
Pasal 27 
Cukup jelas 
Pasal 28 
Angka 1 
Cukup jelas 
Angka 2 
Cukup jelas 
Angka 3 
Lembaga dalam hal ini meliputi baik Lembaga/Instansi Pemerintah (misalnya Bank Indonesia dan Badan 
Urusan Logistik) maupun Lembaga Swasta (misalnya Yayasan). 
Apabila suatu Lembaga/Instansi Pemerintah selain tugas pokoknya dalam menjalankan fungsi pemerintahan 
melakukan pula kegiatan usaha, maka khusus terhadap kegiatan usaha tersebut berlaku ketentuan Undang-
undang ini, sedangkan untuk kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, tetap berlaku 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. 
Pasal 29 
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië, Staatsblad 1847 : 
23)", misalnya Pasal 396 butir 3, Pasal 397 butir 4, Pasal 398 butir 3, dan Pasal 399 butir 4 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana. 
Pasal 30 
Angka 1 
Cukup jelas 
Angka 2 
Cukup jelas 
Pasal 31 
Cukup jelas 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3674 
 
Kutipan : MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1997 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

RANCANGAN UNDANG‐UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR . TAHUN . 

 
TENTANG 

 
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : 

a. bahwa pembangunan nasional adalah  suatu proses yang berkelanjutan yang harus  senantiasa 
tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; 

b. bahwa  globalisasi  informasi  telah  menempatkan  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat 
informasi  dunia  sehingga  mengharuskan  dibentuknya  pengaturan  mengenai  pengelolaan 
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di  tingkat  nasional  sehingga  pembangunan  Teknologi 
Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat 
guna mencerdaskan kehidupan bangsa; 

c. bahwa  perkembangan  dan  kemajuan  Teknologi  Informasi  yang  demikian  pesat  telah 
menyebabkan  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  bidang  yang  secara 
langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk‐bentuk perbuatan hukum baru; 

d. bahwa  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  harus  terus  dikembangkan  untuk 
menjaga,  memelihara,  dan  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  nasional  berdasarkan 
Peraturan Perundang‐undangan demi kepentingan nasional; 

e. bahwa  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berperan  penting  dalam  perdagangan  dan 
pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 

f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi  Informasi melalui  infrastruktur 
hukum dan pengaturannya  sehingga pemanfaatan Teknologi  Informasi dilakukan  secara aman 
untuk  mencegah  penyalahgunaannya  dengan  memperhatikan  nilai‐nilai  agama  dan  sosial 
budaya masyarakat Indonesia; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d,  huruf  e,  dan  huruf  f  perlu membentuk  Undang‐Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi 
Elektronik; 

 

Mengingat : 

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : UNDANG‐UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Undang‐Undang ini yang dimaksud dengan: 

 

1. Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak 
terbatas pada  tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,  foto, electronic data  interchange  (EDI), 
surat  elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, 
angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat 
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, 
jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 

3. Teknologi  Informasi  adalah  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan, 
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 

4. Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan, 
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 
yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar melalui  Komputer  atau  Sistem  Elektronik, 
termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau 
sejenisnya, huruf,  tanda, angka, Kode Akses,  simbol atau perforasi yang memiliki makna atau 
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

5. Sistem  Elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi 
mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan, 
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. 

6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara 
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. 

7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat 
tertutup ataupun terbuka. 

8. Agen  Elektronik  adalah  perangkat  dari  suatu  Sistem  Elektronik  yang  dibuat  untuk melakukan 
suatu  tindakan  terhadap  suatu  Informasi  Elektronik  tertentu  secara  otomatis  yang 
diselenggarakan oleh Orang. 

9. Sertifikat  Elektronik  adalah  sertifikat  yang  bersifat  elektronik  yang  memuat  Tanda  Tangan 
Elektronik  dan  identitas  yang menunjukkan  status  subjek  hukum  para  pihak  dalam  Transaksi 
Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 

10. Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  adalah  badan  hukum  yang  berfungsi  sebagai  pihak  yang 
layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. 

11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang 
diakui,  disahkan,  dan  diawasi  oleh  Pemerintah  dengan  kewenangan  mengaudit  dan 
mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. 

12. Tanda  Tangan  Elektronik  adalah  tanda  tangan  yang  terdiri  atas  Informasi  Elektronik   yang 
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai 
alat verifikasi dan autentikasi. 
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13. Penanda Tangan adalah  subjek hukum yang  terasosiasikan atau  terkait dengan Tanda Tangan 
Elektronik. 

14. Komputer  adalah  alat  untuk memproses  data  elektronik, magnetik,  optik,  atau  sistem  yang 
melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. 

15. Akses adalah kegiatan melakukan  interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri  sendiri atau 
dalam jaringan. 

16. Kode Akses  adalah  angka,  huruf,  simbol,  karakter  lainnya  atau  kombinasi  di  antaranya,  yang 
merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya. 

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. 
18. Pengirim  adalah  subjek  hukum  yang  mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen 

Elektronik. 
19. Penerima  adalah  subjek  hukum  yang  menerima  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen 

Elektronik dari Pengirim. 
20. Nama Domain  adalah  alamat  internet  penyelenggara  negara, Orang,  Badan Usaha,  dan/atau 

masyarakat,  yang  dapat  digunakan  dalam  berkomunikasi melalui  internet,  yang  berupa  kode 
atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 

21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara  Indonesia, warga negara asing, maupun 
badan hukum. 

22. Badan  Usaha  adalah  perusahaan  perseorangan  atau  perusahaan  persekutuan,  baik  yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden. 
 

 
 

Pasal 2 

 

Undang‐Undang  ini  berlaku  untuk  setiap Orang  yang melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana 
diatur  dalam Undang‐Undang  ini,  baik  yang  berada  di wilayah  hukum  Indonesia maupun  di  luar 
wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar 
wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. 

 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

 
Pasal 3 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian 
hukum, manfaat, kehati‐hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. 

 
 

Pasal 4 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: 

a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 
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b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat; 

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 
d. membuka kesempatan seluas‐luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan 

kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin 
dan bertanggung jawab; dan 

e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan 
penyelenggara Teknologi Informasi. 

 
 
 

BAB III 
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK 

 
Pasal 5 

 
1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat 

bukti hukum yang sah. 
2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum 
Acara yang berlaku di Indonesia. 

3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem 
Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang‐Undang ini. 

4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 
 
a. surat yang menurut Undang‐Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan 
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang‐Undang harus dibuat dalam bentuk akta 

notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. 
 
 

Pasal 6 

 
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa 
suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin 

keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. 
 
 

Pasal 7 

 
Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain 
berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik 

yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang‐undangan. 
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Pasal 8 

(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan 
alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima 
dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim. 

(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem 
Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak. 

(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi 
Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki 
Sistem Elektronik yang ditunjuk. 

(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau 
penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka: 

a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki 
sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim; 

b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki 
sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima. 

 
Pasal 9 

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang 
lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. 

 
 

Pasal 10 

(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga 
Sertifikasi Keandalan. 

(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

 
Pasal 11 

(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; 
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya 

berada dalam kuasa Penanda Tangan; 
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu 

penandatanganan dapat diketahui; 
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik 

tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan 
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f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan 
persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 

 
Pasal 12 

 
(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan 
atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya. 

(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang‐kurangnya 
meliputi: 

a. Sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak; 
b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati‐hatian untuk menghindari penggunaan 

secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik; 
c. Penanda Tangan harus tanpa menunda‐nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh 

penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus 
segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai 
Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika: 
 

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah 
dibobol; atau 

2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, 
kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan 

 
d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda 

Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi  yang terkait dengan 
Sertifikat Elektronik tersebut. 

(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. 
 
 

 
BAB IV 

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK 
 

 
Bagian Kesatu 

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 
 

Pasal 13 

(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda 
Tangan Elektronik. 
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(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik 
dengan pemiliknya. 

(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas: 

a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan 
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing. 

(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di 
Indonesia. 

(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 

Pasal 14 

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat 
(5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang 
meliputi: 

a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan; 

b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan 

c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik. 
 
 

Bagian Kedua 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik 

 

 
Pasal 15 

 
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus  menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan 
aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. 

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem 
Elektroniknya. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya 
keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. 
 

 
Pasal 16 

 
(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang‐undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem 
Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai 
berikut: 
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a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh 
sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang‐undangan; 

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan 
Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; 

c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem 
Elektronik tersebut; 

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau 
simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem 
Elektronik tersebut; dan 

e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan 
kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 
 

BAB V 
TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 
Pasal 17 

(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. 

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik selama transaksi berlangsung. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 

Pasal 18 

(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. 

(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik 
internasional yang dibuatnya. 

(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang 
berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. 

(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga 
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari 
Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 

(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan 
kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang 
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas 
Hukum Perdata Internasional. 
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Pasal 19 
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem 

Elektronik yang disepakati. 

 
 

Pasal 20 

(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi 
yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. 

(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. 

 
 

Pasal 21 

(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan 
olehnya, atau melalui Agen Elektronik. 

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: 

a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi 
tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; 

b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi 
Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau 

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi 
Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. 

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan 
pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab 
penyelenggara Agen Elektronik.  

(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian 
pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya 
keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. 

 
 

Pasal 22 

(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang 
dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam 
proses transaksi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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BAB VI 
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, 

 DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI 
 

Pasal 23 

(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama 
Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. 

(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan 
pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak 
Orang lain. 

(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena 
penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan 
Nama Domain dimaksud. 

 
 

Pasal 24 

(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat. 

(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak 
mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan. 

(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang 
diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang‐
undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
 

Pasal 25 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi 

karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di 
dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundang‐undangan. 
 

Pasal 26 

(1)  Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang‐undangan, penggunaan setiap informasi melalui 
media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang 
bersangkutan. 

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan 
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang‐Undang ini. 
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BAB VII 
PERBUATAN YANG DILARANG 

 
Pasal 27 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
yang melanggar kesusilaan. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
perjudian. 

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
pemerasan dan/atau pengancaman. 

 
 

Pasal 28 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.  

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 

 
 

Pasal 29 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau 
menakut‐nakuti yang ditujukan secara pribadi. 

 
 

Pasal 30 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau 
Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau 
Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik. 
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(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau 
Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol 
sistem pengamanan. 

 
 

Pasal 31 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau 
penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau 
Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas 
transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di 
dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak 
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, 
dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. 

(3) Kecuali  intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam 
rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum 
lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang‐undang. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
 
 

Pasal 32 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, 
menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, 
menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik 
publik. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun 
memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem 
Elektronik Orang lain yang tidak berhak. 

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh 
publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. 

 
 

Pasal 33 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 
tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau 

mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana 
mestinya. 
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Pasal 34 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, 
mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: 

a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus 
dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai 
dengan Pasal 33; 

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem 
Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. 

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan 
kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara 
sah dan tidak melawan hukum. 
 

 
Pasal 35 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 
manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah‐olah data 
yang otentik. 

 
 

Pasal 36 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang 

mengakibatkan kerugian bagi Orang lain. 
 
 

Pasal 37 
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia 
terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. 

 
 
 

BAB VIII 
PENYELESAIAN SENGKETA 

 
Pasal 38 

(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik 
dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. 

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan 
Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang‐undangan. 
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Pasal 39 

(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang‐undangan. 

(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat 
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang‐undangan. 

 
 
 

BAB IX 
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT 

 
Pasal 40 

(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang‐undangan. 

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat 
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang‐undangan. 

(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib 
dilindungi. 

(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan 
rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan 
pengamanan data. 

(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam 
cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
 

Pasal 41 

(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan 
dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang‐
Undang ini. 

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat. 

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. 
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BAB X 

PENYIDIKAN 
 

Pasal 42 
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang 

ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan 
ketentuan dalam Undang‐Undang ini. 

 
Pasal 43 

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang‐
Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 

(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan 
publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang‐undangan. 

(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak 
pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. 

(4)  Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. 

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana 
berdasarkan ketentuan Undang‐Undang ini; 

b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait 
dengan ketentuan Undang‐Undang ini; 

c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak 
pidana berdasarkan ketentuan Undang‐Undang ini; 

d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga 
melakukan tindak pidana berdasarkan Undang‐Undang ini; 

e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan 
Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan 
Undang‐Undang ini; 

f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai 
tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang‐Undang ini; 

g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi 
Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang‐
undangan; 

h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana 
berdasarkan Undang‐Undang ini; dan/atau  
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i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang‐Undang ini sesuai 
dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. 

(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib 
meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. 

(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
hasilnya kepada penuntut umum. 

(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik 
dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti. 

 
 

Pasal 44 
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

menurut ketentuan Undang‐Undang ini adalah sebagai berikut: 

 

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang‐undangan; dan 

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 

 
 

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 45 

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah). 
 

 
 

Pasal 46 

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah). 
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(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus 
juta rupiah). 

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah). 

 
 

Pasal 47 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) 
dipidana dengan pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 

 
 

Pasal 48 

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 
 

 
Pasal 49 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
 

 
Pasal 50 

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 
 

Pasal 51 

(1)  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar rupiah). 
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(2)  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar rupiah). 

 
 

Pasal 52 

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau 
eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan 
terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok 
ditambah sepertiga. 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan 
terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank 
sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana 
maksimal ancaman pidana pokok masing‐masing Pasal ditambah dua pertiga. 

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan 
oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. 

 
 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 53 

Pada saat berlakunya Undang‐Undang ini, semua Peraturan Perundang‐undangan 
dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi 
yang tidak bertentangan dengan Undang‐Undang ini dinyatakan tetap berlaku. 

 
 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 54 

(1) Undang‐Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya 
Undang‐Undang ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang‐Undang 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
 
 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 
ANDI MATTALATA 

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... 

 
 
 
 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

 
RANCANGAN 
PENJELASAN 

RANCANGAN UNDANG‐UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ......TAHUN .... 

TENTANG 
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 
I. UMUM 

 

Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, media,  dan  komunikasi  telah mengubah  baik  perilaku masyarakat 
maupun  peradaban manusia  secara  global.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah 
pula menyebabkan  hubungan  dunia menjadi  tanpa  batas  (borderless)  dan menyebabkan  perubahan 
sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat  ini 
menjadi  pedang  bermata  dua  karena  selain memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan, 
kemajuan,  dan  peradaban  manusia,  sekaligus  menjadi  sarana  efektif  perbuatan  melawan  hukum. 
 
Saat  ini telah  lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. 
Hukum  siber atau cyber  law,  secara  internasional digunakan untuk  istilah hukum yang  terkait dengan 
pemanfaatan  teknologi  informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum  telematika yang merupakan 
perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain 
yang  juga digunakan adalah hukum  teknologi  informasi  (law of  information  technology), hukum dunia 
maya  (virtual world  law), dan hukum mayantara.  Istilah‐istilah  tersebut  lahir mengingat kegiatan yang 
dilakukan melalui  jaringan  sistem  komputer dan  sistem  komunikasi baik dalam  lingkup  lokal maupun 
global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan 
sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah 
ketika  terkait  dengan  penyampaian  informasi,  komunikasi,  dan/atau  transaksi  secara  elektronik, 
khususnya  dalam  hal  pembuktian  dan  hal  yang  terkait  dengan  perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan 
melalui sistem elektronik. 
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Yang  dimaksud  dengan  sistem  elektronik  adalah  sistem  komputer  dalam  arti  luas,  yang  tidak  hanya 
mencakup  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  komputer,  tetapi  juga  mencakup  jaringan 
telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah 
sekumpulan  instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk  lain, yang 
apabila  digabungkan  dengan  media  yang  dapat  dibaca  dengan  komputer  akan  mampu  membuat 
komputer bekerja untuk melakukan  fungsi  khusus  atau untuk mencapai hasil  yang  khusus,  termasuk 
persiapan dalam merancang instruksi tersebut. 

 

Sistem  elektronik  juga  digunakan  untuk menjelaskan  keberadaan  sistem  informasi  yang merupakan 
penerapan  teknologi  informasi  yang  berbasis  jaringan  telekomunikasi  dan  media  elektronik,  yang 
berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan,  dan mengirimkan  atau menyebarkan 
informasi  elektronik.  Sistem  informasi  secara  teknis  dan manajemen  sebenarnya  adalah  perwujudan 
penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan 
karakteristik  kebutuhan  pada organisasi  tersebut dan  sesuai dengan  tujuan peruntukannya.  Pada  sisi 
yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan 
mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat  lunak, prosedur,  sumber daya manusia, 
dan substansi  informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi  input, process, output, storage, 
dan communication. 

 

Sehubungan dengan  itu, dunia hukum  sebenarnya  sudah  sejak  lama memperluas penafsiran asas dan 
normanya  ketika  menghadapi  persoalan  kebendaan  yang  tidak  berwujud,  misalnya  dalam  kasus 
pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena 
kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana 
pun.  Kerugian  dapat  terjadi  baik  pada  pelaku  transaksi maupun  pada  orang  lain  yang  tidak  pernah 
melakukan  transaksi,  misalnya  pencurian  dana  kartu  kredit  melalui  pembelanjaan  di  Internet.  Di 
samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan 
saja belum  terakomodasi dalam  sistem hukum  acara  Indonesia  secara  komprehensif, melainkan  juga 
ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam 
waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan 
rumit. 
 
Permasalahan  yang  lebih  luas  terjadi  pada  bidang  keperdataan  karena  transaksi  elektronik  untuk 
kegiatan  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  (electronic  commerce)  telah  menjadi  bagian  dari 
perniagaan  nasional  dan  internasional.  Kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa  konvergensi  di  bidang 
teknologi  informasi, media,  dan  informatika  (telematika)  berkembang  terus  tanpa  dapat  dibendung, 
seiring  dengan  ditemukannya  perkembangan  baru  di  bidang  teknologi  informasi,  media,  dan 
komunikasi. 
 
Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat 
virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan 
pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika 
cara  ini  yang  ditempuh  akan  terlalu  banyak  kesulitan  dan  hal  yang  lolos  dari  pemberlakuan  hukum. 
Kegiatan  dalam  ruang  siber  adalah  kegiatan  virtual  yang  berdampak  sangat  nyata  meskipun  alat 
buktinya  bersifat  elektronik.  Dengan  demikian,  subjek  pelakunya  harus  dikualifikasikan  pula  sebagai 
Orang yang  telah melakukan perbuatan hukum  secara nyata. Dalam kegiatan e‐commerce antara  lain 
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dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di 
atas kertas. 

 

Berkaitan dengan hal  itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan 
teknologi  informasi, media, dan  komunikasi  agar dapat berkembang  secara optimal. Oleh  karena  itu, 
terdapat  tiga  pendekatan  untuk menjaga  keamanan  di  cyber  space,  yaitu  pendekatan  aspek  hukum, 
aspek  teknologi,  aspek  sosial,  budaya,  dan  etika.  Untuk  mengatasi  gangguan  keamanan  dalam 
penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena  tanpa kepastian 
hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. 

 
 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

 
Pasal 2 

 

Undang‐Undang  ini  memiliki  jangkauan  yurisdiksi  tidak  semata‐mata  untuk  perbuatan  hukum  yang 
berlaku  di  Indonesia  dan/atau  dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia,  tetapi  juga  berlaku  untuk 
perbuatan hukum yang dilakukan di  luar wilayah hukum  (yurisdiksi)  Indonesia baik oleh warga negara 
Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang 
memiliki  akibat  hukum  di  Indonesia,  mengingat  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  untuk  Informasi 
Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan 
"merugikan kepentingan  Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan 
ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan 
negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. 

 
 

Pasal 3 

 

"Asas kepastian hukum" berarti  landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi  Informasi dan Transaksi 
Elektronik  serta  segala  sesuatu  yang mendukung  penyelenggaraannya  yang mendapatkan pengakuan 
hukum di dalam dan di luar pengadilan. 

"Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan 
untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Asas  kehati‐hatian"  berarti  landasan  bagi  pihak  yang  bersangkutan  harus memperhatikan  segenap 
aspek  yang  berpotensi  mendatangkan  kerugian,  baik  bagi  dirinya  maupun  bagi  pihak  lain  dalam 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. 

"Asas  iktikad baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak 
bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak 
lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. 
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"Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti 
perkembangan pada masa yang akan datang. 

 
 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

 
Pasal 5 
Ayat 1 

Cukup jelas. 

 
Ayat 2 

Cukup jelas. 

 
Ayat 3 

Cukup jelas. 

 
Ayat 4 
Huruf a 

Surat yang menurut undang‐undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat 
berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara 
perdata, pidana, dan administrasi negara. 

 
Huruf b 

Cukup jelas. 
 

 
Pasal 6 

Selama  ini  bentuk  tertulis  identik  dengan  informasi  dan/atau  dokumen  yang  tertuang  di  atas  kertas 
semata, padahal pada hakikatnya  informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa 
saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya 
tidak  relevan  lagi  untuk  dibedakan  sebab  Sistem  Elektronik  pada  dasarnya  beroperasi  dengan  cara 
penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. 

 
 

Pasal 7 
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat 

digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. 
 
 

Pasal 8 
Cukup jelas. 
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Pasal 9 

Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" meliputi: 

a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai 
produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara; 

b. informasi  lain  yang menjelaskan  hal  tertentu  yang menjadi  syarat  sahnya  perjanjian  serta 
menjelaskan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan,  seperti  nama,  alamat,  dan  deskripsi 
barang/jasa. 

 
 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Sertifikasi  Keandalan  dimaksudkan  sebagai  bukti  bahwa  pelaku  usaha  yang melakukan  perdagangan 
secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti 
telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada 
laman (home page) pelaku usaha tersebut. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

 
Pasal 11 
Ayat (1) 

Undang‐Undang  ini memberikan  pengakuan  secara  tegas  bahwa meskipun  hanya merupakan  suatu 
kode,  Tanda  Tangan  Elektronik memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  tanda  tangan manual  pada 
umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. 

Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  ini  merupakan  persyaratan  minimum  yang  harus 
dipenuhi  dalam  setiap  Tanda  Tangan  Elektronik.  Ketentuan  ini membuka  kesempatan  seluas‐luasnya 
kepada  siapa  pun  untuk  mengembangkan  metode,  teknik,  atau  proses  pembuatan  Tanda  Tangan 
Elektronik. 
 

Ayat (2) 

Peraturan  Pemerintah  dimaksud,  antara  lain, mengatur  tentang  teknik, metode,  sarana,  dan  proses 
pembuatan Tanda Tangan Elektronik. 

 
 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
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Pasal 14 

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  ini adalah  informasi yang minimum harus dipenuhi oleh 
setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik. 

 
 

Pasal 15 
Ayat (1) 

"Andal" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. 

"Aman" artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik. 

"Beroperasi sebagaimana mestinya" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan 
spesifikasinya. 

 

Ayat (2) 

"Bertanggung jawab" artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

 
Pasal 17 
Ayat (1) 

Undang‐Undang  ini  memberikan  peluang  terhadap  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  oleh 
penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. 

Pemanfaatan  Teknologi  Informasi harus dilakukan  secara baik, bijaksana, bertanggung  jawab,  efektif, 
dan  efisien  agar  dapat  diperoleh  manfaat  yang  sebesar‐besarnya  bagi  masyarakat. 
 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan 
secara elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi 
kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam 
kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata 
internasional (HPI). 

 

Ayat (3) 

Dalam  hal  tidak  ada  pilihan  hukum,  penetapan  hukum  yang  berlaku  berdasarkan  prinsip  atau  asas 
hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut. 

 
Ayat (4) 

Forum  yang  berwenang  mengadili  sengketa  kontrak  internasional,  termasuk  yang  dilakukan  secara 
elektronik,  adalah  forum  yang  dipilih  oleh  para  pihak.  Forum  tersebut  dapat  berbentuk  pengadilan, 
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. 

 
Ayat (5) 

Dalam hal para pihak  tidak melakukan pilihan  forum, kewenangan  forum berlaku berdasarkan prinsip 
atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (the 
basis  of  presence)  dan  efektivitas  yang  menekankan  pada  tempat  harta  benda  tergugat  berada 
(principle of effectiveness) . 

 
 

Pasal 19 

Yang  dimaksud  dengan  "disepakati"  dalam  pasal  ini  juga  mencakup  disepakatinya  prosedur  yang 
terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan. 

 

 
Pasal 20 
Ayat (1) 

Transaksi  Elektronik  terjadi pada  saat  kesepakatan  antara para pihak  yang  dapat berupa,  antara  lain 
pengecekan data,  identitas, nomor  identifikasi pribadi  (personal  identification number/PIN) atau sandi 
lewat (password). 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "dikuasakan" dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan  "fitur"  adalah  fasilitas  yang memberikan  kesempatan  kepada pengguna Agen 
Elektronik  untuk  melakukan  perubahan  atas  informasi  yang  disampaikannya,  misalnya  fasilitas 
pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Nama  Domain  berupa  alamat  atau  jati  diri  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau 
masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve). 

Prinsip  pendaftar  pertama  berbeda  antara  ketentuan  dalam  Nama  Domain  dan  dalam  bidang  hak 
kekayaan  intelektual  karena  tidak  diperlukan  pemeriksaan  substantif,  seperti  pemeriksaan  dalam 
pendaftaran merek dan paten. 

 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang  lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan 
hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain. 

 

Ayat (3) 

Yang  dimaksud  dengan  "penggunaan  Nama  Domain  secara  tanpa  hak"  adalah  pendaftaran  dan 
penggunaan Nama Domain yang  semata‐mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang 
lain untuk menggunakan nama  yang  intuitif dengan  keberadaan nama dirinya  atau nama produknya, 
atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan 
konsumen. 
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Pasal 24 
Cukup jelas. 

 
Pasal 25 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya 
intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi 
oleh Undang‐Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang‐undangan. 

 
 

Pasal 26 
Ayat (1) 

Dalam pemanfaatan Teknologi  Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari 
hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: 

a. Hak  pribadi merupakan  hak  untuk menikmati  kehidupan  pribadi  dan  bebas  dari  segala macam 
gangguan. 

b. Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  dapat  berkomunikasi  dengan  Orang  lain  tanpa  tindakan 
memata‐matai. 

c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data 
seseorang. 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

 
Pasal 29 

Cukup jelas. 
 

Pasal 30 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain 
dengan: 

a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal‐hal 
tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau 
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b. sengaja  menghalangi  agar  informasi  dimaksud  tidak  dapat  atau  gagal  diterima  oleh  yang 
berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

 

Ayat (3) 

Sistem  pengamanan  adalah  sistem  yang membatasi  akses  Komputer  atau melarang  akses  ke  dalam 
Komputer  dengan  berdasarkan  kategorisasi  atau  klasifikasi  pengguna  beserta  tingkatan  kewenangan 
yang ditentukan. 

 
 

Pasal 31 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, 
membelokkan, mengubah, menghambat,  dan/atau mencatat  transmisi  Informasi  Elektronik  dan/atau 
Dokumen Elektronik yang  tidak bersifat publik, baik menggunakan  jaringan kabel komunikasi maupun 
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

 
Pasal 33 

Cukup jelas. 
 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 
 

Ayat (2) 

Yang  dimaksud  dengan  "kegiatan  penelitian"  adalah  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga 
penelitian yang memiliki izin. 

 
 

Pasal 35 
Cukup jelas. 
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Pasal 36 

Cukup jelas. 
 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

 
Pasal 38 

Cukup jelas. 
 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

 
Pasal 40 

Cukup jelas. 
 

Pasal 41 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "lembaga yang dibentuk oleh masyarakat" merupakan lembaga yang bergerak di 
bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

 
Pasal 43 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (5) 
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Huruf a 
Cukup jelas. 

 
Huruf b 

Cukup jelas. 

 
Huruf c 

Cukup jelas. 

 
Huruf d 

Cukup jelas. 

 
Huruf e 

Cukup jelas. 

 
Huruf f 

Cukup jelas. 

 
Huruf g 

Cukup jelas. 
 

Huruf h 

Yang  dimaksud  dengan  "ahli"  adalah  seseorang  yang memiliki  keahlian  khusus  di  bidang  Teknologi 
Informasi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  akademis  maupun  praktis  mengenai 
pengetahuannya tersebut. 

 
Huruf i 

Cukup jelas. 

 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (8) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

 
Pasal 45 

Cukup jelas. 
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Pasal 46 

Cukup jelas. 
 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

 
Pasal 48 

Cukup jelas. 
 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

 
Pasal 50 

Cukup jelas. 
 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

 
Pasal 52 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 yang dilakukan oleh korporasi 
(corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk: 

a. mewakili korporasi; 

b. mengambil keputusan dalam korporasi; 

c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi; 

d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi. 

 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

 
Pasal 54 

Cukup jelas. 
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... 
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UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

UNDANG­UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang             : a. bahwa   pembangunan   nasional   bertujuan   untuk   mewujudkan 
suatu  masyarakat  adil  dan makmur  yang merata  materiil   dan 
spiritual  dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila 
dan Undang­Undang Dasar 1945;

b. bahwa   pembangunan   perekonomian   nasional   opada   era 
globalisasi   harus   dapat   mendukung   tumbuhnya   dunia   usaha 
sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang 
memiliki   kandungan   teknologi   yang   dapat   meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan 
kepastian   atas   barang   dan/jasa   yang   diperoleh   dari 
perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari 
proses globalisasi  ekonomi harus  tetap menjamin peningkatan 
kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan 
keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;

d. bahwa   untuk   meningkatkan   harkat   dan   martabat   konsumen 
perlu   meningkatkan   kesadaran,   pengetahuan,   kepedulian, 
kemampuan   dan   kemandirian   konsumen   untuk   melindungi 
dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang 
bertanggung jawab;

e. bahwa   ketentuan   hukum   yang   melindungi   kepentingan 
konsumen di Indonesia belum memadai
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UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

f. bahwa berdasarkan  pertimbangan   tersebut   di   atas  diperlukan 
perangkat   peraturan   perundang­undangan   untuk   mewujudkan 
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku 
usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

g. bahwa   untuk   itu   perlu   dibentuk   undang­undang   tentang 
perlindungan konsumen.

Mengingat               : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang­
Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan            : UNDANG­UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
 
Dalam undang­undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Perlindungan   konsumen  adalah   segala   upaya   yang   menjamin   adanya   kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. Konsumen  adalah setiap orang pemakai barang dan/atau  jasa yang  tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,  keluarga, orang lain maupun makhluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

3. Pelaku   usaha  adalah   setiap   orang   perseorangan   atau   badan   usaha,   baik   yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun  bersama­sama melalui   perjanjian  menyelenggarakan   kegiatan  usaha  dalam 
berbagai bidang ekonomi. 
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UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

4. Barang  adalah   setiap   benda   baik   berwujud  maupun   tidak   berwujud,   baik   bergerak 
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat 
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 

5. Jasa  adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan 
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

6. Promosi  adalah   kegiatan   pengenalan   atau   penyebarluasan   informasi   suatu   barang 
dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang 
akan dan sedang diperdagangkan.

7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa  adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah 

Republik Indonesia. 
9. Lembaga   Perlindungan   Konsumen   Swadaya   Masyarakat  adalah   lembaga   non­

pemerintah   yang   terdaftar   dan   diakui   oleh   pemerintah   yang   mempunyai   kegiatan 
menangani perlindungan konsumen. 

10. Klausula   Baku  adalah   setiap   aturan   atau   ketentuan   dan   syarat­syarat   yang   telah 
dipersiapkan dan ditetapkan  terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi 
oleh konsumen. 

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  adalah badan yang bertugas menangani 
dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 

12. Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional  adalah   badan   yang   dibentuk   untuk 
membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. 

13. Menteri  adalah   menteri   yang   ruang   lingkup   tugas  dan   tanggung   jawabnya  meliputi 
bidang perdagangan. 

 
BAB II

ASAS DAN TUJUAN
 

Pasal 2
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Perlindungan   konsumen   berasaskan   manfaat,   keadilan,   keseimbangan,   keamanan   dan 
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. 
   

Pasal 3
Perlindungan konsumen bertujuan : 
a. meningkatkan kesadaran,  kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi 

diri; 
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses 

negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
c. meningkatkan   pemberdayaan   konsumen  dalam  memilih,  menentukan   dan   menuntut 

hak­haknya sebagai konsumen; 
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum 

dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen 

sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 
f. meningkatkan   kualitas   barang   dan/atau   jasa   yang   menjamin   kelangsungan   usaha 

produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 
konsumen. 

 
BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN
 

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4
Hak konsumen adalah : 
a. hak   atas   kenyamanan,   keamanan,   dan   keselamatan   dalam   mengkonsumsi   barang 

dan/atau jasa; 
b. hak   untuk   memilih   barang   dan/atau   jasa   serta   mendapatkan   barang   dan/atau   jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
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c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa; 

d. hak   untuk   didengar   pendapat   dan   keluhannya   atas   barang   dan/atau   jasa   yang 
digunakan; 

e. hak   untuk   mendapatkan   advokasi,   perlindungan,   dan   upaya  penyelesaian   sengketa 
perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau  jasa yang diterima  tidak sesuai  dengan perjanjian atau  tidak  sebagaimana 
mestinya; 

i. hak­hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­undangan lainnya. 
 

Pasal 5
Kewajiban konsumen adalah : 
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 

barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
 

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

 
Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah : 
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi 

dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak 

baik; 
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c. hak   untuk   melakukan   pembelaan   diri   sepatutnya   di   dalam   penyelesaian   hukum 
sengketa konsumen; 

d. hak   untuk   rehabilitasi   nama   baik   apabila   terbukti   secara   hukum   bahwa   kerugian 
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

e. hak­hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­undangan lainnya. 

Pasal 7
Kewajiban pelaku usaha adalah : 
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
c. memperlakukan   atau   melayani   konsumen   secara   benar   dan   jujur   serta   tidak 

diskriminatif; 
d. menjamin   mutu   barang   dan/atau   jasa   yang   diproduksi   dan/atau   diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 
e. memberi   kesempatan   kepada   konsumen   untuk   menguji,   dan/atau   mencoba   barang 

dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 
dan/atau yang diperdagangkan; 

f. memberi   kompensasi,   ganti   rugi   dan/atau   penggantian   atas   kerugian   akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

g. memberi  kompensasi,  ganti   rugi  dan/atau penggantian apabila  barang dan/atau  jasa 
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

   
BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8
 
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa 

yang: 
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a. tidak   memenuhi   atau   tidak     sesuai   dengan   standar   yang   dipersyaratkan   dan 
ketentuan peraturan perundang­undangan; 

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan 
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; 

c. tidak   sesuai   dengan   ukuran,   takaran,   timbangan   dan   jumlah   dalam   hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana 
dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, 
atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan 
barang dan/atau jasa tersebut;

f. tidak sesuai  dengan  janji  yang dinyatakan dalam label,  etiket,  keterangan,  iklan 
atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 

g. tidak   mencantumkan   tanggal   kadaluwarsa   atau   jangka   waktu   penggunaan/ 
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

h. tidak   mengikuti   ketentuan   berproduksi   secara   halal,   sebagaimana   pernyataan 
"halal" yang dicantumkan dalam label;

i. tidak   memasang   label   atau   membuat   penjelasan   barang   yang   memuat   nama 
barang,   ukuran,   berat/isi   bersih   atau   netto,   komposisi,   aturan   pakai,   tanggal 
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan 
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat; 

j. tidak   mencantumkan   informasi   dan/atau   petunjuk   penggunaan   barang   dalam 
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang­undangan yang berlaku. 

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan 
tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan  farmasi  dan pangan yang  rusak, 
cacat   atau   bekas   dan   tercemar,   dengan   atau   tanpa   memberikan   informasi   secara 
lengkap dan benar. 

(4) Pelaku   usaha   yang   melakukan   pelanggaran   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   dilarang 
memperdagangkan   barang   dan/atau   jasa   tersebut   serta   wajib   menariknya   dari 
peredaran. 
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Pasal 9
 
(1) Pelaku   usaha   dilarang   menawarkan,   memproduksikan,   mengiklankan   suatu   barang 

dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah­olah: 
a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, 

standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau 
guna tertentu; 

b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; 
c. barang   dan/atau   jasa   tersebut   telah   mendapatkan   dan/atau   memiliki   sponsor, 

persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri­ciri kerja atau aksesori 
tertentu; 

d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, 
persetujuan atau afiliasi; 

e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia; 
f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; 
g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 
i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain; 
j. menggunakan   kata­kata   yang   berlebihan,   seperti   aman,   tidak   berbahaya,   tidak 

mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap; 
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 

(2) Barang   dan/atau   jasa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilarang   untuk 
diperdagangkan. 

(3) Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran   terhadap  ayat   (1)   dilarang  melanjutkan 
penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. 
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Pasal 10
 
Pelaku   usaha   dalam   menawarkan   barang   dan/atau   jasa   yang   ditujukan   untuk 
diperdagangkan   dilarang   menawarkan,   mempromosikan,   mengiklankan   atau   membuat 
pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: 
a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; 
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 
 

Pasal 11
 
Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang 
mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan; 
a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah­olah telah memenuhi standar mutu 

tertentu;
b. menyatakan   barang   dan/atau   jasa   tersebut   seolah­olah   tidak   mengandung   cacat 

tersembunyi; 
c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk 

menjual barang lain; 
d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan 

maksud menjual barang yang lain;
e. tidak  menyediakan   jasa  dalam kapasitas   tertentu  atau  dalam  jumlah  cukup  dengan 

maksud menjual jasa yang lain; 
f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral. 
 

Pasal 12
 
Pelaku   usaha   dilarang   menawarkan,   mempromosikan   atau   mengiklankan   suatu   barang 
dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku 
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usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah 
yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. 
 

Pasal 13
 
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang 

dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain 
secara   cuma­cuma   dengan   maksud   tidak   memberikannya   atau   memberikan   tidak 
sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan  atau  mengiklankan  obat,  obat 
tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan 
cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. 

 
Pasal 14

 
Pelaku   usaha   dalam   menawarkan   barang   dan/atau   jasa   yang   ditujukan   untuk 
diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: 
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; 
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; 
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; 
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 

Pasal 15
 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan 
cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis 
terhadap konsumen. 
   

Pasal 16
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Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: 
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang 

dijanjikan; 
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 
 

Pasal 17
 
(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: 

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga 
barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 
c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau 

jasa; 
d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; 
e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau 

persetujuan yang bersangkutan; 
f. melanggar   etika   dan/atau   ketentuan   peraturan   perundang­undangan   mengenai 

periklanan. 
(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran  iklan yang telah melanggar 

ketentuan pada ayat (1). 

BAB V
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18
 
(1) Pelaku   usaha   dalam   menawarkan   barang   dan/atau   jasa   yang   ditujukan   untuk 

diperdagangkan   dilarang   membuat   atau   mencantumkan   klausula   baku   pada   setiap 
dokumen dan/atau perjanjian apabila: 
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
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b. menyatakan  bahwa pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali   barang 
yang dibeli konsumen; 

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang 
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 

d. menyatakan pemberian kuasa dari  konsumen kepada pelaku usaha baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang 
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan 
jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi   hak   kepada   pelaku   usaha   untuk   mengurangi   manfaat   jasa   atau 
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; 

g. menyatakan   tunduknya   konsumen  kepada   peraturan   yang  berupa  aturan   baru, 
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. menyatakan   bahwa   konsumen   memberi   kuasa   kepada   pelaku   usaha   untuk 
pembebanan hak tanggungan, hak gadai,  atau hak jaminan terhadap barang yang 
dibeli oleh konsumen secara angsuran. 

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang  letak atau bentuknya sulit 
terlihat   atau   tidak   dapat   dibaca   secara   jelas,   atau   yang   pengungkapannya   sulit 
dimengerti. 

(3) Setiap  klausula  baku  yang   telah  ditetapkan  oleh  pelaku  usaha pada  dokumen atau 
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dinyatakan batal demi hukum. 

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang­
undang ini. 
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BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

 
Pasal 19

 
(1) Pelaku   usaha   bertanggung   jawab   memberikan   ganti   rugi   atas   kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau 
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang 
atau   penggantian   barang   dan/atau   jasa   yang   sejenis   atau   setara   nilainya,   atau 
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang­undangan yang berlaku. 

(3) Pemberian   gantirugi   dilaksanakan   dalam   tenggang   waktu   7   (tujuh)   hari   setelah 
tanggal transaksi. 

(4) Pemberian   ganti   rugi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   tidak 
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih 
lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila 
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan 
konsumen. 

 
Pasal 20

 
Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat 
yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. 
 

Pasal 21
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(1) Importir   barang   bertanggung   jawab   sebagai   pembuat   barang   yang   diimpor   apabila 
importasi   barang   tersebut   tidak  dilakukan  oleh  agen  atau  perwakilan  produsen   luar 
negeri. 

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa 
asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing. 

 
Pasal 22

 
Pembuktian   terhadap   ada   tidaknya   unsur   kesalahan   dalam   kasus   pidana   sebagaimana 
dimaksud   dalam   Pasal   19   ayat   (4),   Pasal   20,   dan   Pasal   21   merupakan   beban   dan 
tanggungjawab   pelaku   usaha   tanpa   menutup   kemungkinan   bagi   jaksa   untuk   melakukan 
pembuktian. 
 

Pasal 23
 
Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi 
ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau 
mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. 
 

Pasal 24
 
(1) Pelaku   usaha   yang   menjual   barang   dan   atau   jasa   kepada   pelaku   usaha   lain 

bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila: 
a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun 

atas barang dan/atau jasa tersebut; 
b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan 

barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan 
contoh, mutu, dan komposisi. 
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(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari  tanggung jawab 
atas  tuntutan ganti   rugi  dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha  lain yang 
membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan 
perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. 

 
Pasal 25

 
(1) Pelaku usaha yang memproduksi  barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam 

batas   waktu   sekurang­kurangnya   1   (satu)   tahun   wajib   menyediakan   suku   cadang 
dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan 
yang diperjanjikan. 

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan 
ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut: 
a. tidak   menyediakan   atau   lalai   menyediakan   suku   cadang   dan/atau   fasilitas 

perbaikan; 
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. 

 
Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang 
disepakati dan/atau yang diperjanjikan. 
 

Pasal 27
 
Pelaku usaha  yang memproduksi  barang dibebaskan dari   tanggung  jawab atas kerugian 
yang diderita konsumen, apabila: 
a. barang   tersebut   terbukti   seharusnya   tidak   diedarkan   atau   tidak   dimaksudkan   untuk 

diedarkan; 
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b. cacat barang timbul pada kemudian hari; 
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; 
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; 
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya 

jangka waktu yang diperjanjikan. 
 

Pasal 28
 
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab 
pelaku usaha. 

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 
Bagian Pertama

Pembinaan
 

Pasal 29
 
(1) Pemerintah   bertanggungjawab   atas   pembinaan   penyelenggaraan   perlindungan 

konsumen   yang   menjamin   diperolehnya   hak   konsumen   dan   pelaku   usaha   serta 
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 

(2) Pembinaan   oleh   pemerintah   atas   penyelenggaraan   perlindungan   konsumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri 
teknis terkait. 

(3) Menteri   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   melakukan   koordinasi   atas 
penyelenggaraan perlindungan konsumen. 

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi upaya untuk: 

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha 
dan konsumen; 
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b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 
c. meningkatnya   kualitas   sumberdaya   manusia   serta   meningkatnya   kegiatan 

penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. 
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Bagian Kedua
Pengawasan

 
Pasal 30

 
(2) Pengawasan   terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen serta  penerapan 

ketentuan   peraturan   perundang­undangannya   diselenggarakan   oleh   pemerintah, 
masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 

(3) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilaksanakan 
oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(4) Pengawasan   oleh   masyarakat   dan   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya 
masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. 

(5) Apabila   hasil   pengawasan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)   ternyata 
menyimpang dari peraturan perundang­undangan yang berlaku dan membahayakan 
konsumen,   Menteri   dan/atau   menteri   teknis   mengambil   tindakan   sesuai   dengan 
peraturan perundang­undangan yang berlaku. 

(6) Hasil   pengawasan   yang   diselenggarakan   masyarakat   dan   lembaga   perlindungan 
konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat 
disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. 

(7) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 
BAB VIII

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
 

Bagian Pertama
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Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas
 

Pasal 31

Dalam   rangka   mengembangkan   upaya   perlindungan   konsumen   dibentuk   Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional. 

Pasal 32
 
Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   berkedudukan   di   Ibu   Kota   Negara   Republik 
Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
 

Pasal 33
 
Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   mempunyai   fungsi   memberikan   saran   dan 
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di 
Indonesia. 

Pasal 34
 
(1) Untuk   menjalankan   fungsi   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   33,   Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas: 
a. memberikan   saran   dan   rekomendasi   kepada   pemerintah   dalam   rangka 

penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; 
b. melakukan   penelitian   dan   pengkajian   terhadap   peraturan   perundang­undangan 

yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; 
c. melakukan   penelitian   terhadap   barang   dan/atau   jasa   yang   menyangkut 

keselamatan konsumen;
d. mendorong   berkembangnya   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya 

masyarakat; 
e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan 

memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; 
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f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; 

g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. 
(2) Dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen 
internasional. 

 
Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Keanggotaan
 

Pasal 35
 
(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiriatas seorang ketua merangkap anggota, 

seorang  wakil   ketua merangkap  anggota,   serta  sekurang­kurangnya  15  (lima belas) 
orang   dan   sebanyak­banyaknya   25   (duapuluh   lima)   orang   anggota   yang   mewakili 
semua unsur. 

(2) Anggota   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   diangkat   dan   diberhentikan   oleh 
Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
RepublikIndonesia. 

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
selama (3)   tiga  tahun dan dapat  diangkat kembali  untuk 1   (satu)  kali  masa  jabatan 
berikutnya. 

(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota. 
 

Pasal 36
 
Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur: 
a. pemerintah; 
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b. pelaku usaha; 
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 
d. akademis; dan 
e. tenaga ahli. 

Pasal 37
 
Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah: 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik; 
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan; 
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan 
f. berusia sekurang­kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. 
 

Pasal 38
 
Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena: 
a. meninggaldunia; 
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 
c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia; 
d. sakit secara terus menerus; 
e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau 
f. diberhentikan.

Pasal 39
 
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu 

oleh sekretariat. 
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang 

diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 
(3) Fungsi,  tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 
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Pasal 40

 
(1) Apabila   diperlukan   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   dapat   membentuk 

perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut 

dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 
Pasal 41

 
Dalam pelaksanaan  tugas,  Badan Perlindungan Konsumen Nasional  bekerja berdasarkan 
tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 
 

Pasal 42
 
Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada 
anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan 
perundang­undangan yang berlaku. 
 

Pasal 43
 
Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   pembentukan   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 

BAB IX
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

SWADAYA MASYARAKAT
 

Pasal 44
 
(1) Pemerintah   mengakui   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya   masyarakat   yang 

memenuhi syarat.
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(2) Lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya   masyarakat   memiliki   kesempatan   untuk 
berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. 

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan: 
a. menyebarkan   informasi   dalam   rangka   meningkatkan   kesadaran   atas   hak   dan 

kewajiban   dan   kehati­hatian   konsumen   dalam   mengkonsumsi   barang   dan/atau 
jasa; 

b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; 
c. bekerja   sama   dengan   instansi   terkait   dalam   upaya   mewujudkan   perlindungan 

konsumen; 
d. membantu   konsumen   dalam   memperjuangkan   haknya,   termasuk   menerima 

keluhan atau pengaduan konsumen; 
e. melakukan   pengawasan   bersama   pemerintah   dan   masyarakat   terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen. 
(4) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tugas   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 
BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA
 

Bagian Pertama
Umum

 
Pasal 45

 
(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang 

bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dan  pelaku usaha  atau  melalui 
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 

(2) Penyelesaian   sengketa   konsumen   dapat   ditempuh   melalui   pengadilan   atau   diluar 
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
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(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang­undang. 

(4) Apabila   telah   dipilih   upaya   penyelesaian   sengketa   konsumen   di   luar   pengadilan, 
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan 
tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. 

 
Pasal 46

 
(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 
b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 
c. lembaga   perlindungan  konsumen  swadaya   masyarakat   yang  memenuhi   syarat, 

yaitu   berbentuk   badan   hukum   atau   yayasan,   yang   dalam   anggaran   dasarnya 
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah 
untuk   kepentingan   perlindungan   konsumen   dan   telah   melaksanakan   kegiatan 
sesuai dengan anggaran dasarnya; 

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi 
atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi   yang besar  dan/atau korban 
yang tidak sedikit. 

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak 
sedikit   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   d   diatur   dengan   Peraturan 
Pemerintah. 

 

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
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Pasal 47

 
Penyelesaian   sengketa   konsumen   di   luar   pengadilan   diselenggarakan   untuk   mencapai 
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu 
untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang 
diderita oleh konsumen. 
 

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

 
Pasal 48

 
Penyelesaian   sengketa   konsumen   melalui   pengadilan   mengacu   pada   ketentuan   tentang 
peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45. 
 

BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

 
Pasal 49

 
(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II 

untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. 
(2) Untuk   dapat   diangkat   menjadi   anggota   badan   penyelesaian   sengketa   konsumen, 

seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. berbadan sehat; 
c. berkelakuan baik; 
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan; 
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; 
f. berusia sekurang­kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. 
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(3) Anggota   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2)   terdiri  atas  unsur  pemerintah,  unsur 
konsumen, dan unsur pelaku usaha. 

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit­dikitnya 3 
(tiga) orang, dan sebanyak­banyaknya 5 (lima) orang. 

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota  badan penyelesaian sengketa  konsumen 
ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 50
 
Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) 
terdiri atas: 
a. ketua merangkap anggota; 
b. wakil ketua merangkap anggota; 
c. anggota. 

Pasal 51
 
(1) Badan  penyelesaian sengketa   konsumen dalam menjalankan  tugasnya  dibantu  oleh 

sekretariat. 
(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan 

anggota sekretariat. 
(3) Pengangkatan  dan pemberhentian  kepala  sekretariat  dan anggota  sekretariat  badan 

penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri. 
 

Pasal 52
 
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: 
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui 

mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
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c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 
d. melaporkan   kepada   penyidik   umum   apabila   terjadi   pelanggaran   ketentuan   dalam 

Undang­undang ini; 
e. menerima   pengaduan   baik   tertulis   maupun   tidak   tertulis,   dari   konsumen   tentang 

terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil   pelaku   usaha   yang   diduga   telah   melakukan   pelanggaran   terhadap 

perlindungan konsumen;
h. memanggil  dan menghadirkan saksi, saksi ahli  dan/atau setiap orang yang dianggap 

mengetahui pelanggaran terhadap Undang­undang ini; 
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli,  atau 

setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf  g dan huruf  h,  yang  tidak bersedia 
memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

j. mendapatkan,   meneliti   dan/atau   menilai   surat,   dokumen,   atau   alat   bukti   lain   guna 
penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; 
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen; 
m. menjatuhkan   sanksi   administratif   kepada   pelaku   usaha   yang   melanggar   ketentuan 

Undang­undang ini. 
Pasal 53

 
Ketentuan   lebih   lanjut  mengenai  pelaksanaan   tugas  dan  wewenang  badan  penyelesaian 
sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri. 
 

Pasal 54
 
(1) Untuk   menangani   dan   menyelesaikan   sengketa   konsumen,   badan   penyelesaian 

sengketa konsumen membentuk majelis. 
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(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit­
sedikitnya 3  (tiga)  orang yang mewakili  semua unsur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera. 

(3) Putusan majelis final dan mengikat. 
(4) Ketantuan teknis  lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat 

keputusan menteri. 
 

Pasal 55
 
Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam 
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. 
 

Pasal 56
 
(1) Dalam   waktu   paling   lambat   7   (tujuh)   hari   kerja   sejak   menerima   putusan   badan 

penyelesaian   sengketa   konsumen   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   55   pelaku 
usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. 

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 
(empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. 

(3) Pelaku   usaha  yang   tidak   mengajukan   keberatan   dalam   jangka   waktu   sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat   (2)   dianggap  menerima putusan  badan  penyelesaian  sengketa 
konsumen.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan 
oleh   pelaku   usaha,   badan   penyelesaian   sengketa   konsumen   menyerahkan   putusan 
tersebut   kepada   penyidik   untuk   melakukan   penyidikan   sesuai   dengan   ketentuan 
perundang­undangan yang berlaku. 

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. 

 
Pasal 57
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Putusan  majelis   sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  54  ayat   (3)   dimintakan  penetapan 
eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. 

 Pasal 58
 
(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal   56  ayat   (2)   dalam waktu  paling   lambat   21   (duapuluh   satu)   hari   sejak 
diterimanya keberatan. 

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak 
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. 

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi. 

 
BAB XII

PENYIDIKAN
 

Pasal 59
 
(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 

dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang 
perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang­undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Penyidik   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) 
berwenang: 
a. melakukan   pemeriksaan   atas   kebenaran   laporan   atau   keterangan   berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; 
b. melakukan   pemeriksaan   terhadap   orang   lain   atau   badan   hukm   yang   diduga 

melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan 

dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen; 
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d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; 

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta 
melakukan   penyitaan   terhadap   barang   hasil   pelanggaran   yang   dapat   dijadikan 
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. 

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang perlindungan konsumen. 

(3) Penyidik   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) 
memberitahukan   dimulainya   penyidikan   dan   hasil   penyidikannya   kepada   Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

(4) Penyidik   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia. 

 
BAB XIII

S A N K S I
 

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

 
Pasal 60

 
(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif 

terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 
25 dan Pasal 26. 

(2) Sanksi   administratif   berupa   penetapan   ganti   rugi   paling   banyak   Rp   200.000.000,00 
(duaratus juta rupiah). 

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut dalam peraturan perundang­undangan. 

 
Bagian Kedua
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Sanksi Pidana
 

Pasal 61
 
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. 
 

Pasal 62
 
(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 

9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf 
e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 
12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f 
dipidana   penjara   paling   lama   2   (dua)   tahun   atau   pidana   denda   paling   banyak 
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan  luka berat,  sakit  berat,  cacat   tetap atau 
kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. 

 
Pasal 63

 
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman 
tambahan, berupa: 
a. perampasan barang tertentu; 
b. pengumuman keputusan hakim; 
c. pembayaran ganti rugi; 
d. perintah   penghentian   kegiatan   tertentu   yang   menyebabkan   timbulnya   kerugian 

konsumen; 
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 
f. pencabutan izin usaha. 
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BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

 
Pasal 64

 
Segala   ketentuan   peraturan   perundang­undangan   yang   bertujuan   melindungi   konsumen 
yang   telah   ada   pada   saat   undang­undang   ini   diundangkan,   dinyatakan   tetap   berlaku 
sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 
undang­undang ini. 
   

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

 
Pasal 65

Undang­undang  ini  mulai  berlaku setelah 1   (satu)   tahun sejak diundangkan.  Agar  setiap 
orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   undang­undang   ini   dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
   

 Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
 

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
                                                                                                         

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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ttd.
 

AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999

NOMOR 42

PENJELASAN
ATAS

UNDANG­UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

 
I. UMUM 
 
Pembangunan   dan   perkembangan   perekonomian   umumnya   dan   khususnya   di   bidang 
perindustrian   dan   perdagangan   nasional   telah   menghasilkan   berbagai   variasi   barang 
dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas 
yang didukung oleh kemajuan teknologi  telekomunikasi dan informatika  telah memperluas 
ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas­batas wilayah suatu negara, 
sehingga  barang  dan/jasa   yang  ditawarkan  bervariasi   baik   produksi   luar   negeri   maupun 
produksi dalam negeri. 

Kondisi   yang   demikian   pada   satu   pihak   mempunyai   manfaat   bagi   konsumen   karena 
kebutuhan  konsumen  akan   barang   dan/atau   jasa   yang   diinginkan  dapat   terpenuhi   serta 
semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa 
sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. 

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku 
usaha dan konsumen menjadi   tidak  seimbang dan konsumen berada pada   posisi   yang 
lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar­
besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian 
standar yang merugikan konsumen. 
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Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan 
haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan   konsumen. 
Oleh karena  itu,  Undang­undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi  landasan 
hukum   yang   kuat   bagi   pemerintah   dan   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya 
masyarakat   untuk   melakukan   upaya   pemberdayaan   konsumen   melalui   pembinaan   dan 
pendidikan konsumen.  

Upaya   pemberdayaan   ini   penting   karena   tidak   mudah   mengharapkan   kesadaran   pelaku 
usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan 
yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan 
kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen 
melalui pembentukan undang­undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara 
integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. 

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para 
pelaku   usaha,   tetapi   justru   sebaliknya   perlindungan   konsumen   dapat   mendorong   iklim 
berusaha   yang   sehat   yang   mendorong   lahirnya   perusahaan   yang   tangguh   dalam 
menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang­undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya 
tetap   memberikan  perhatian   khusus   kepada   pelaku   usaha  kecil   dan   menengah.  Hal   itu 
dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. 

Undang­undang   tentang  Perlindungan  Konsumen   ini   dirumuskan  dengan   mengacu   pada 
filosofi   pembangunan   nasional   bahwa   pembangunan   nasional   termasuk   pembangunan 
hukum   yang   memberikan   perlindungan   terhadap   konsumen   adalah   dalam   rangka 
membangun manusia  Indonesia  seutuhnya yang berlandaskan pada  falsafah kenegaraan 
Republik   Indonesia   yaitu  dasar  negara  Pancasila  dan   konstitusi   negara  Undang­Undang 
Dasar 1945. 

Disamping   itu,   Undang­undang   tentang   Perlindungan   Konsumen   pada   dasarnya   bukan 
merupakan   awal   dan   akhir   dari   hukum  yang  mengatur   tentang  perlindungan  konsumen, 
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sebab sampai pada terbentuknya Undang­undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah 
ada beberapa undang­undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti: 
a. Undang­undang   Nomor   10   Tahun   1961   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah 

Pengganti  Undang­undang  Nomor  1  Tahun  1961   tentang  Barang,  menjadi  Undang­
undang; 

b. Undang­undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 
c. Undang­undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok­pokok Pemerintahan di Daerah; 
d. Undang­undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
e. Undang­undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 
f. Undang­undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 
g. Undang­undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; 
h. Undang­undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; 
i. Undang­undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 
j. Undang­undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); 
k. Undang­undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 
l. Undang­undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; 
m. Undang­undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 
n. Undang­undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang­undang Hak 

Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang­undang Nomor 7 Tahun 1987; 
o. Undang­undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang­undang Nomor 

6 Tahun 1989 tentang Paten; 
p. Undang­undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang­undang Nomor 

19 Tahun 1989 tentang Merek; 
q. Undang­undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
r. Undang­undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran; 
s. Undang­undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; 
t. Undang­undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang­undang Nomor 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual 
(HAK) tidak diatur dalam Undang­undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah 
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diatur  dalam Undang­undang Nomor 12 Tahun 1997  tentang Hak Cipta,  Undang­undang 
Nomor 13 Tahun 97 tentang Paten, dan Undang­undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang 
Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau  jasa yang 
melanggar ketentuan tentang HAKI. 

Demikian   juga   perlindungan   konsumen   di   bidang   lingkungan   hidup   tidak   diatur   dalam 
Undang­undang   tentang  Perlindungan  Konsumen   ini   karena   telah  diatur   dalam  Undang­
undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban 
setiap  orang  untuk  memelihara  kelestarian  fungsi   lingkungan hidup serta  mencegah dan 
menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 

Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang­undang baru yang pada 
dasarnya   memuat   ketentuan­ketentuan   yang   melindungi   konsumen.   Dengan   demikian, 
Undang­undang   tentang   Perlindungan   Konsumen   ini   merupakan   payung   yang 
mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
Angka 1 

Cukup jelas 
Angka 2 

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. 
Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan 
konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian 
dari   proses   suatu   produk   lainnya.   Pengertian   konsumen   dalam   undang­undang   ini 
adalah konsumen akhir.

Angka 3 
Pelaku   usaha   yang   termasuk   dalam   pengertian   ini   adalah   perusahaan,   korporasi, 
koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain­lain.

Angka 4 
Cukup jelas

Angka 5 
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Cukup jelas
Angka 6 

Cukup jelas
Angka 7 

Cukup jelas 
Angka 8 

Cukup jelas 
Angka 9 

Lembaga   ini   dibentuk   untuk   meningkatkan   partisipasi   masyarakat   dalam   upaya 
perlindungan   konsumen  serta   menunjukkan   bahwa  perlindungan   konsumen  menjadi 
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10 
Cukup jelas 

Angka 11 
Badan  ini  dibentuk untuk menangani  penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, 
cepat, murah dan profesional.

Angka 12 
Cukup jelas 

Angka 13 
Cukup jelas 

 
Pasal 2 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) 
asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:
1. Asas manfaat  dimaksudkan untuk  mengamanatkan bahwa segala  upaya dalam 

penyelenggaraan   perlindungan   konsumen   harus   memberikan   manfaat   sebesar­
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas   keadilan   dimaksudkan   agar   partisipasi   seluruh   rakyat   dapat   diwujudkan 
secara   maksimal   dan   memberikan   kesempatan   kepada   konsumen   dan   pelaku 
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 
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3. Asas   keseimbangan   dimaksudkan   untuk   memberikan   keseimbangan   antara 
kepentingan  konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun 
spiritual. 

4. Asas   keamanan   dan   keselamatan   konsumen   dimaksudkan   untuk   memberikan 
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 
pemakaian   dan   pemanfaatan   barang   dan/atau   jasa   yang   dikonsumsi   atau 
digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen 
menaati  hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

 
Pasal 3

Cukup jelas 
 

Pasal 4 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukup jelas 
Huruf d 

Cukup jelas 
Huruf e 

Cukup jelas 
Huruf f 

Cukup jelas 
Huruf g 

Hak   untuk   diperlukan   atau   dilayani   secara   benar   dan   jujur   serta   tidak   diskriminatif 
berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial 
lainnya.
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Huruf h 
Cukup jelas 

Huruf i 
Cukup jelas 

 
Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

 
Pasal 7 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Pelaku usaha dilarang membeda­bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. 
Pelaku usaha dilarang membeda­bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji 
atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

 
Huruf f 

Cukup jelas 
Huruf g 

Cukup jelas 
 
Pasal 8 
Ayat (1) 
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Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Cukup jelas 

Huruf g 
Jangka waktu penggunaan/ pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari 
kata ‘best before’ yang biasa digunakan dalam label produk  makanan.

Huruf h 
Cukup jelas 

 
Huruf i 

Cukup jelas 
 
Huruf j 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Barang­barang   yang   dimaksud   adalah   barang­barang   yang   tidak   membahayakan 
konsumen menurut peraturan perundang­undangan yang berlaku.

 
Ayat (3) 

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen 
menurut peraturan perundang­undangan yang berlaku.
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Ayat (4) 
Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

 
Pasal 9 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 10 

Cukup jelas 
 
Pasal 11 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukup  jelas 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan  jumlah  tertentu dan  jumlah yang cukup adalah  jumlah yang 
memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Cukup jelas 

 
Pasal 14 
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Cukup jelas 
 
Pasal 15 

Cukup jelas 
 
Pasal 16 

Cukup jelas 
 
Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Pasal 18 
Ayat (1) 

Larangan  ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan 
pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. 

Huruf a 
Cukup jelas 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf e 
Cukup jelas 

Huruf f 
Cukup jelas 

Huruf g 
Cukup jelas 

Huruf h 
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Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Pasal 19 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

 
Pasal 21 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
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Pasal 22 
Ketentuan  ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

 
Pasal 23 

Cukup jelas 
 
Pasal 24 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Pasal 26  

Cukup jelas 

Pasal 27 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cacat  timbul di  kemudian hari  adalah sesudah  tanggal yang mendapat  jaminan dari 
pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan kualifikasi  barang adalah ketentuan standardisasi  yang telah 
ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak. 
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Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi

Pasal 28
Cukup jelas 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 
 

Pasal 30 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Yang   bertanggung   jawab   dengan   menteri   teknis   adalah   menteri   yang   bertanggung 
jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.
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Ayat (3) 
Pengawasan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan   lembaga perlindungan  konsumen 
swadaya   masyarakat   dilakukan   atas   barang   dan/atau   jasa   yang   beredar   di   pasar 
dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. 

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika 
diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain­lain yang disyaratkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang­undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

 

Ayat (4) 
Cukup jelas
 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

 
Ayat (6) 

Cukup jelas 
 
Pasal 31 

Cukup jelas 
 
Pasal 32 

Cukup jelas 
 
Pasal 33 

Cukup jelas 
 
Pasal 34 
Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas 
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Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf e 
Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang 
tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).

Huruf f 
Cukup jelas 

Huruf g 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Pasal 35 
Ayat (1) 

Jumlah  wakil setiap unsur tidak harus sama.
Ayat (2) 

Cukup jelas
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
 
Pasal 36 
Huruf a 

Cukup jelas 
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Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e 
Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

 
Pasal 37 

Cukup jelas 
 
Pasal 38 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Cukup jelas 
Huruf c 

Cukup jelas 
Huruf d 

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Huruf e 

Cukup jelas 
Huruf f 

Cukup jelas 
 
Pasal 39 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
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Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 40 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Yang   dimaksud   dengan   keputusan   Ketua   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional 
adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

 
Pasal 41 

Yang   dimaksud   dengan   keputusan   Ketua   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional 
adalahkeputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

 
Pasal 42 

Cukup jelas 
 
Pasal 43 

Cukup jelas 
 
Pasal 44 
Ayat (1) 

Yang   dimaksud   dengan   memenuhi   syarat,   antara   lain,   terdaftar   dan   diakui   serta 
bergerak di bidang perlindungan konsumen.

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
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Ayat (4) 

Cukup  jelas 
 
Pasal 45 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup 
kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap 
diusahakan  untuk   menggunakan   penyelesaian   damai   oleh   kedua   belah  pihak   yang 
bersengketa. 

Yang   dimaksud   dengan   penyelesaian   secara   damai   adalah   penyelesaian   yang 
dilakukan  oleh   kedua  belah  pihak  yang  bersengketa   (pelaku  usaha  dan  konsumen) 
tanpa   melalui   pengadilan   atau   badan   penyelesaian   sengketa   konsumen   dan   tidak 
bertentangan dengan undang­undang ini. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Pasal 46 
Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas 
Huruf b 

Undang­undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok 
atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar­benar dirugikan dan dapat 
dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.
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Huruf c 
Cukup jelas 

Huruf d 
Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai 
adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 47 
Bentuk   jaminan   yang   dimaksud   dalam   hal   ini   berupa   pernyataan   tertulis   yang 
menerangkan   bahwa   tidak   akan   terulang   kembali   perbuatan   yang   telah   merugikan 
konsumen tersebut.

 
Pasal 48 

Cukup jelas 
Pasal 49 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

 Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Unsur konsumen adalah  lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau 
sekelompok konsumen.

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 
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 Pasal 50 
Cukup jelas 

Pasal 51 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Pasal 52 

Cukup jelas 

Pasal 53 
Cukup jelas 

Pasal 54 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Yang   dimaksud   dengan   putusan   majelis   bersifat   final   adalah   bahwa   dalam   badan 
penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

 Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 55 
Cukup jelas 
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Pasal 56 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

 
Pasal 57 

Cukup jelas 

Pasal 58 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 59 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
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Cukup jelas 

 Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 60 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 61
Cukup jelas 

Pasal 62 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
 
Pasal 63 

Cukup jelas 
 
Pasal 64 

Cukup jelas 
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Pasal 65 

Cukup jelas 

 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3821
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  1 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  19  TAHUN 2002 

 
TENTANG 

HAK CIPTA  
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
 
Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku 

bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan 
pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta 
terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut; 

b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian 
internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak 
Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam 
sistem hukum nasionalnya; 

c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah 
sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi 
Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan 
masyarakat luas; 

d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-
undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-
undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1997; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf  a, huruf 
b,  huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta. 

 
Mengingat:   1.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3564). 
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Dengan Persetujuan  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA  

 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan 

atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi 
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya 
melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, 
keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat 
pribadi. 

3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan 
ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.  

4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang 
menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut  hak dari 
pihak yang menerima hak tersebut. 

5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau 
penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, 
atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau 
dilihat orang lain. 

6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun 
bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun 
tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. 

7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh 
lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.  

8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, 
kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat 
dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan 
fungsi- fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam 
merancang instruksi- instruksi tersebut. 

9. Hak Terkait adalah  hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku 
untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara 
untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan 
bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya 
siarannya.  

10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, 
memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau 
memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra,  folklor, atau karya seni lainnya. 
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11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan 
memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, 
baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi 
lainnya. 

12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, 
yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan 
atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.  

13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada 
Direktorat Jenderal. 

14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait 
kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk 
Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. 

15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana  diatur dalam ketentuan 
Undang-undang ini. 

16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas 
dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, 
termasuk Hak Cipta. 

17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di 
bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri. 

 
 
 

BAB II 
LINGKUP HAK CIPTA 

 
 

Bagian Pertama 
Fungsi dan Sifat Hak Cipta 

 
Pasal  2 

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah 
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

(2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer 
memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya 
menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. 

 
 

Pasal  3 
(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. 

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena  
a. Pewarisan; 
b. Hibah; 
c. Wasiat; 
d. Perjanjian tertulis; atau 
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 
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Pasal  4 
(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, 

menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak 
dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. 

(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, 
menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak 
dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. 

 
Bagian Kedua 

Pencipta 
 

Pasal  5 
(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah: 

a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; 
atau 

b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada 
suatu Ciptaan. 

(2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan 
tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai 
Pencipta ceramah tersebut. 

 
 

Pasal  6 
Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau 
lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi 
penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap 
sebagai Pencip ta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta 
masing-masing atas bagian Ciptaannya itu. 
 
 

Pasal  7 
Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di 
bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang 
merancang  Ciptaan itu. 
 
 

Pasal  8 
(1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan 

pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan 
itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak 
Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat 
pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. 

(3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang 
membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali 
apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak. 

 
 

Pasal  9 
Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak 
menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai 
Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya. 
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Bagian Ketiga 
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui 

 
Pasal  10 

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda   
budaya nasional lainnya. 

(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik 
bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, 
koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. 

(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang 
bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang 
terkait dalam masalah tersebut. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
 

Pasal  11 
(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara 

memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. 

(2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan 
tersebut hanya tertera nama samaran Penc iptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas 
Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. 

(3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau 
penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan 
Penciptanya. 

 
 
 

Bagian Keempat 
Ciptaan yang Dilindungi 

 
Pasal  12 

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: 
a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, 

dan semua hasil karya tulis lain; 
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni 

pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 
g. arsitektur; 
h. peta; 
i. seni batik; 
j. fotografi; 
k. sinematografi; 
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil 

pengalihwujudan. 
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(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan 
tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. 

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua 
Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan 
yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu. 

 
Pasal  13 

Tidak ada Hak Cipta atas: 
a. hasil rapat terbuka lembaga- lembaga Negara; 
b. peraturan perundang-undangan; 
c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; 
d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau 
e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. 
 
 

Bagian Kelima 
Pembatasan Hak Cipta 

 
Pasal  14 

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: 
a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut 

sifatnya yang asli; 
b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak 

oleh atau atas nama Pemerintah, kecua li apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik 
dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri 
atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau 

c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga 
Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus 
disebutkan secara lengkap. 

 
Pasal  15 

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai 
pelanggaran Hak Cipta: 
a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya 

ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak 
merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta; 

b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan 
pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan; 

c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: 
(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau 
(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak 

merugikan kepentingan yang wajar dari  Pencipta. 
d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille 

guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial; 
e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat 

apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau 
pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan 
aktivitasnya; 

f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya 
arsitektur, seperti Ciptaan bangunan; 

g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer 
yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. 
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Pasal  16 
(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan 

pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri 
setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat: 
a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau 

Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu 
yang ditentukan; 

b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada 
pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah 
Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak 
Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan 
tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b. 

(2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu 
pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia. 

(3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
setelah lewat jangka waktu: 
a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan 

alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia; 
b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum 

pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia; 
c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum 

pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia. 
(4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk 
diekspor ke wilayah Negara lain. 

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai 
pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

(6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau 
memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 

 
 

Pasal  17 
Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan 
Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban 
umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta. 
 

 
Pasal  18 

(1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan 
nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta 
izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang 
wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang 
layak. 

(2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri 
dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus 
memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan. 
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Bagian Keenam 

Hak Cipta atas Potret 
 

Pasal  19 
(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan  Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret 

seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli 
warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal 
dunia. 

(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakan atau 
Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan itu 
memuat juga orang lain dalam potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu 
mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing 
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia. 

(3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat: 
a.  atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret; 
b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau 
c. untuk kepentingan orang yang dipotret. 

 
 

Pasal  20 
Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat: 
a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret; 
b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau 
c. tidak untuk kepentingan yang dipotret, 
apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang 
dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal 
dunia.  
 
 

Pasal  21 
Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang 
Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali 
dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.  
 

 
Pasal  22 

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret 
seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi 
yang berwenang. 
 
 

Pasal  23 
Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, 
seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa 
persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran 
untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 
dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret. 
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Bagian Ketujuh 
Hak Moral 

 
Pasal  24 

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta 
tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. 

(2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak 
lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal 
Pencipta telah meninggal dunia. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan 
anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta. 

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan 
dalam masyarakat. 

 
 

Pasal  25 
(1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan 

atau diubah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 
 

Pasal  26 

(1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli 
Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu. 

(2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya 
oleh penjual yang sama. 

(3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu 
Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta 
itu. 

 
 

 
Bagian Kedelapan 

Sarana Kontrol Teknologi 
 

Pasal  27 
Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencip ta tidak 
diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi. 
  
  

 
Pasal  28  

(1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di 
bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan 
persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi  
cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.   
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BAB  III 
MASA BERLAKU HAK CIPTA 

 
Pasal  29 

(1) Hak Cipta atas Ciptaan: 
a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; 
b. drama atau drama musikal, tari, koreografi; 
c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; 
d. seni batik; 
e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
f. arsitektur; 
g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; 
h. alat peraga; 
i. peta; 
j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai 
berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah 
Pencipta meninggal dunia. 

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau 
lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan 
berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. 

 
 

Pasal  30 

(1) Hak Cipta atas Ciptaan: 
a. Program Komputer; 
b. sinematografi; 
c. fotografi; 
d. database; dan 
e. karya hasil pengalihwujudan, 
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. 

(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis  yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) 
tahun sejak pertama kali diterbitkan. 

(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta 
Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 
(lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. 

 
 

Pasal  31 
(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan: 

a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu; 
b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan 

tersebut pertama kali diketahui umum. 
(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) 

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan. 
 
 

Pasal  32 
(1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian 

dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir. 
(2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 

(dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan 
tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap 
sebagai Ciptaan tersendiri. 
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Pasal  33 
Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam: 
a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu; 
b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas 

Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama 
samaran Penciptanya. 

 
 

Pasal  34 
Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung 
sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang 
dilindungi: 
a.  selama 50 (lima puluh) tahun; 
b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta 

meninggal dunia 
dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui 
oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia. 
 

 
 
 

BAB  IV 
PENDAFTARAN CIPTAAN 

 
Pasal  35 

(1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar 
Umum Ciptaan. 

(2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. 

(3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum 
Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya. 

(4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan 
kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. 

 
 

Pasal  36 
Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan 
atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar. 
 
 

Pasal  37 
(1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang 

diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa. 
(2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis 

dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai 
biaya. 

(3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan 
memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 
Permohonan secara lengkap. 

(4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada 
Direktorat Jenderal. 
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(5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai 
konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden. 

 
 

Pasal  38 
Dalam hal Permohonan diajukan oleh  lebih dari seorang  atau suatu badan hukum yang secara 
bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta 
atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut. 
 
 

Pasal  39 
Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain: 
a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta; 
b. tanggal penerimaan surat Permohonan;  
c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan 
d. nomor pendaftaran Ciptaan. 
 

 
Pasal  40 

(1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh 
Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya 
Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan 
oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan 
oleh Direktorat Jenderal. 

 
 

Pasal  41 

(1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar 
dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu 
dipindahkan haknya kepada penerima hak. 

(2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari 
kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya. 

(3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh 
Direktorat Jenderal. 

  
Pasal  42 

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)  serta Pasal 39, pihak lain 
yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui 
Pengadilan Niaga. 
 

Pasal  43 
(1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya 

tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat 
dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya. 

(2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi 
Ciptaan oleh Direktorat Jenderal. 
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Pasal  44 
Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena: 
a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 
b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan 

mengingat Pasal 32; 
c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
  

 
 

BAB  V 
LISENSI 

 
Pasal  45 

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat 
perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2. 

(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu 
Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 

(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh 
penerima Lisensi. 

(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi 
adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada 
kesepakatan organisasi profesi. 

 
  

Pasal  46 
Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau 
memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2. 
 
 

Pasal  47 
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang 

merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan 
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib 
dicatatkan di Direktorat Jenderal. 

(3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan 
Presiden. 
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BAB  VI 
DEWAN HAK CIPTA 

 
Pasal  48 

 
(1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta 

pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta. 
(2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan 

anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti 
Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada 
anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan 
Intelektual. 

 
 
 

BAB  VII 
HAK  TERKAIT 

 
Pasal  49 

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa 
persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau 
gambar pertunjukannya. 

(2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang 
pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya 
Rekaman suara atau rekaman bunyi. 

(3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak 
lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang 
karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem 
elektromagnetik lain. 
 

 
Pasal  50 

(1) Jangka waktu perlindungan bagi: 
a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali 

dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual; 
b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut 

selesai direkam; 
c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut 

pertama kali disiarkan. 
(2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 

sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah: 
a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau 

media audiovisual; 
b. karya rekaman suara selesai direkam; 
c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali. 

 
  

 

Analisis terhadap..., Agung Nogroho, FHUI, 2009



  15 

Pasal  51 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,  Pasal 8, 
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18,   Pasal 
24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, 
Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46,  Pasal 47, Pasal 48, Pasal 
52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, 
Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 
74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 berlaku mutatis mutandis terhadap Hak Terkait. 
 

 
 
 

BAB  VIII 
PENGELOLAAN HAK CIPTA 

 
Pasal  52 

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. 
  

 
Pasal  53 

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta 
yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin 
kepada masyarakat. 
  
 
 

BAB  IX 
BIAYA 

 
Pasal  54 

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, 
pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan 
perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain- lain yang ditentukan dalam Undang-
undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran 
biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. 

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat 
menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

   
 

BAB  X 
PENYELESAIAN SENGKETA 

 
Pasal  55 

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta 
atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya: 
a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;   
b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;   
c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan;  atau 
d. mengubah isi Ciptaan.   
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Pasal  56 
(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas 

pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan 
atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu. 

(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan 
penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan 
ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil 
pelanggaran Hak Cipta. 

(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada 
pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan 
kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil 
pelanggaran Hak Cipta. 

  
 

Pasal  57 
Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap 
Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-
mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau 
kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial. 

 
 

Pasal  58 
Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 
 
  

Pasal  59 
Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam 
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan 
Niaga yang bersangkutan. 
 
  

Pasal  60 
(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. 
(2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan 

kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.  

(3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari 
terhitung setelah gugatan didaftarkan.  

(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan 
Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. 

(5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam 
puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. 

 
  

Pasal  61 
(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah  gugatan 

didaftarkan. 

(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah 
gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas 
persetujuan Ketua Mahkamah Agung. 
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(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap 
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang 
terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun 
terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. 

(4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh 
juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan 
diucapkan. 

 
 

Pasal  62 
(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya 

dapat diajukan kasasi.  

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat 
belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan  kasasi diucapkan atau diberitahukan 
kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan 
tersebut. 

(3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan 
diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani 
oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. 

 
 

Pasal  63 

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 
(empat belas) hari sejak tanggal  permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 ayat (2). 

(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori 
kasasi diterima oleh panitera. 

(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 
(empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi mene rima memori kasasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada 
pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh 
panitera. 

(4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah 
Agung paling lama 14 (empat belas)  hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 

 
 
 

Pasal  64 
(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 

(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) 
hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 

(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari 
setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara 
lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam 
sidang yang terbuka untuk umum. 
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(5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan. 

(6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan 
kasasi diterima oleh panitera. 

 
 

Pasal  65 
Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak 
dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian 
sengketa. 
 
  

Pasal  66 
Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 
tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak 
Cipta. 
 

 
 

BAB  XI 
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN 

 
Pasal  67 

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat 
penetapan dengan segera dan efektif untuk: 
a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang 

yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk 
tindakan importasi; 

b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut 
guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti; 

c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan 
bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon 
tersebut memang sedang dilanggar. 

 
 
 

Pasal  68 
Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera 
diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai 
penetapan sementara tersebut. 
 

 
Pasal  69 

(1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, 
hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau 
menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara 
pengadilan tersebut. 

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai 
kekuatan hukum. 
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Pasal  70 
Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti 
rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan 
oleh penetapan sementara tersebut. 
 
 

 
BAB  XII 

PENYIDIKAN 
 

Pasal  71 
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi 
pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan 

tindak pidana di bidang Hak Cipta; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan 

tindak pidana di bidang Hak Cipta; 
c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di 

bidang Hak Cipta; 
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta; 
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti 

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain; 
f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang 

hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak 
Cipta; dan 

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang Hak Cipta. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 
 
 
 

BAB  XIII 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal  72 

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit                        
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),  atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 
sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan 
komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rup iah).  

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak                
Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak                
Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 
(seratus lima puluh  juta rupiah). 

(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah). 

(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28  dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima 
ratus juta rupiah). 

 
 

Pasal  73 
(1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta 

alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara 
untuk dimusnahkan. 

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat 
dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan. 

 
 
 

BAB  XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal  74 

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak 
Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak 
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. 
 
 

Pasal  75   
Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 
berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang  Hak Cipta sebagaimana diubah 
dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 
Tahun 1997 yang masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan 
tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya. 
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BAB  XV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  76 

Undang-undang ini berlaku terhadap: 
a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; 
b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan 

badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia; 
c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan 

badan hukum Indonesia, dengan ketentuan: 
(i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan 

Negara Republik Indonesia; atau 
(ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam 

perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta. 
 

 
Pasal  77 

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 
Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal  78 
Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal  29 Juli 2002 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
                             ttd. 
 
     MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Juli 2002 
 
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 
 
                 ttd. 
 
BAMBANG KESOWO 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN 2002  NOMOR 85 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI. 
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, 
               Ttd. 
 
        EDY SUDIBYO 
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PENJELASAN 
ATAS  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 19  TAHUN 2002 

TENTANG 
HAK CIPTA   

 
 
I. UMUM 
 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang 
sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang 
secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan 
budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu 
dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu 
sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang 
perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan 
seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi 
para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. 
 
Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota 
dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects 
of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan 
Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. 
Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and 
Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui 
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization 
Copyrights Treaty  (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui 
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. 
 
Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir 
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-
undang Hak Cipta.  Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal 
yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan 
untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk 
upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari 
keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak 
Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah 
sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak 
Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan 
bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.  
 
Dengan memperhatikan hal-hal di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang 
Hak Cipta dengan yang baru. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta 
pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan 
hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan 
dalam melaksanakan pembangunan nasional. 
 
Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak 
ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak 
Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak 
dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak 
Terkait telah dialihkan.  
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Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus 
memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan 
yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat 
dilihat, dibaca, atau didengar. 

 

Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:  
1. database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi; 
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media 

internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui media 
audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi; 

3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian 
sengketa; 

4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang 
hak; 

5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di 
Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung; 

6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi; 
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang 

menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi; 
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait; 
9. ancaman pidana dan denda minimal; 
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk 

kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum. 
 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
 
Pasal  1 

Cukup jelas. 
 
Pasal  2 
       Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan 
bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak 
tersebut tanpa izin pemegangnya.  
Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan 
menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen,   mengalihwujudkan, menjual, 
menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan 
kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada 
publik melalui sarana apa pun. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal  3 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus 
dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. 

 
Huruf a 
 Cukup jelas. 
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Huruf b 
 Cukup jelas. 
Huruf c 
 Cukup jelas. 
Huruf d 
 Cukup jelas. 
Huruf e 

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya 
pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap.   

 
Pasal  4 

Ayat (1) 

Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta 
pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara 
melawan hukum. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal  5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal 
terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak 
terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan  huruf b serta 
apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim 
dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. 

 
 
Pasal  6 

Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu ciptaan berupa film serial, yang 
isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk 
isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain. 

 
Pasal  7 

Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan 
keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. 
Oleh karena itu, perancang disebut Pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara 
detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. 
Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan 
dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan 
tersebut. 
 

Pasal  8 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara 
pegawai negeri dengan instansinya. 

Ayat  (2) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh 
seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi 
Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain.   
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Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah 
Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar 
pesanan pihak lain. 
 

Pasal  9 
Cukup jelas. 

 
Pasal  10 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah 
dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak 
atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai 
Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan 
pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. 
Folklor dimaksudkan sebaga i sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat 
oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas 
sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau 
diikuti secara turun temurun,  termasuk: 
a. cerita rakyat, puisi rakyat; 
b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; 
c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional; 
d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, 

perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal  11 

Ayat (1) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu 
karya yang Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan, 
sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis 
atau karya musik, Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau 
belum direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh 
Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya, sedangkan 
apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, Hak Cipta atas 
Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit. 

Ayat (2) 
Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang diterbitkan dengan 
menggunakan nama samaran Penciptanya. Dengan demikian, suatu Ciptaan yang 
diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa Penciptanya atau terhadap Ciptaan yang 
hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit yang namanya tertera di dalam 
Ciptaan dan dapat membuktikan sebagai Penerbit yang pertama kali menerbitkan 
Ciptaan tersebut dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini tidak berlaku 
apabila Pencipta di kemudian hari menyatakan identitasnya dan ia dapat 
membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah Ciptaannya. 
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Ayat (3) 
Penerbit dianggap Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi 
tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran 
Penciptanya, penerbit yang pertama kali menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap 
mewakili Pencipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta dikemudian hari 
menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah 
Ciptaannya. 
  

Pasal  12 
Ayat (1) 

Huruf  a 
Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim 
dikenal dengan "typholographical arrangement", yaitu aspek seni pada 
susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain 
format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara 
keseluruhan menampilkan wujud yang khas. 

Huruf  b 
Yang dimaksud dengan Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan 
yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan 
seperti ceramah, kuliah, dan pidato. 

Huruf  c 
Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua 
ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, 
biologi atau ilmu pengetahuan lain.  

Huruf  d 
Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang 
bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, 
dan aransemennya termasuk notasi.  
Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut 
merupakan satu kesatuan karya cipta. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf  f 
Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, 
logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan 
desain industri.  
Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari 
berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada 
permukaan gambar.  
Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya 
bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan.  

Huruf  g 
Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar 
bangunan, seni  gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan. 

Huruf  h 
Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam 
dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan 
bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. 

Huruf  i 
Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini 
sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh 
perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau 
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gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni 
batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa 
Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan 
lain- lain yang dewasa ini terus dikembangkan. 

Huruf  j 
Cukup jelas. 

Huruf  k 
Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak 
(moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase 
atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya 
sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, 
cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan 
di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. 
Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau 
perorangan. 

Huruf  l 
Yang dimaksud dengan bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku 
yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang 
direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi 
berbagai karya tari pilihan.  
Yang dimaksud dengan database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun 
yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang 
karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi 
intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak 
mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam database 
tersebut.  
Yang dimaksud dengan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, 
misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, 
drama menjadi sandiwara radio dan  novel menjadi film. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru 
(blue print) dan yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu 
kesatuan yang lengkap. 
 

Pasal  13 
Huruf  a 

Cukup jelas. 
Huruf  b 
 Cukup jelas. 
Huruf  c 
 Cukup jelas. 
Huruf  d 
 Cukup jelas. 
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Huruf  e 
Yang dimaksud dengan keputusan badan-badan sejenis lain, misalnya keputusan-
keputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan–keputusan 
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran. 

 
Pasal  14 

Huruf  a 
Cukup jelas. 

Huruf  b 
Contoh dari Pengumuman dan Perbanyakan atas nama Pemerintah adalah 
Pengumuman dan Perbanyakan mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan 
biaya Negara. 

Huruf  c 
Yang dimaksud dengan berita aktual adalah berita yang diumumkan dalam waktu 
1 x 24 jam sejak pertama kali diumumkan. 

 
Pasal  15 

Huruf  a 
Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan 
pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila 
penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, 
pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari 
Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara 
substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap 
sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan 
dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat 
nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup 
pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan 
ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Termasuk 
dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau 
pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, 
penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara 
lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, 
judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada. 
Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak 
Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam 
menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.  

Huruf  b 
Cukup jelas. 

Huruf  c 
Cukup jelas. 

Huruf  d 
Cukup jelas. 

Huruf  e 
Cukup jelas. 

Huruf  f 
Cukup jelas. 
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Huruf  g 
Seorang pemilik (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dibolehkan 
membuat salinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan 
cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan 
seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.  

 
Pasal  16 

Cukup jelas. 
 
Pasal  17 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya Ciptaan yang apabila 
diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah 
kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan 
keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam 
masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya, buku-buku atau karya-karya sastra atau 
karya-karya fotografi. 
 

Pasal  18 
Ayat (1) 

Maksud ketentuan ini adalah Pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio, 
televisi dan sarana lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah haruslah 
diutamakan untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh 
masyarakat umum. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 

Pasal  19 
Ayat (1) 

Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa 
diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan 
persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya.  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3)  
Cukup jelas. 
 

Pasal  20 
Dalam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa  seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya 
dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya. 

 
Pasal  21 

Misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika 
diambil potretnya untuk diumumkan. 

 
Pasal  22 

Cukup jelas. 

 
Pasal  23 

Cukup jelas. 
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Pasal  24 
Ayat  (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat  (2) 
Dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk: 
a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun 

salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;  
b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang 

meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan 
dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi 
Pencipta.  

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama 
Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

Ayat  (3) 
 Cukup jelas. 

Ayat  (4)  
 Cukup jelas. 

Pasal 25 
Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak Pencipta adalah informasi yang 
melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan 
kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan 
kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. 
Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan 
kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa 
perangkat informasi manajemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa 
izin pemegang hak. 

Pasal  26 
Ayat (1) 

Pembelian hasil Ciptaan tidak berarti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada 
pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetap ada di tangan 
Penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan lukisan. 

Ayat (2) 
 Cukup jelas.  
Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

                
Pasal  27 

Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam 
bentuk antara lain kode rahasia, password, bar code, serial number, teknologi dekripsi 
(decryption) dan enkripsi (encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan. 
Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau 
mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk 
meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi Perbanyakan dari 
suatu Ciptaan. 

 
Pasal 28  

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, 
misalnya, izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, 
membubuhkan tanda pengenal produsen pada produknya, pajak atau cukai serta 
memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang.    
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal  29 
 Cukup jelas. 
 

Pasal  30 
Cukup jelas. 

 
Pasal  31 

Cukup jelas. 
 

Pasal  32 
Cukup jelas. 

 
Pasal  33 

Cukup jelas. 

Pasal  34 
Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka 
waktu perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan 
perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari 
tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan 
atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi 
prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya 
suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas. 

 

Pasal  35 
Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

Ayat (4) 
 Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak 
Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu 
Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. 

   
Pasal  36 

Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung 
jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar. 
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Pasal  37 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu 
orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara 
khusus memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain 
Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lain dan terdaftar sebagai 
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan adalah contoh Ciptaan yang dilampirkan 
karena Ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam 
Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau 
fotonya. 

Ayat (3) 
Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum 
kepada Pemohon. 

Ayat (4) 
 Cukup jelas. 
Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 

Pasal  38 
Cukup jelas. 
 

Pasal  39 
Cukup jelas. 
 

Pasal  40 
Cukup jelas. 

 
Pasal  41 

Cukup jelas. 
 
Pasal  42 

Cukup jelas. 
 
Pasal  43 

Cukup jelas. 
 
Pasal  44 

Cukup jelas. 
 

Pasal  45 
Cukup jelas. 
 

Pasal  46 
Cukup jelas. 
 

Pasal  47 
Cukup jelas. 

 
Pasal  48 

Cukup jelas. 
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Pasal  49 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan 
pertunjukan umum (public performance), mengomunikasikan pertunjukan 
langsung (life performance), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya 
rekaman Pelaku. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 
Pasal  50 

Cukup jelas. 
 

Pasal  51 
Cukup jelas. 
 

Pasal  52 
Cukup jelas. 
 

Pasal  53 
Cukup jelas. 

 
Pasal  54 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan menggunakan penerimaan adalah penggunaan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku. 
Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke kas negara sebagai 
PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal melalui Menteri mengajukan permohonan 
kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan 
keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini diatur dengan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).  

 
Pasal  55 

Cukup jelas. 
 
Pasal  56 

Cukup jelas. 
 
Pasal  57 

Cukup jelas. 
 
Pasal  58 

Cukup jelas. 
 

Pasal  59 
Cukup jelas. 
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Pasal  60 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan 
Negeri/Pengadilan Niaga. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 
 

Pasal  61 
Cukup jelas. 

 
Pasal  62 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” pada ayat ini adalah 
panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga. 

 
Pasal  63 

Cukup jelas. 
 
Pasal  64 

Cukup jelas. 
 
Pasal  65 

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, 
konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang 
berlaku. 

 
Pasal  66 

Cukup jelas. 
 
Pasal  67 

Huruf  a 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak 
yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan 
untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran 
dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur 
perdagangan termasuk tindakan importasi. 

Huruf  b 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak 
pelanggar.  

Huruf  c 
Cukup jelas. 

 
Pasal  68 

Cukup jelas. 
 

Analisis terhadap..., Agung Nogroho, FHUI, 2009



  35 

 
 
Pasal  69 

Cukup jelas. 
 
Pasal  70 

Cukup jelas. 
 
Pasal  71 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah pegawai yang 
diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
 

Pasal  72 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau 
menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber (source code) atau 
program aplikasinya. 
Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (file) program yang berisi 
pernyataan-pernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, 
fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (programmer). 
 Misalnya: A membeli program komputer dengan hak Lisensi untuk digunakan 
pada satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian Lisensi untuk pengunaan 
aplikasi program komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B 
menggandakan atau menyalin aplikasi program komputer di atas untuk lebih dari 
yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, 
kecuali untuk arsip. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 
 

Pasal  73 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak 
ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus. 
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Pasal  74 

Cukup jelas. 
 
Pasal 75 

Cukup jelas. 
 
Pasal  76 

Cukup jelas. 
 

Pasal  77 
Cukup jelas. 

 
Pasal  78 

Diberlakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan dimaksudkan agar undang-
undang ini dapat disosialisasikan terutama kepada pihak-pihak yang terkait dengan Hak 
Cipta, misalnya, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi di bidang Hak Cipta, dan lain- lain.  

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4220. 
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